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tetapi juga dalam kerangka hubungan Selatan-Selatan dan Asia-Afrika,
guna mendorong peningkatan peran parlemen d negara masing-masing
dalarn penanganan COVID-19 yang dermokratis, inkiusif dan berorientasi
masyarakat, Kemudian, BKSAP dapat mengaitkan penanganan pandemi
COVID-19 dengan capaian strategis giobai, seperti SDGSs.

Esai berjudui “Peluang dan Tantangan Diplomasi Parlemen
Indonesia datam Meningkatkan Multiiaterafisme d Masa Pandem)”
yang ditulis Resty menjadi karya ke-empat, yang ada df bulyiini. Penulis
menyoroti muitilateralisme gan tantangan diplomasi pariemen daiarmn
mendorong multilateralisme di tengah pandemi. Hai ini karena konsep
diplomasi parlemen dan keterlibatan parlemen-dalam urusan luar negeri
merupakan konsep yang cukup baru'dam jarang dibicarakan daiam
studi hubungan internasionai, namun tefah iama”berlangsung daiam
praktek Tantangan seperti iegitimasi peran pariemesn ‘/dalam dipiornasi
serta dinamika geopolitik yang semakin mengarah pada-unilaterafisme
dan proteksionisme menuntut parlemen menentukan strategi dipfomasi
yang tepat D¥piornasi jaiur 12 yang diadopsi pariemnen dapat menjadi
aiternatiftepaidi tengah pandemi. Saat negara-negara sernakin menutup
dii, diplomaz| jalur 72 menawarkan fleksibilitas, mempromosikan dan
membangun kesepahaman serta rnenjaiin selidaritas giobal

Esai keiima berjudul “GARUDA (Giobal Action for Protecting
Human Rights & Democracy): Menjaga Hak Asasi Manusla dan
Prinslp Dewokrasi saat Pandemil Giobai COVID-19" ditulis oleh
Novanda Fatih Hardanti. Hak istimewa yang digunakan pernimpin
negara-negara o dunia untuk mengatasi COVID-19 dan impiikasinya
terhadap pelanggaran HAM dan prinsip demokrasi menjadi tema tulisan
ini. Daiam situasi krisis, pengawasan atas peraturan hukum dan hak
dasar suatu negara ketika keadaan darurat harus terus diupayakah
sehingga demokrasi tidak berganti menjadi rezim iptaliter, epresif dan
agresif. Meialui esai ini, penulls menawarkan gagasan program GARUDA
Sebagai iangkah nyata untuk mencegah degradast perlindungan HAM
dan prinsip demokrasi di masa pandemik giopal. GARUDA dapat
menjadi solusi kerjasama muitilaterai antar pariemen sekaligus juga
melibatkan elemen masyarakat untuk kut berpartisipas) dengan cara
meningkatkan kesadaran, responsivitas, responsibilitas dan rmonitoring
serta evaluasi daiam menanggapi isu HAM dan demokrasi d tengsh
ancaman COVID-19
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Untuk pemenang kategori umum, esai pertama berjudul
“Parlemen yang Informed, Involved, dan Engoged: Multilaterallsme
Sebagal Penajaman Tata Kelola Demokratis Dalam Penanggulangan
COVID-19" ditulis cleh Alexander Arie Sanata Dharma Implementasi
multilateralisme dari sist perar parlemen membutuhkan parlemen yang
Informed, involved, dan engaged pada persoalan pandemi yang terjadi
Demikian pesan utama yang disampaikan penulis melalui esal ini
COVID-19 menghadirkan permasalahan yang bersifat global sehingga
memerlukan pendekatan yang bersifat internasional. Oleh karena
itu, multilateralisme tetap merupakan jalan terbaik Parlemen dalam
hal ini harus mengambil posisi yang tepat dalam koridor demokrasi
untuk menjamin rakyat yang diwakili dapat merierima layarian yang
dibutuhkan  Parlemen menjadi penyeimbang eksekutif sekaligus
berfungsi mengawasi tata kelola yang dilakukan oleh eksekutif sedapat
mungkin memenuhi ekspektasl rakyat sebagai pilar utama demokrasi
Dengan fokus pada isu besar dan menempatkan dirl sebagai Institust
yang informed, involved, dan engaged, parlemen diharapkar mampu
mena jamkan Implementasi dari tata kelola demokratis yang berpatokan
pada demokrasi di dalam tata kelola dan tata kelola untuk demokrasi

Esa kedua berjudul “Reaktuallsasi Multiiateraiisme dalam
Diplomasi Vaksin COVID-19" ditulis oleh Dias Khadijah Kinanti Penulis
menyoroti paniknya dan kurangnya keslapsiagaan ketika WHO pertama
kali menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehalan masyarakat
yang meresahkan dunia merigakibatkan banyak negara menerapkan
langkah proteksionisme. Masing-masing negara mengedepankan
kepentingan nasionalnya dan bergerak tarpa koordinasi Reaksi
proteksionis ini cenderung membawa tantangan baru dalam pemulihan
global Salah satu hal yang kemudian semakin krusial d tengah pandemi
adalah multilateralisme dan solidaritas global Penulis berperdapat
multilateralisme selayaknya lidak terhenti pada penguatan solidaritas
global tetapi diaktualisasikan untuk menegaskan komitmen, agar
vaksin yang tengah dikembangkan menjadi public goods yang dapat
dimarfaatkan oleh seluruh negara tarpa terkecuali

Esai berikuthya ditulis oleh Rangga AAkhli dengan judul “Pandemi
COVID-19, Diplomasi Parlemen dan Depolitlsasi Kesehatan” Se)arah
panjang umat manusia dalam menghadapi pandemi bermuara pada
satu kesimpulan yaitu penyiapan kebijakan kesehatan yarg matang
dan didukung oleh aspek terpenting bernama komitmen politik untuk
menciptakan ketahanan pada saat terjadi krisis kesehatan Pandemi



Karya kedua berjudul “Menant! Fajar darl Gedung Nusantera:
Kapasitas Pariemen dan Konstruksl Solidaritas Politk sebagai
Upaya Membangun Tata Kelola Kesehatan Global (WHQO) Berbasis
Riset Teknologl dalam Penanganan Pandemi COVID-19” dwulis oleh
Rigko Nur Ardi Windayanto. Krisis kepemimpinan global menjadi tema
sentral esai ini. Realita yang terjadi di lapangan adalah negara-negara
telah kehilangan goiden moment penanganan pandemi. WHO sebagai
simpui tata kelola rezim kesehatan giobal yang seharusnya memberikan
respon cepat dan rekomendasi terukur juga trtiaﬂ( mampi meﬂgambll
pEndn  hegamiffiiran. Srganlsan) u.n-_«almm;:f q.l.mm Jri wﬂﬁ furru
tarsandira Oh KdterbatasEn yohy e it dﬂﬁalrh i
tata kelola kesehatan global. Penulis menawarkan gagasan beberapa
peran yang dapat diambil parlemen. Parlemen -“dapat, berkontnbusi
delom memptrbalk desaln rashenal thte keldta WesoetEn glabet peig
meruiLk oty pEren pengewiaan nex tung-.w*ﬂﬁ@ Faﬂ&man ‘depa
teran AR Jejanng  anlErparkeme g lnfefhﬁ':ﬁiwrwmv
Lt (I otk fMerrtibEngul Menmsemnst kamunkesi meeirse B850
edukasi yang terkoordinasi. Parlemen dapal membangun kemitraan
untuk mewujudkan suatu peta jalan berbasis riset teknologi.

Escl  mibge  oeudul  TPenderr COWID-TS: . Tantsrigan
Multimeralisme dat Peran Shategls Paremen® dengen penuily A0l
Rachitind Mug g, Reaits gt podise & =gt whon 2020 diermgyen manee
poplSme kanan yang semakn noteslihaliean “tarat-nyg, Marjad
smlaft =il pematin penuks. Pandeml yang melpaede my Dersama
ditanggapi negara-negara antara lain dengan vaccine nationalism
vang menjadikan vaksin COVID-12 sebagal komoditas pofitik dan
pertentangan baru atas nama kepentingan nasional. Negara-negara
adidaya saling mempengaruhi industri farmasi yang kini tengah meneliti
dan mengujicobakan vaksin COVID-19 agar mendapat hak eksklusif
pethakalarryra. O Engeh Biuasl murem akioet pEndeml dudia sl
Detaat san il pentng, Ritelbdsrs mbltiateralisme yenp et
Hezefahiorazt  umun Eemnkin . MedemUiEn  sslovarsiys.  Paodem
Inl st menggong aganya  fefomes) oam (onsbimes! oetitsamE
iNErmeancnsl O bertags wel mslitis polilk, @k ieiecus patiemen
Dratam paredangemn penuls, BXSAR dapal beipoeai mermpangun kemngko
mutl#trmdlsrme yang kokon dalem Marpgeiang solidertes lIntss. negars
untuk perangecuen pandemn CCVIDNE. Dinprapkan korpmsma yang
digalang dapm mengedepatikan posll Megars-pegore bherkembang
BESAP dibamapvsn mambehgun Kedaserrs parkemsestian yatg Hdak
ltanys Berifat global dilem weds forerPochanmsons Union 0L
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CATATAN REDAKSI

Buku kumpulan esai ini merupakan inisiatif untuk mengumpulkan
karya pemenang dan finalis dari kompetisi menulis esai BKSAP
“Menggolong Solidoritas Penanganan Pondemi Global COVID-19
doiam Rongka Peringatan international Democrocy Day Tahun 20207
yang nelibatkan dua kategori: kalarigan muda dan umum secara luas.
Esai-esai ini terbilang cukup menarik, tentu dengan sedikit dinamika
penulisan yang masih perlu peningkatan. Tetapi, sebuah langkah yang
baik dari kalangan inuda dan publik untuk member/ sumbangsih dalam
sejuintah pemikiran terkait BKSAP, Dipioinasi Parleinen, COVID-19 dan
Hari Demokrasi Internasional 2020 Buku ini menyajikan 21 karya esai,
yang terbag kepada 13 karya dari kategori muda dan 8 karya dari
kategori umum. Lima karya dari masing-masing kategori merupakan
karya pemenang dari lomba esai ini

Untuk lima pemenang kategori muda, artikel pertama berjudul
“Optimaillsasl Peran Badan kerjasama Antar-Parlemen dalam
Kemitraan Global yang Progreslf Menghadapi Pandemi COVID-19"
ditulis oleh Elisabeth Ferlita Silalahi Solidaritas glebal menjadi tema
utama esai ini. COVID-19 memberikan dampak multidimensional dan
upaya-Upaya pendekatanyang dilakukan umumnyastate centric Negara
cenderung merevisi peran yang tadinya bersifat pasif menjadi lebih aktif
dan intervension(s terhadap kehidupan warga negaranya dengan tujuan
memutus mata rantai penyebaran virus D tengah kondis( ini, negara-
negara dapat terjebak untuk memandang pandemi sebagal medan
perang masing-masing Penulis menekankan kerjasama internasional
dalam konteks multilateralisme merupakan Suatu keniscayaan Penulis
menyoroti tiga peran krusial BKSAP yakni {) sebagai pernggagas
kebijakan, (i} sebagai pengawas pemerintah, (i) sebagal sebagai
pelopor kesadaran publik
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Esai Pemenang
Kategori Umum

Alexander Arie Sanata Dharma (Juara 1) 76
Parlemen yang informed, involved, don Engaged Multilateralisme Sebagal
Penajaman Tata Kelola Demokratis Dalam Penanggulangan COVID-19
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Amunisi Guna Menumpas Pandemlk COVID-19
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Diplomasi Parlemen
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Ubah Strategi, Lawan Pandemi, Bangkitkan Multilateralisme kemball
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dan hak-hak dasar sipit melalui kurasi karya-karya dan pemikiran pubfik.
Tulisan-tulisan mereka ini, tentu memilikl dinamika penulisannya. Tidak
ada yang sempurna, tetapi setidaknya kami mencatat mereka, utamanya
kaum muda, telah berupaya mengarikulasikan pemikirannya ke dalam
sebuah tulisan,

Tentu saj@ pemikiran tersebut tidak akan bermakna apa-apa jika
tidak dituangkan ke dalam sebuah kebjjakan DPR merupakan pihak
pertama yang herus mengeartikulasikan ide pemikiran_tersebut melalui
hak-hak konstitusional dan berbagai misi diplgmasinga. Kaml menaruh
harapan besar agar pihak-pihak terkait dapat mener jemahkan sekaligus
mempertajam ide pemikiran di buku inl. Selamat.membaca!

Pimpinan BKSAP

Dr. H. Fadli Zon, 55 M5c
Charles Honorls

Putu Supadma Rudana, MB.A
Or. H Mardanl Ali Sera, M Eng
Ir. H A Hafisz Thohlr
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Regam @klzen pabbl dai esai-enal wrosbal pag slEyasmys
dicstt sebmgsl mabuken saager bexhorga Ragl BKSAR nriae s,
Perme, peran aptigis pariiiizn dalem endanong padciaritas dan
kerpasamn ghobal sau mulukierallsms msng reyl@leasl keprmimplmsn
WHD (8 tengen kecomasAn menguBtnya  protekslonlsme BKSAP
dengan mis diplomasi parlemen diharapkan memakslimalkan jejaring
paflemen global seperti inter-Porfiomentary Union {iPU) untuk terus
ManggrRunghkon wWialny mulbiidteraione  defom katan penanganat!

pardteri langhans s gkdes saksin Se0o g mmmﬁ ﬁaﬁma p:u!nzd s |
Friosa mutdotang, Boitusn insar porlemen gl s disn mmﬂlmimsl
sebuah plalorm digital padlemen gl lnhpﬁgm'wg;:@h -plm ugrmma
menangani pandemi Yy |

Kedug, menglngatkan ptitensi otoritananisme yang klan menguat
lantaran penanganan pandemi yang cenderung state’ centris teriisma
penerapan pelbagai kebijakan limitasi rua’n'g_; gergkdaa Zaktivitas
masyarakat dengan dalih penanganan pandemi Parlemen dengan
otorltas konstitusionalnya dituntut menjage dan mengeltla demokrasi
dan hak-hak sipil sekalipun situasi kedaruratan mendera.

Ketiga, paremen dapat berperan sebagai inisiator untuk
mensinergikan ragam institusi sebagal petensi kekuatan besar untuk
mengatasi pandemi. Peran tersebut tidak terbatas di level nasional
tapl juga lintas kawasan dan mengglobal. Lembaga filantropi, riset, dan
akademik adalah cuntoh paling potensial yang bisa digandeng parlemen
dalam wupd joint gctiorn.

Teolu saje dr kita pengentar me Wi Heak poflu ekl
calptdn peniing lain cas S)essl d Dok e Banyak serpihisn gagasan:
Gagusan marzk yeng depsl dibecs d taku e lernnaauk bobErapd
LlesAn ilf1 yamg 1wt andil Mempenys spewtryn gemikian, Soiee de
tan gogasen sbsantl yrng dik andungryd, Guku i g heres dibeea
seingal Kenel |ain Kéml sbagal wakll raiopat Geintn ketangha menggial
aspirsl e pemiloron miznyor sk ki sosmys Socoted peopie Tuilsan
meetka st (Haca hardva Hs meropeian Lksen SuRrn Herska seper
perso pobub makita oerl socrang genle proadukinf dsn ee Peamen
Wadiadre PEGA=TTTE] “ Witk M fhe soiming of the waloe |

Bhfimye, Bl 8] bukdn yeng paviamd S BXSAR. BeDermpe. by
lcawy s e gholbiet knmsal Lamnye SUdeh pervn dilangkan cleh BRSAR
s dalpm febuon Doy ceport el Millennhom Depelopmenr Gool,
Susporobie Developyriet! Gacm, don kerjgssme Eomom| Kawasan
ASEAN, Swcarg Measlueutan buku i hatud gmakeer setagal kontrlbum
penyMiran DEF dalam wpRyd porrenganeh pandeml COWVDHIS dutam
wirdab cuikliaivalisme hrpa mangsbafan pedmdungan demokras

MENGGALANG SOLIDARITAS PENANGANAN PANDEM| GLOBAL COYID 19



SAMBUTAN

Kami, Pimpinan Badan ker jasama antar parlemen (BKSAP)} Dewan
Perwakitan Rakyat Repubfik Indenesia {DPR Rf} Periode 2019-2024,
dangat bersyuhut kepada Altsh, Tundn ) Yanp Mahe.Faass karsoe aios
Kehandn. Wyd awhirnyo Iimgsnan polEaesagide &g agEcnan e gk
berhasii didokumentasikan daiam sebuah buku, Kami sangat berterima
kasth dan mengapreslasl semua plhak yang terlibat penyusunan buku
tersebut terutama: 52 anggota BKSAP, Tim Sekretariat BKSAP, dan Tim
Ahii. Tanpa dedikasi dan kerja keras meréka perampungan proyek ini
sufit diwu judkan

Adalah Lomba Esai BKSAP sebagai awai muia proyek buku ini
Lomba yang bertema ‘Menggalang Solidaritas Penangonan Pondemi
Glabal COVID-19 dolom Rangka Peringatan international Democracy
Day Tabun 2020 ini diinisiasi BKSAP dan diumumkan ke pubiik pada
B Jum 2020 Sebagai Alat Kelengkapan Dewan {AKD} DPR yang
dimandatkan untuk in-depth involvement dengan 1su-isu slralegis Qiobai
terkini. BKSAP menilai pandemi COVID-19 sebagai tantangan yang
harus mendapatkan porsi perhatian sangat serius seiain isu demokrasi
Setinat] alAl asthy sk pakok parlemion, BRSAR insthel ungees) slaboms)
redns’ Haletikn Seshokrpy| cierogal Becareganzan COVIL-¥ oieh 2lpaioti
vong diengaid mendegrades kunlites Sordemekras). Spllidackas den
kerpamd global daltm wupnd muElaeralisme  aosish waratel wital
imin ang odek toith dsoaliary, Pengnganan pongen. ootk e, dan
rufikztatisme adetah pokONpokok prmbahasan ywing leriuang dnidam
buku ni

BKSAP sangat bersyukur mendapatkan ragam pikiran inteiektuai
pubiik yang tertuang di 549 esai dari 1618 peserta yang terdiri dar
1265 peserta kalegori muda dan 353 peserta kategor umum, Kerja
keras Tim BKSAP terutama Twn Ahli selama hampir satu bulan {muiai
3 hingga 28 Agustus 2020) dalam membaca, menilai, menimbang,
mengkaj dan berdiskusi secara seksama, obyektif, dan independen.
akhirnya diputuskan delapan pemenang yang e€sal-esainya tertuang
dalam bulku inj
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KATEGOR
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bermakna penularan berskala lintas negara komitmen politik inl harus
diinterpretasikan secara internasional Yang berarti, untuk mencapai
itu, diplomasi ¢ antara negara bharus dipastikan berjalan dengan
efektif dan selaras dengan rezim kesehatan global yang dikenal
dengan IHR (International Health Reguiation} 2005, Demikian ide
pokok yang dituangkan penulis dalam esai ini. Dalam menciptakan
ketahanan tersebut, parlemen perlu memikirkan dengan serius upaya
mengkonstruks: tata kelola rezim kesehatan global yang kokoh
dan siap menghadap! pandemi. Setidaknya ada dua hal yang harus
menjadi perhatian parlemen Parlemen dapat mengoptimalkan fungsi
pengawasan dengan berpatokan pada ketentuan-ketentuan IHR untuk
mengevaluasi kinerja eksekutif dan peraturan perundang-undangan
terkait. Selanjutnya, diplomasi Parlemen dapat diarahkan untuk
membedah secara detail posisi WHO di masa COVID-19.

Esai keempat berjudul “Diplomasl  Parlemen dalam. Upaya
PreventF Penyakit Pandemlk sebagal Ancaman Non-Tradisional di
Lingkup Reglonal ASEAN" karya Zulfikar Dilahwangsa. Penulis menyoroti
konsep diplomasi parlemen yang Semakin mengemuka Di masa
pandemi ni diplomasi parlemen dapat berperan dalam berbaga aspek
Dalam lingkup kelembagsan, BKSAP aktif melaksanakan diplomasi
parlemen sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam
perumusan kebijakan ataupun pemberian saran dalam pengambilan
keputusan dalam rangka preventif dan mitigasi dari penyebaran penyakit
pandemi, Individu anggota parlemen yang merUpakan politisi sekaligus
aktor diplomasi yang pergerakannya lebih fleksibel dapat membahas
inisiasi kerjasama yang mungkin dianggap sensitif oleh pemerintah.
Sebagal perwakilan konstituen masing-masing, anggota parlemen
dapat berperan dalam perumusan kebijakan. utamanya pada bidang
kesehatan yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Lebih lanjut, penulis merumuskan peran-peran diplomasi tersebut dapat
digunakan untuk mengupayakan langkah-langkah preventil pandemi
melalui organisasi regional ASEAN

Esai berjudul “Peran Diplomas| DPR Ri dalam Mewuudkan Good
Global Health Governance dalam Manghadepl Pandeml COVID-19"
karya Anniza Cahya Kusuma, merupakan esai kelima dalam kelompok
pemenang kategori umum . Agenda reformasi WHO dan peran
parlemen khususnya BKSAP dalam mendorong WHO menerapkan good
global heaith governance menjadi tema sentral esai ini. WHO dikritik
gagal mengimplementasikan global heaith governance yang berimbas




pada krisis dalam melahirkan resolusi penanganan COVID-19 secara
global WHO perlu menjawab tantangan dalam mewu judkangoodgiobal
health governonce. Hal ini bermakna berbagai perubahan dari segi
kepemimpinan, penguatan sistem kesehatan, meningkatkan kolaborasi
dan koordinasi antar-aktor, menepis isu pendanaan dan priority setting,
serta menciptakan akuntabilitas dan transparansi Salah satu gagasan
yang dikemukakan penulis adalah DPR melalul Badan kerjasama Antar-
Parlemen {BKSAP) dapat menjadi ‘tuan rumah' menggalang solidarltas
melalui kegiatan shoring session, compotgn, solidarity actions melalui
digital platform, mendukung penelitian dan pengembangan vaksin
COVID-19 serta mendorong WHO untuk mengoptimalisasi  akses
bantuan penangan COVID-19 bagi kalangan rentan {kofban perang,
pengungsi dan negara miskinj

Selain karya pemenang dari kedua kategori, bulku ini juga memuat
karya para finalis dari kedua kategori. Esai ini diawall dengan karya
darl Arief Maulana berjudul “COVID-19 dan Parlemen Dunla: Ketlka
Multilateratisme dan Demokrasl Dipertaruhkan d Tengah Pandeml”
COVID-19 tidak hanya membawa leisis bagi kesehatan dunia tetapi juga
bagi kesehatan demokrasi Demikian pokok pikiran yang disampaikan
penulis. Secara spesifik, esal Ini mengulas mMengenai eksistensi
parlemen-parlemen dunia dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi
terus hidup di tengah meluasnya penyebaran Virus Corona di berbagai
belahan dunia. Salah satu peran utama yang dapat dijalankan parlemen
adalah menjadi mediator antara multilateralisme dan demokrasi

Esai  berikutnya  berjudul  “Peran  Parlemen  untuk
Mempertahenkan Multllaterallsme darl Ancaman Protekslonlsme
Selama Pandeml COVID-19" ditulis oleh Bernadette Christi Paramitha
Santosa Dalam esainya, penulis menggarisbawahi multiateralisme
menjadi kunci percepatan penanganan pandemi COVID-19, Dalam hal
ini pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan keberlanjutan
prinsip multilateralisme Dalam implementasinya, pemerintah tidak
dapat bekerja sendiri dan memarlukan kolaborasi dengan masyarakat
sektor usaha, akademisi serta parlemen Kontribusi parlemen untuk
memastikan multilateralisme dalam karangka kolaborasi dengan
pemangku kepentingan lainnya menjadi tema pokok esai ini
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penting karena masing-masing pemangku kepentingan memilikr peranan
dan kontribusi setara terhadap tercapainya kesuksesan negara daiam
menghentikan iaju penyebaran virus. Kerja sama yang dibangun dapat
menjadi resources poad untuk riset, kajian, pertukaran informasi, hingga
advokasi. Sehingga BKSAP dapal mendengsr berbagai aspirasi publik
yang dapat diperjuangkan pada tingkat internasional, Sebaliknya, nijuga
dapat menjadi bagian upaya pariemen untuk mendorong masyarakat agar
lebih waspada terhadap berbagai bentuk distnformasi terkait COVID-1B
yang sast ini marak beredar Perwujudan multilateralisme sebagai eiemen
kunci dari demokrasi mi akan mampu membangun partisipasi inkiusif
yang bermanfaat untuk semua @iemen

MULTILATERALISME TETAP JADI JALAN UTAMA

Fakta bahwa pandemi COVID-19 yang dihadapi dunia saat ini
yang pada mulanys hanya terjadi di satu kawasan kecil namun dalam
waktu singkat dapat menyebar dengan cepat ke seiuruh penjuru dunia
dan menyerang kehidupan manusia dalam berbagai domain dan sektor
menunjukkan sifal dunia yang kita humt sangat terhubung dan terkait.
Bencana global yang tidak mengenal batas-batas teritorial ini membuka
mata dunia untvk menghidupkan dan memasifkan multlateralisme Kerja
sama dan sinergi antarnegara harus diperkuat untuk mengatasi masaiah
kesehatan, ekonomi, politik, infrastruktur; implikasi sosial dan lingkungan,
serta berbagai krisis lain yang ditimbulkan oleh pandemi ini

Qleh karena itw, BKSAP sebagai ujung tombak parlemen memiliki
beberapa peran yang dapat dimaksimalkan untuk mewu judkan multilaterai
yang efektif dalam merespon krisis COVID-19. Kapasitas dan kapabilitas
BKSAP terutama terietak dalam perannya sebagai (i) penggagas kebijakan
{policy imtiator), (2) pengawas pemerintah (government overseer),
dan (3) pelopor kesadaran publiik {public-owareness pioneer} Dengan
memaksimaikan keliga peran tersebut, BKSAP dapat menggembleng
institusi dan komitmen globai untuk memastikan muitilateralisme tetap
menjadi jaian utama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19

Sebagai penutup tuiisan i, Paul Romer pernah menyatakan bahwa
“o criis Is o terrible thing to woste.,” Hal ini menyiratkan dalam setiap
kesusahan yang dihadirkan oleh suatu krisis, 2 juga membawa peiuvang
baru Pandemi COVID-19 dapat menjadi jawaban untuk membangkitkan
kembali solidaritas global dan menyelamatkan muitilateralisme dari
kehancurannya Dengan demikisn, kita dapat membangun kembali dunia
pasca-COVID-19 yang iayak huni dengan setiap manusia hidup sejahtera
daiam harmoni,
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Esal berikutnya berjudut “Apllkasl Qo-Dansaku Ojek Onitne
Bldan Desaku) Sebagal Upays Meningkatkan Kunjungan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak dalam Menyukseskan New Normal Life With
COVID-19%erta Mewu judkan SDGs 2030" karya Dwi Wulan Isro'tullaila
Esai ini melalui esaf Inl, penulis menawarkan ide aplikasi berbasis android
sebagai solusi inovatif. Pengembangan aplikasl yang diberl nama Qjek
Online Biden Desaky (O0-DansaKu) ini diarahkan untuk memastikan
bahwa ibu dan balita tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan
meskipun berada dalam situasi pandem|

Karya berikutnya berjudul “PATRON (Parfiament, Philanthropy
and Research Collaborationy Menggalang Amunisl  Guna
Menumpas Pandemi COVID-19" ditulis Galang Ramadhan - Tulisan ini
menawarkan sebuah gagasan aplikatif kolaborasi PATRON (Porfioment,
Phitanthropy and Research Cofiaboration) untuk. menggalang amunisi
dalam menanggulangi pandemi CQVID-19. Kolaboras! tiga elemen
penting yang terdiri dari parlemen sebagal ujung tombak kerjasama
Internasional, filantropi sebagai perwujudan gotong royong dalam
membantu pihak terdampak, serta percepatan rset untuk mendukung
penanganan berbasis ilmu pengetahuan dinifai dapat menjach solusi
yang komprehensif.

Esat selanutnya “COVID-18 dan Tantangan dalam Mewu judkan
Kesejahteraan Global Lewat Diplomasl Parlemen” ditulis Hidayat
Chusnul Chotimah. Melalui esal im, penulis menyoroti dampak COVID-19
di bidang ekonomi dan sosial, tantangan yang dihadapi parlemen akibat
pandemi, serta upaya mencapal kesejahteraan global melalu diplomasi
parlemen.,

Sementara Laurensia Pratama Chandra menulis €sai “Peningkatan
Multltateratisme dengan Slstem Soft-power Diplomacy Berbasls
Dightal” Upaya meneguhkan multiiateralisme melalui penerapan
democratic peace theory yang berpijak pada pengkoordinasian
berbagai institusi internasional menjadi pokok pikiran esai ini. Dalam
hal ini pariemen dapat berperan melalui soft power dipfomacy untuk
meningkatkan koordinasi antar negara-negara yang tergabung
dalam organisasi-organisasi internaslonal. Diplomasl digital dapat
dimanfaatksn sebagai plotform menyebarkan pesan perdamalan,
menguatkan kerjasama ekonomi, melindungi warga npegara serta
memajukan pembangunan



Esai berikutniya berjudul “Meneropong Parlemen dalam
Peningkatan Muiltliaterallsme Mengsatasi Pandeml COVID-19" ditulls
Luh Gede Pratiwi Arsani Wijaya, SLlog Penulis berpandarigan dalam
situasi pandemi ini, parlemen harus meningkatkan kerjasama multilateral
dan koordinasi global dengari berbagal orgarisasi internasional,

Ide implementasi multilateralisme juga kemball mendapat sorotar)
dalam karya Kavitaringrum, dengan judul “Ubah Strategi, Lawan
Pandemi, Bangkitkan Multilaterallsme kemball”® Dalam parndangan
penulis, parlemen dapat berperan dalam multilateralisme melalui sharing
best proctices dan menginisiasi pemberitukan gugus tugas internasional
urtuk memfasilitasi koordinasi aritarnegara  Selanjutnya, parlemen
dapat berperan aktf sebagali pihak yang melakukan kesepakatan
kerjasama internasional dengan berbagai pihak dari maricanegara,
memfasilitasi pasokan barntuan kesehatan dari obat dari berbagai pihak
luar serta menjadi bridge burider antara negara maju darn negara sedang
berkembarig

Esal dengan judui “Diplomasl Parlemen: Peluang dan
Tantangan bagl “Ujung Tombak Lain" Diplomasl Indonesia” ditulis
oleh Reza Fajar Raynaldi menjadi persembahan berikutriya Tulisan
i membedab peran diplomasi parlemen yarig dilakukan legislatif. Di
masa pandemi ini, diplomasi parlemen baik secara bilateral maupur
muttiateral dapat dlarahkan urituk meriggalarg solidaritas global dalam
rargka perianiganan COVID-19 Pasca pandemi, diplomasi parlemer
harus dapat diarahkan pada perumusan kepentingan nasional. Di masa
pandemi kepentingan nasional dapat derigan mudab diterntukan yaitu
menanggulangi dampak dari COVID-19 dan posisi yang dibawa ke
ranah sidang-sidang internasional tenturiya terkait dengan hat tersebut.
Setelah pandemi. DPR Rt barus mampu merumuskan pemahaman
terkait kepentingarn riasioriai sehingga dapat mengbasilkan diplomasi
yarig demokratis.

Esai selanjutnya berjudul “Optimatisasl Fungsl Pengawasan
Lembaga Legislatif dalam Penanganan Pandeml COVID-19 melalul
kerjasama Antar Parlemen” ditulis oleh Rizki Zakariya Penulis
meryoroti furigsi perigawasan lembaga legislatif dalam merigawast
Pernianganan pandemi COVID-19 melalui kerjasama aritar parlemen dan
uPaya perigawasar perianganan paridemi COVID-19 melalul kerangka
kerjasama aritar parlemen Dalam kaitan kerjasama internasional, penulis



merupakan bagian dari pelaksanaan mekanisme check ond bolances
antarlembaga negara dalam kerangka demokrasi.

BKSAP dapat memaksimalkan peran parlemen baik di tingkat
nasional dan internasional Dalain tingkat nasional. BKSAP dapat
mendorong parlemen untuk membangun kerja sama yang progresif
dengan pihak-pihak terkait manajemen keuangan negara, seperli
Menteri Keuangan, Bank Indonesia (Bl), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dan sebagainya untuk memmantau dengan cermat situasi keuangan
serla mengantisipasi ketidakpastian pasar di masa depan. Kemudian,
parlemen dapat mengintensifkan pengawasan terhadap kebijakan-
kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-leinbaga pemerintah baik di
tingkat pusat inaupun daerah yang berkaitan dengan penanggulangan
COVID-19

Adapun pada lingkat internasional, BKSAP selaku representasi
Indonesia yang telah tergabung dalam komunitas. multilateral yakni
Open Government Partnership (OGP) yang beranggotakan 78 negara,
dapat mendorong dan menjadi penggerak bagi keterbukaan parlemen
di level global. Hal ini penting untuk ditakukan agar terbentuk suatu
komitmen global yang konkret dari pemerintah negara-negara yang
tergabung untuk mempromosikan transparansi serta akuntabilitas
dalam penanganan pandemi ini Dengan kerja sama inl maka negara-
negara dapat saling berbagi beragam mekanisme, informasi, maupun
pilihan kebijakan yang relevan inengenai praktik cerdas (best practices)
untuk menangani pandemi

3 BKSAP sebagal pelopor kesadaran publik (public-owareness
pioneer)

Peran BKSAP dalain hal visibilitas dan partisipasi publik selama
ini cendarung mash kurang terbuka Padahal sejatinya, dalam konteks
upaya parlemen mengaktualisasi inultilateralisine guna meinpercepat
pengendalian dan permulihan dunia dari COVID-19, isu internasicnal
merupakan jembatan penghubung dan penguat perspektif parlemen
dalam isu-isu domestik BKSAP dalam membawa agenda internasional,
seyogianya perlu lebih mendengar aspirasi masyarakat luas terutama
dari kalangan yang paling terdampak langsung darn pandemi.

BKSAP perlu inenggiatkan platform baik d tingkat nasional
maupun daerah dalam hal penanganan COVID-19, baik dengan
pemangku kepentingan, sektor swasta, filantropl, kalangan akademik.
tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai kalangan dalam suatu
mekanisme kemitraan yang strategis Pendekatan akar ruin put inf sangat



octive diplomacy) melalui forum-forum multilateral seperti  Inter-
Parliamentary Union (iPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia
Pacific Parliamentary Forum (APPF), hingga ASEAN Inter-Parliamentary
Assembly (AIPA) Selain itu dalam hubungan bilateral, pada awal periode
2014-2019, BKSAP juga membentuk 49 Gfup Kerja Sama Bilateral (GKSB)
dengan negara-negala sahabal

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap
darurat secara global. BKSAP harus bertindak sebagai’ pemrakarsa
kebijakan-kebijakan internasional melalu’ forum-forum dan jaringan
kerja sama baik di tingkat bilateral, regional, dan juga internasional
tersebut Hal in: dapat dilakukan salah satu contohnya adalah dengan
mengevaluas| efektivitas dari /nternational Heaith Regulations (1HR)
dan praktik di lapangan sebagai pedoman utama seluruh negara
dalam menghadapi pandemi ini serta dengan membangun sinergi
dengan WHQ guna meningkatkan pefan instrumen’ multilateral dalam
menghadapi knsis saat ini dan meningkatkan Kesiapsiagaan di masa
yang akan datang

Selain Itu, BKSAP dapat menginisiasi perumusan kebljakan krusial
yang dibutuhkan saat ini seperti terkait penelitian dan pengembangan
vaksin, ketersediaan alat tes dan laboratorium, serta keberlangsungan
rantal pasokan kebutuhan global Melalui upaya tersebut BKSAP juga
telah mendorong komitmen para pemangku kepentingan dan negara-
negara Sahabal dalam pencapaian tujuad SDG dengan semangat “no
one left behind.”

2 BKSAP secbagal pengawas pemerintah (Government Overseer/
Watchdog)

Salah satu kunci keberhasilan negafa demokrasi adalah
perwujudan good government governance (tata Kelola pemerintahan
yang baik), yang mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi
dalam setiap penentuan Kkebiiakan publik Tidak terkecuali bagi
kebijakan yang menjadi respon terhadap wabah pandemi COVID-19
saat ini. Seperti diketahui, pada masa krisis seperti sekarang,
Pemerintah mengalihkan dan memfokuskan seluruh dana publik untuk
didistribusikan ke sektor-saktor terdampak, tefutama kesehatan, bisnis
dan ekonomi, serta keamanan sosial. Hal Inf befpotensi menciptakan
Peluang kesalahan alokasi bahkan membuka potensi penyalahgunaan
dan korupsi {BKSAP, 2020). Dalam hal ini, paflemen memainkan peran
Penting untuk memastikan tidak tefdapat kesalahan dalam kebijakan
dan dana yang dikeluarkan negafa selama masa krisis Hal ini juga



berpandangan BKSAP DPR yang memiliki kewenangan berdiplomas)
dan befdialog dengan parlemen negara lain dapat merekomendasikan
hasilnya kepada komisi-komisi d DPR yang mengawasi penanganan
COVID-19 dan memfasilitasi kerJasama antar parlemen yang mendorong
penguatan fungsi pengawasan.

Esai karya Martino, dengan judul “Armuk Pandeml, Pariemen dan
Kendall Kolektif™ menjadi penutup kumpulan esal ini. Di tengah pandem,
parlemen mendelegasikan kekuasaan khusus kepada pemefintah
untuk melakukan penanganan masalah akibat krisis COVID-19 secara
efektf. Salah satunya melalui kebljakan keuangan negara dan stabilitas
sistem keuangan negafa untuk mendukung tata kelola darurat. Fungsl
pengawasan paflemen terhadap akuntabilitas eksekutif serta upaya-
upaya untuk meningkatkan akuntebilitas di dalam internal parlemen di
masa pandemi menjadi tema sentral esai ini.



mandat yang diemban oleh Baden Kerja Sama Antar-Sirlemen {BKSAP)
sebagal implementasi muftitrack dipfomacy dengan an memperkuat
diplomasi eksekutif dalam mencapal kepentingan nddional indonesia
(BKSAP, 2019).

Atas dasar tersebut sejatinya BKSAP memiliki urgensl-nya dalam
menjalankan fungsi merajut multilateralismedi tengah-tengah masa kritls
seperti saat ini Tulisan ini akan mengkaji serta merumuskan coptimalisasi
peran BKSAP dalam mengaktualisasl kemitraan global yang progresif
sebagai upaya akselerasi pemulihan tatanan kehidupan mesyarakat dsn
dampak wabah pandem COVID-19.

TIGA PERAN UTAMA BKSAP

Secara konsep, multilateralisme adalah sustu paham yang
direalisasikan dalam bentuk upaya koleklif negara-negara (terkadang
juga melibatkan non-state) dalam Upaya membentuk kestabllan
dalam suatu isu (Zaiman & Towval, 2010:40) Dalam konteks dinamika
internasional melawan pandemi COVID-19, diplemas( inilah yang selalu
diupayakan oleh BKSAP Salah satu bentuk nyata BKSAP dalam upaya
menghidupkan kembali multitateratisme dalam menghadapi pandemi
ini adaiah dengan mendukung kolaborasi Uni Eropa-ASEAN untuk
memproduksi vaksin COVID-19 merata bagl semua negara melaiui
skema produksi bersama dan berbag biaya. Kolaborasi ini penting
untuk penanganan wabah COVID-19 serta meminimalisir dampak soslal-
ekonomi yang ditimbulkan {BKSAP, 2020). Berdasarkan hal tersebut,
BKSAP sebagai representasi parlemen Indonesia di tingkat internasional
menjadi gerbang ulama dan Derperan sebagal key-leoder dalam
mengaktualisasi mullilateralisme secara aldif sebagai bentulk sclidaritas
global menghadapi krisis COVID-19 Setidaknya terdapat 3 (tiga) peran
utama BKSAP yang dapat dan harus lebih dioptimalkan kadepannya
yaitu:

1 BKSAP sebaga penggagas kebljakan {poficy initiotor)

Dalam konteks pandemi COVID-19, fencmena bencana ini mampu
mendorong aktivilas yeng saling terkait, yang jika dimanfaalkan secara
efekdlf dapat memberikan sumbangan berharga bag penanganan
masalah. nl dilakukan melalvi sinergi sumber-sumber daya wuntuk
mencapai tujuan yang sama d negara-negara yang berbeda QDalam
tataran forum regional dan Internasional BKSAP telah berperan aktif
untuk memperjuangkan kepentingan nasional d level giobal {pro-
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negara teleh merevisi perannya yang tadinya bersifat pasif menjadi lebih
aktif dan intervensionis terhadap kehidupan warga negaranya dengan
tujuan memutus mala rantal penyebaran virus

Akan tetapi, 8 menjadi ironi ketka COVID-19 yang merupakan
sebuah bencana berskala giobal, penanganan yang dilakukan masih
sangat stote centric. Minim serta tidak efektif dan terbangunnya
sebuah sistemn keija sama internascnal dapat digambarkan layaknya
negara-negara yang "berjuang di medan perangnya masing-masing”
{Djelantik, 2020; 120). Katidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir
juga menjadi ancaman tersendiri bagl negara-negara di seluruh dunia
dalam mencapai tujuan dan Sustoinable Develppment Gogls (SDGS)
yang dicita-citakan untuk dapat diwujudkan o tahun 2030 Tujuan dari
SDG khususnya pada poin nomor 3 yakni “memastikan kehidupan yong
sehot dan mendukung kese johtergon bogi semua Usia” sangat krusial
di masa-masa saat ini.

Sejatinya tidak ada negara, Sekuat atau semakmur apapun
yang dapat mengatasi tantangan global ini seorang diri. Maka dari itu,
kerja sama internasional tidak hanya periu namun juga menjadi suatu
keharusan bagi seluruh negara. Berkaca pada keberhasiian Ticngkaok,
Korea Selatan, dan Jepang dalam menanggulangt penyebaran pandemi
COVID-19 & negaranya masing-masing, ia ttdak lepas dari aktifnya
kerja sama Internasional yang dibangun oleh negara-negara tersebut.
Fakta ini sejalan dengan pendapat Shivshankar Mencn {2020) yang
menyatakan pandemi COVID-19 justru menjadi momen periunya kerja
sama yang bersifar muitilateral dalam menghadapi krisis

Multilateralisme inilah yang juga selalu diupayakan oleh
Indonesia. Indonesia menjadi salah satu yang terdepan untuk menjaga
kerja sama internasional telap hidup ini juga merupakan bentuk nyata
pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana lermaktub
daiam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indcnesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni “jkut melaksanakan ketertiban
dunig” Pengejawantahan multilateralisme sebagail jalan utama dalam
kerja sama giobal memerangi pandemi COVID-19 juga diemban, saiah
satunya, oleh para anggcta pariemen

Sebagai lembaga demokrasi yang berperan untuk menyuarakan
aspirasi rakyat, parlemen memegang peran sigmfiken dalam
penyelesaian isu-isu internasional yang berdampak bagl kehidupan
sosial. politik, maupun ekonomi secara langsung kepada rakyat sebagai
konstituen. Parlemen dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR Rl menjadi lembaga representatif modern negara di
tingkat internasicnai. Diplomasi parlemen ini kini menjad salah satu
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“What the world needs now is sofidarity. With solidarity

we con defeat the virus and build a better world”
Anténlo Guterres (Sekretaris jendersl Persatuan Bangsa-Bangsa).

Tahun 2020 merupakan sebuah tahun ujian ketika masyarakat
global digemparkan kehadiran virus jenis baru yang dikenal dengan
nama resmi Coronavirus Disegse 2019 (COVID-19) Teror penyebaran
COVID-19 ini telah menjadi momok penyakit menular serta tantangan
global krusial nomor wahid dalam sejarah modern umat manusia
Bermula pada akhir tahun 2019 di Kota Wuhan, Tiongkok, virus ini telah
menyebar di hampir seluruh negara di dunia hanya dalam waktu kurang
dari satu tahun Karena kedahsyatannya, World Health Organization
(WHO) pada 11 Maret 2020 mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi
global dengan kategori risiko sangat tinggi Terhitung angka infeksi
COVID-19 hingga tanggal & Agustus 2020 (WHG, 2020) telah mencapai
18 614177 kasus dengan jumlah kematian 702 842 jiwa secara global di
215 negara terjangkit, Of Indonesia, hingga tulisan ini dibuat, berdasarkan
data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia {Kemenkes R,
2020) total infeksi COVID-19 telah mencapai 116.871 kasus dengan
5 452 korban meninggal dunia

Pandemi COVID-19 menjadi bencana kemanusiaan vyang
berpengaruh sangat besar tidak hanya pada sektor kesehatan publik
namun juga pada sektor-sektor sosial, politik, ekonomi, dan budaya
dari setiap negara yang terjangkit. Berdasarkan data Organization for
Economic Co-operation and Development (OCECD, 2020), pertumbuhan
ekonomi global pada tahun ini diproyeksikan akan terkontraksi berkisar
antara 6 sampai 76% Gejolak ekonomi ini kemudian berdampak puia
pada kehidupan sosial masyarakat, dengan data dari World Bank (2020)
setidaknya 71 juta jiwa akan masuk ke jurang kemiskinan ekstrem o
tahun ini. Dampak lain yang juga dirasakan adalah pada bidang politik
dan keamanan sosial dengan kepercayaan masyarakat yang kian hari
semakin menurun terhadap pemimpin Maupun pemerintah negaranya,
khususnya dalam hal kemampuan menghadapi pandemi ini

Melihat fakta atas problematika pandemi vyang bersifat
multidimensional ini, seluruh negara di dunia menjadikan penanganan
dampak penyebaran COVID-19 sebagai prioritas utama melalui
kebijakan-kebijakan nasional seperti fockdown, karantina wilayah,
massive rapid test, dan pembatasan sosial. Menurut Richard N Haass
(2020} krisis inf mengakibatkan negara-negara di dunia fokus memenuhi
kebutuhan domestik dalam negeri daripada mengatasi permasalahan
yang bersifat regional maupun giobal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa



&0

Maka kemudian, di momen terburuk dalam sejarah umat
manusia modern inilah, revitalisasi multilateralisme yang berorientasi
kesejahteraan umum semakin menemukan relevansinya Dalam pidato
vitualnya menyambut 75 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB},
Perdana Menteri India Narendra Modi—meskipun dikenal kontroversial
karena serupa dengan Trump yang acap kali mengobarkan ‘country
first policy’, secara mengejutkan mendorong reformasi multilateralisme
global dengan memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagal Momentum
perubahan PBE vyang berbasis pada ‘human-centric giobafisation'
Pandemi ini mendorong reformasi dan  transformasi  kerjasama
internasional di berbagai level institusi politik, tak terkecuali parlemen

Dalam wupaya penanganan pandemi COVID-19 yang semakin
merebak ini, banyak pandangan yang menyatakan bahwa peran
pemerintah yang Kuat (strong government) semakin dibutuhkan tak (ain
karena efektivitasnya dalam melakukan Kontrol dan pengaturan yang
tersentralisasi di tengah kedaruratan Bahkan secara jelas mingguan
The Economist (26/03/2020) menegaskan bahwa ‘big government
5 needed to fight the pandemic'’ Namun yang menjad pertanyaan,
bagaimana agar kecenderungan kontrol dan sentralisasi tersebut dapat
surut usai pandemi berakhir, yang sejalan dengan semangat demokrasi
yang tidak menumpuk kekuasaan di tangan satu aktor? Meminjam istilah
yang diungkapkan Steve H. Hanke dalam Crises Entiven “Totalitarian
Temptations™(2020), bagaimana menolak godaan totalitarian (totalitarion
tempiations) yang mampu mendorong demokrasi ke tubir otokratisme?

Maka dari itu, disinilah peran parlemen menjadi relevan. Sebagai
institusi politiktertua yang menjadi perwakilan demos dalam menjalankan
roda bernegara. peran parlemen menjadi péenting dalam menjaga
akuntabilitas eksekutif katika melakukan atau tidak melakukan sesuatuy,
Juga menjamin produk legislasi yang disusunnya berpihak pada rakyat
Utamanya d masa pandemi COVID-12 ini, parlemen wajib memainkan
peran sebagal penjaga marwah demokrasi dan kebajikan (virtue) atas
setiap kebijakan penanganan pandemi dan upaya implementasinya,
menjamin tidak ada hak warga negara yang tercederai

Dalam konteks peningkatan multilateralisme atas penanganan
pandemi, parlemen pun memainkan peran strategis dalam menjalin
koordinasi global, menggali pengalaman Negara-Negara yang berhasil
mempraktekkan demokrasi sebagai ruh penanganan pandeni
d tengah kecenderungan dunia yang mengarah pada gejala-
gejala pasca demokrasi (post-democracy), sekaligus inenggalang
solidarflas—utamanya menyasar negara-negara berkembang—dalam
penanggulangan pandemi




Meminjarn gagasan Rocky Gerung (2010)—pemimpin adalah
kompas yang meyakinkan masyarakat bahwa pembagian peran
tanggung jawab dalam situasi knsis diperlukan untuk  menjamin
keselamatan bersama. Namun, d tengah bada wvirus yang menerjang
bumi dan mewabah sebagai pandem COVID-19, kta kehilangan
pemimpin-kepemimpinan yang mampu menginspirasi, meregulasi, dan
merespens pandemi berbasis ilmu pengetahuan, kepercayaan publik,
dan kerja sama berskala nasional maupun giobal (Haran, 2020} Kini,
pandemi COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan, tetapi bermanifestas
sebagal krisis tata kelola kebijakan kemanusiaan. Pada lanskap nasionai,
kita menyaksikan dinamika keputusan kebijakan yang menunjukkan
ambiguitas, ketidakjelasan, penjurubicaraan komumkas: publik yang
buruk, dan pengabaan terhadap pernngatan dini. Konsekuensinya,
goiden moment sebagal waktu untuk menanggulang! pandem justru
terlewatkan dan menjadi bom waktu yang meledak a tengah masyarakat

Krisis-krisis kebijakan nasional tersebut dapat dipetakan dalam
kerangka empat model. Pertama, ketiadaan sense of urgency berupa
pernyataan pemerintah yang berupaya menegasi kemungkinan
persebaran wabah d Indonesia (Farazmand, 2014). Kedua, nihinya
justifikasi ilmiah dan kompilasi ilmu pengetahuan sebaga pondas
kebijakan publik untuk memerang wabah (Widaningrum & Mas'udi,
2020). Ketiga, kegamangan dan keraguan pemernntah dalam
menentukan skala prioritas antara keselamatan nyawa warga negara
{lockdown) atau pertumbuban ekonomi dan investasi. Hal ni justiu
mengakibatkan ketidakpastian dan memperparah krisis (Boin, Kuipers.
& Overdijk, 2013). Keempat, koordinasi dan sinerg pemerintah pusat
dengan pemerntah daerah yang bersitegang, kompetitif, dan kontestasi
politk (Mas'udi & Astrina, 2020) Akibatnya, penanganan pandemi kerap
bersifat fragmentans, sektoral, dan inkremental. Halini direpresentasikan
cleh kasus positf d Indenesia yang mencapal 118.753 per 6 Agustus
2020 (cowid19 go.d, 2020)

Sementara 1tu, kita menenma kenyataan pahit bahwa tata
kelola kesehatan global yang diyakini kapabilitasnya untuk menjawab
tantangan dan dinamika kesehatan masyarakal duma, senyatanya
menyimpan kelemahan dan kerapuhan (Deudney & lkenberry, 2018:
Rum, Adiputera, Nandyatama, 2020). Berdasarkan kerangka Koremenos.
Lipsin, & Snidal (2001), World Health Organization (WHQ) sebagal
organisasl kesehatan dunia yang berperan sentral dalam menerima
laporan dan memberikan rekomendasi terkait pandemi COVID-19
memiliki lima kelemahan. Pertama, membership, yalu kurangnya
konsistensi dukungan dan dana keanggotaan, khususnya dan nagara-
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negara maju. Kedua, scope alokasi dana WHOQO bersifat insidental dan
tidak mengarah pada pembangunan kesehatan inklusif, khususnya bagi
negara-negara berkembang dan miskin Ketiga, centrofization, terkait
sikap WHO yang tidak independen dan ketidakandalan informasi pada
awai identifikasi virus Keempat, asymetry negara-negara peNyumbang
dana terbesar bagi WHOC seclah-olah memainkan patron kepemimpinan
di tubuh birokrasi. Kelima, fexibifity, berkaitan dengan iangkah WHO
yang lamban dan kornpromistis dalam menangani COVID-19

Sementara itu, negara-negara di dunial kerap menggunakan
pendekatan proteksiomsme daiam memitigast (pandemi 'COVID-19,
alih-alih bekerja sama, Sebagai permisalan, Amerika Serikat  justru
bertindak dengan mengumpulkan supiai medis yang sejatinya ditujukan
bagl Kanada dan Jerman (Whaien, Morfis, ‘& McCoy, 2020); Tindakan
tersebut tidak terpungkiri sebab negara-fNegara “8kan ‘berupaya
menghimpun sumber daya dan kekuafan demf melindungi- warga
negaranya dari ancaman krisis, Narmun, kondisi tersebut juga‘berakibat
pada penyempitan cakrawaia pandangan terhadap kepercayaan
hubungan internasional dan soiidaritas poiitik gtobai daiam menangani
tragedi wabah Hai ini relevan bahwa WHO sebagai simpul tata keioia
rezim giobai justru kontradiktif dengan kebjjakan Negara-Negara yang
seif-interested, sporadis, dan egosentrns Berdasarkan permasalahan
tersebut, tuiisan ini akan mencoba mengajulkan kerangka gagasan solutif
terkait manajemen tata keloia kesehatan giobai dengan meretieksikan
pada problematika yang terjadi.

MEMBANGUN IKHTIAR POLITIK SEBELUM MEMBENTANG LADANG
KEMATIAN

Panderni COVID-19 akan berakhir dan badai pasti berlaiu. Namun,
tidak ada otoritas yang sanggup memastikan kapan waktu berakhirnya
serta berapa banyak liang kubur harus digali dan upacara kremasi harus
diselanggarakan bagi korban-korban yang berjatuhan, Ketidakpastian
ini seiaras dengan adagum Zizek (2020) daiam Ponfdem)ict: COVID-19
Shakes the World, bahwa bumni adaiah satu geiadak perahu, fempat umat
manusia terus beriayar sepanjang waktu Daiam peiayaran itu, tatanan
ekonomipolitik, sosial dan budaya dikejutkan oleh pandemi, sehingga
Negara-Nnegara dunia seperti kapal tanpa iayar, terombang-amping
tanpa tujuan. Dengan demikian, keterbukaan informasi, identifikasi
mitra kolaborasi, dan tindakan-tindakan kerja sama mutlak diperiukan
sebejum kita tenggelam d tengah iautan.

Mengingat pandemi COVID-19 yang mendisrupsi keseiuruhan
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sebagai jembatan antarbangsa yang meruntuhkan tembok-tembok
fisikk. Sebagaimana pandangan Parag Khanna dalam Connectography
(2016}, adagium ‘geography s destiny' akhirnya bersaln rupa menjadi
‘connectivity & destiny’, hubungan negara-bangsa bergerak meialul
jaringan yang terhubung lewat tik-titik simpul {pode)

Dalam dunia yang bergerak demikian, integrasi identitas
nasionalistik menjadi ‘globalist’, satu identitas sebagai umat manusla
merupakan keniscayaan, membagl tanggung jawab bersama (shared
responsibifity) atas berjalannya dunia guna mewujudkannya ke arah
yang lebih baik. Ker asama internasional kemudian memainkan peranan
penting sebagai tonggak penyelesaian permasalahan global, seperti
perubahan iklim, kemiskinan, perang, dan yang terkini, pandemi
COVID-19.

Oleh karenanya, logika menyelamatkan diri masing-masing di
téngah situasi pandemi sepertl saat ini sangat irelevan. Dalam suatu
kesempatan diskusi daring pada Juri lalu, Dr. Peter Marks, pejabat senior
di US. Food and Drugs Administration mengibaratkan pengalokasian
global atas vaksin COVID-19 dengan maskar oksigen darurat yang turun
dari kabin pesawat: "You put on yvour own first, and then we want o
help others as quickly as possibie”. Datam catatan Thomas J. Bollyky
dan Chad P. Bown ({The Tragedy of Vaccine Nationalism, 2020), logika
tersebut tidak dapat diterima karena masker darurat tersebut pasti
didapatkan seluruh penumpang pesawat, sedangkan alokasi vaksin
COVID-19, ia akan amat bergantung tidak hanya pada kemajuan ilmu
farmasi dan teknologi, tetapi juga politk, negosiasi dan lobi negara-
negara besar, Insting tribalisme menunjukkan wayh paling nyatanya di
atas ketakutan karena pandemi COVID-19.

MENDDRONG PERAN PARLEMEN

Berdasarkan data Coronavirus Research Center-John Hopkins
University, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 tercatat 19.135 OBB
kasus COVID-19 dengan jumlah kematian sebesar 715.681 jiwa Data-
data tersebut juga menunjukkan episentrum kasus mayoritas terjadi
di negara-negara berkembang, yakni India, Brazil Afrika Selatan, Iran,
di samping Amerika Serikat yang sampai saat ini konsisten di urutan
pertama. Kenyataan tersebut seharusnya menjadi peringatan keras
bagi berbagai skema kerjasama Internasional yang sampai saat ini
masih gagal memajukan kepentingan dan kese)ahteraan masyarakat
yang hidup di negara-negara dunia ketiga, yang menempatkan demos
sebagai onentasi utama



pasien COVID-19—menjadi eksklusif hanya milik AS, dan juga secara
mengagetkan membuat kesepakatan sebesar $195 Miliar dengan
Pfizer Inc dan perusahaan bioteknologl asal Jerman, BioNTech SE untuk
memproduksi 100 ja dosis vaksin COVID-19, meskipun sampai saat ini
masih berada dalam peneilitian (Kompas, 23/07/2020)

Langkah dan pendekatan tak biasa yang diambil AS dalam
penanganan pandemi COVID-19 tidaklah mengagetkan jika dikaitkan
dengan politik uar negeri yeng dimainkan Trump selama ini: iS01asionis,
penuh kecurigaan, yang mengarah pada ketidak percayaannya pada
tatanan global. Tentu masih teringatjelas aksl Trump yang secara kasar
memutus hubungan strategis dengan World Health Organization (WHO)
d tengah upaya intensif penanganan COVID-19 dengan tudingan
sangat ‘Tiengkok-sentris’, dimana sebelumnpya Trump secara  rasis
lebih memillh menggunakan istlah ‘Chinese Virus' alih-alih COVID-19
Ketegangan AS-Tiongkok tersebut semakin meningkat seiring dengan
penutupan paksa Konsulat Tiongkok dl Houston-atas dasar tuduhan
mencuri infeftectual property, yang kontan dibalas dengan penutupan
Konsulat AS di Chengdu, Tiongkok. Meskipun belum sampai mengarah
pada suatu pernyataan perang, namun kondisi ‘hot peace’ antara AS-
Tiongkok ¢ukup menimbulkan kekhawatiran akan efek domino yang
nanti terjadi.

KEBIJAKAN ‘COUNTRY FIRST

Dalam penanganan global pandeml COVID-12 yang sampai
kini belun memperlihatkan kondlsl perbalkan, tentunya tiap negara
telah menyiapkan langkah dan skenario menghadapi situasi terburuk.
Namun, bagaimana langkah dan skenarlo tersebut disusun serta
diimplementasikan, menarik untuk diperhatlkan. Kasus yang teradi
d AS sejalan dengan motto yang senantiasa didengungkan Presiden
Trump: ‘America First’, yang dalam kenyataannya justru meminggirkan
bahkan mengasingkan AS dari panggung giobal, sehingga oleh lan
Beemmer di mingguan TIME (27/07/2020), motto tersebut secara
komedik diplesetkan menjadi ‘America Alone’

Globaiisasl] dan menghilangnya batas-batas negara menjadi
nubuat yang telah didengungkan sejak lama, membawa bayangan
utopis manusia pada dunia dimana setiap orang dapat bergandeng
tangan, berkomupikasi, dan Derniaga tanpa bwau akan hambatan
geografis. Pada perjalanannya. utopia tersebut menjadi kenyataan
yang jamak kini ditemukan dimana-mana: pembangunan infrastruktur
fisiki perkembangan transportasi, dan kemajuan TIK yang mewl jud
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tatanan hidup, maka kita memeriukan ikhtiar polltik {Zon. 2020)
Pada masa pandemi, parlemen-pariemen di seluruh duria memang
menghadapi kompleksitas permasalahan sekaligus empat tantangan
{Murphy, 2020} (lihat gambar 1). Pertama, pariemen harus mengambil
keputusan yang cepatdantepatdalam keadaan darurat untuk mereduksi
dampak pandemi. Kedua, menunjukkan kapasltas kepemimpinan dan
mendayagunakan rungsi konstitusionalnya berkaitan dengan upaya
menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan transparansi dan
akuntabilitas program-program pemerintah pada masa krisis Ketiga,
sebagal representasi masyarakat, parlemen harus-menge jawantahkan
kesadarannya terhadap masalah kesehatan ' publik,  setidak-tidaknya
dengan mengikuti protokol mitigasi kesehatan agar menjad reflekst bagi
masyarakat, Keempat, melindungi masing-masing anggota parlemen
baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai representasi

rakyat.

Making decisions
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Gambar 1 Kerangka empat tantangan (Sumber: Institute for Democracy and Elecloral
Assistance, 2020)

Berdasarkan kerangka tersebut, peran parlemen-pariemen
di seluruh dunia berkaitan dengan legislasy yang spesifik dan praktis
meregulasl kesehatan publik. Parlemen berperan untuk memastlkan
bahwa hak-hak perlindungan ekenomi bagi masyarakatyang mengalami
penurunan pendapatan akibat darurat keterbatasan telah dipenuhi
oleh pemerintah. Selain itu, andil besar parlemen adalah memastikan
bahwa penanganan pandemi COVID-12 menempati puncak skala
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prioritas tertinggl yang harus segera ditanggulangi, sebab pandemi
menyangkut nyawa rakyat yang tidak tergantikan. Dengan demikian,
kehadiran parlemen merupakan sumber suara yang signifikan bagi
pemerintah. Sebagal representasi yang memahami Kondisi masing-
masing konstituennya, parlemen memberikan Masukan dan gambaran
senyatanya dan apa adanya untuk menghindan feodalisme Maupun
pragmatisme politik {Hamzah, 2020). Sebab, reliabilitas dan validitas
data kepada publik akan menjadi proyeksi bag tenags medis, peneliti,
imuwan (scientist) dan akademisi, untuk marumuskan kebijskan tepat
demi menghindari spekulasi dan kepanikan Masyarakat (Gerung, 2020;
Baswedan, 2020).

institute  for Democrocy and  Efectorof Assistonce | (2020)
menunjukkan bahwa efektivitas peran parlemen tidak hanya mampu
meminimalisasi dampak kesehatan secara! sektoral tetapy juga
memenuhi hak-hak masyarakat. Parlemen Finlandialy dan” Korea
Selatan, misalnya, berhasil meninjau kekuasaan darurat dengan ‘tetap
menjamin HAM, sahingga tingkat kematian di negara-negara ini relatf
rendah. Kenyataan ini mengefuk ingatan bahwa parlemen-parlemen
berkapasitas dalam mengkonstruksi solidaritas politik dan bahu-
membahu bergerak bersama untuk memperbaiki tata kelola kesehatan
global WHO demi menanggulangi krisis COVID-19 dalam skala global
(Rum, Adiputera, & Nandyatama, 2020) Dalam konteks pengkajian
hubungan internasional, pariemen berperan sebagai sumber inspirasi
untuk mencapal kepentingan bersama (Finnemore & Sikkink, 199B)
Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang inheren dalam desain
rasional tata kelola kesehatan global WHO, gagasarn strategis dan solutif
sebagaimana penulis maksudkan pada pemaparan sebelumnya dapat
die jawantahkan dalam teknis-teknis barikut

1 Memperbalki Desain Rasional Tata Keiola Kesehatan Giobal

Dengan menilik lima kelemahan WHO, tentu dibutuhkan giobof
political  wifingness, khususnya darl negara-negara maju  untuk
mengalokasikan dananya kepada PBB sebagai wujud komitmen dalam
menanggung side payment atau fransaction cost Parlemen berperan
men jembatani finkage kerja sama antara negara-negara maju dengan
negara-negara  berkembang maupun miskin, sehingga tercapai
solidaritas internasional dan mengurangl ketimpangan pelayanan
kesehatan. Parlemen berperan untuk mengawasi sekaligus mengkritisi
WHC bahwa pendekatan pre-emptive contarmment of pandemic atau
intervensi ketika pandemi sedang benangsurg bukanlah kebijakan
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“Nasionalisme jang emosionil harus dikembangkan ke
arah kedewasaah, mendjadi suatu nasionalisme jang rasionil
dan bertanggung djawab”.

Sutan §jahrr, Nesionalisme dan Internasionalisme, 1968.

PENDAHULUAN

Sudah lebih dari separuh tahun 2020 ini dunia dihadapkan pada
krisis multidimensi yang mengguncang seluruh sendi tatanan global
Pandemi COVID-19 menjadi ancaman yang kemunculannya i&k pernah
diprediksi akan membawa dampak masif seperti kini. Manusia bojeh
merencanakan, namun masa depan siapa yang tahu: seluruh visi, cita,
dan rencana strategis yang telah disusun sedemikian presisi harus luluh
lantak dihantam wujud tak kasat mata bernama COVID-18

Dalam lintasan sejarah, bukan kali ini saja umat “manusia
dihadapkan pada krisis yang ditimbulkan oleh pandemi, mulai dari Pes
Bubo (Black Death) di abad ke-14 sampai Flu Spanyol di awal abad ke-
20 Dan dalam konteks bernegara-bangsa saat Ini, COVID-19 merupakan
ujian ketahanan yang tanpa ampun menguliti kapasitas dan kemainpuan
negara yang sebenar-benarnya dalam menghadapi situasi serba tak
menentu. Ada yang kini telah berhasit menyelamatkan banyak nyawa.
namun masih banyak negara yang berjibaku dalam pananggulangannya.

Di tengah situasi demikian, intuisi lahiriah mestinya mendorong
manusia untuk menguatkan solidaritas sebagai makhluk sosial, ‘umniu
ngumntu ngabanye abantu’—manusia tumbuh kemanusiaannya karena
ada manusia lain, sebagaimana pepatah bangsa Xhosa, Afrika, Akan
tetapi realilta geopolitik Kini menunjukkan bahwajustru narasi populisme
kananlah yang semakin meningkat di tengah pandemi, mengkotak-
kotakkan upaya penanganait pandemi dengan warna Ke-aku-an yang
amat pekat

Beberapa wakiu belakangan media globai memberitakan
fenomena yang mMenggambarkan situasi pelik d atas: ‘vaccine
nationalism’ (nasionalisme vaksiny, menjadikan vaksin COVID-19 sebagal
komoditas polilk dan pertentangan baru atas nama Kepentingan
nasional. Negara-negara adidaya saling mempengaruhi industrn farmasi
yang kini tengah meneliti dan mengujicobakan vaksin COVID-19
agar mendapat hak eksklusif pemakaiannya. Dalam hal ini. Amerika
Serikat (AS} di bawah kepresidenan Donald Trump utuk kesekian
kafinya menafikan Kerangka kerja sama global dengan secara agresif
menahan suplai global Remdesivir—obat yang konon efektif mengobati



efektif. Pendanaan atau penganggaran WHO semestinga menjadi
sumber investasi pelayanan kesehatan domastik (Masing-Masing negara)
untuk meningkatkan ketahanan medis bagi Masyarakat global, seperti
penguatan kapasitas tes, ketersedlaan alat-alat kesehatan, tenaga
medis, rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas kesehatan berkelanjutan.
Untuk membangun tata kelola kesehatan global yang baik, eksistensi
partemen merupakan sumber justifikasi normatif dan morai politk bagi
WHO, sehingga kebijakan penanganan pandemi COVID-19 berlangsung
secara inklusif dan menyeluruh bagi semua negara

2. Membangun Kanal informasi dan Komunikasi yang Koordinatif

Situasi pandemi COVIDA9 yang  penuh kanhingensi’ atau
ketidakpastian tentu membutuhkan tindakan terukur responsif, dan
adaptif dari parlemen, berkaitan dengan- Kemunikes~—Informasi,
dan Edukasi {KIE) sebagai strategi yang harus difalankan (Christof,
Nussbaumer-Streit, & Gertlehner, 2019; Jin, Pang, & Cameron, 20086)
Persatuan Parlemen Dunia atau Infer-Parfiomentary Union (IPU} maupun
organisasl parlemen di tingkat regltinal menjadi wadah yang berperan
secara adaptif dan restriktif. Hal m dilakukan dengan saling berbagi
kondisi terkini dari pandemi COVID-19, berhagal pengalaman (best-
proctice}, nset pengembangan vaksin, serta menjalin piotform kontak
komunikasi dengan perwakilan WHO dan parlemen di masing-masing
negara. Melalui keterhubungan tersebut, parlemen membangun jejaring
sekaligus memastlkan sumber informast yang akurat, tanggap, konsisten,
berorientasi pada keselamatan dan keamanan publik, ketersedlaan
saluran komunikasi daring maupun luring, serta pengelolasn informasi
yang tepat dan proporsional (Bol, 2016, Merchant, Emer, & Lurie, 2011;
Quinn, 2018; Barton, 2001; Coombs, 2007; Haerit, 2006)

Dengan demikian, peran parlemen terjadi ketika informasi yang
dihimpunnya dapat dikoordinaslkan kepada eksekutif sebagal gambaran
untuk memperbarui, memperbaiki, dan mengevaluasi manajemen krisis
secara berkala, merancang prakonsep pesan, serta menyiapkan konten
vanatif untuk situs web, media sosial. dan tempiofe sebagal kanal
informasl, dengan melihatkan media, influencer, dan pihak-pihak terkait
(Seeger, 2006; Freberg, Palenchar, & Vei, 2013). Kanai informasi yang
terintegrasi dengan baik akan menghasilkan komunikasi yang harmoms
dan senada, mengatasi kontradiksi kebijakan, serta menghindarkan
kebingungan masyarakat dan birokrasi d akar rumput. sehingga
tercapai kepercayaan publik terhadap penanganan pandemi COVILE-19.
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3. Membangun Kebijakan Tata Kelola Kesehatan Berbasis Sains,
Slnergi Lintas Aktor, dan Riset Teknolegl

Pengetahuan mengambil posisi sentral dalam pengambilan
kebijakan pandemi COVID-19 {Savirani & Prasongko, 2020). Pertukaran
informasi dan situasi pandemi terkini yang diperoleh melalui parlemen
dapat menjadi formulasi untuk menyesuaikan dan memperbarui
kebijakan secara kontekstual. Akumulasi pengetahuan,. data faktual,
dan perkembangan situasi menjadi strategi fundamental dan policy
fearning untuk menghasilkan kebijakan yang tepat Peran parlemen
dalam skala global menjadi ruang potitik” untuk. membangun- kerja
kolektif yang melintasi demarkasi fragmentars dan level pemerintahan.
Urgensi dari pariamen dalam membangun koordinasi-dan sinargi kokoh
adalah menempatkan krisis pandemi COVID-19. sebagal. common
agenda yang terlepas dar kepentingan seldaralh (Widaningrum &
Mas'udi, 2020} Sebagaimana gagasan Haas {1992), parlemen adalah
lembaga politik strategis untuk bermitra dengan jaringan individu,
kelompok, dan organisasi, khususnya dengan epistemik, epidemiologi,
dan akademisi-pakar kesehatan yang secara genuine berpengetahuan
tentang pandemi.

Kemitraan parlemen dengan pihak-pihak terkait akan
menghasilkan roadmap kebijakan yang bermuara pada ketersediaan
infrastruktur  penanganan COVID-19 berbasis riset leknologi
Identifikasi infrastruktur kesehatan sebagai bagian inharen dari tata
kelola kesehatan global WHO menjadi agenda mendasak yang perlu
diskenariokan kesediaannya, misalnya dengan policy learning dan
negara-negara yang berhasil menanggulangi pandemi COVID-19,
seperti Taiwan, Singapura, den Korea Setatan. Beberapa penempatan
riset teknologi dalam gagasan ini adalah sebagas berikut: pertama,
merumuskan ststem mitigasi komprehensif melalui Disease Outbreok
Response System Condition sebagai langkah preventif yang meregulasi
pembatasan perjalanan, kontrol perbatasan, pelaksanaan test and
tracing. dan proteksi dini. Kedua, mengembangkan sistem pengawasan
fuang-ruang publik melalur implementasi infrared thermal imaging
scanning (ITIS) atau Bluetooth Relative Signal Strength Indicator
Kedua mode! teknologi tersebut diintegrasikan dengan database
informast warga negara untuk mengidentifikasi interaksi antarindividu
yang berpotens) tertular dan menularkan virus, Ketiga, riset vaksin dan
teknologi diagnosis yang masih perly dikaji dan dikermmbangkan secara
terus-menerus. Ketka vaksin tersebut ditemukan, parlemen juga harus
memastkan agar pengelolaan dan distribusinya tidak dimonopoli untuk
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kepentingan egosentris, melainkan inklusif bagi masyarakat dunia

Mengacu pada keiiga teknis policy briefs bagl tata keioia
kesehatan giobai WHO, gagasan tersebut jugs menjadi ‘aiarm’ bagl
pemerimah yang mengingatkan bahwa masih banyak hal yang periu
dikerjakan dan dituntaskan daiam menerapkan wacana New Normgi,
Segale mandst dan fungsi pariemen tidak dapat dikesampingkan
secara antagonistik untuk merespons pandem: secara holistik, meluas,
menjamin prinsip-prinsip demokrasi, dan memastikan tata pemerintahain
(Ndiovu, 2020 Parfioment in Crisis, 2020). Dengan kata lain, penuls
menyarankan bahwa gagasan d atas menjadi ‘cermin’ bagi pemeriniah
unfuk menimbang sejumiah rekomendasi agar penerapan New' Normof
kebijakan pemerintah juga berjalan Secara transisional, sisiematis, tidak
reaksioner, dan aplikatif di iapangan, sehingga. tidak menimbuikan
gelombang baru persebaran virus.

MENANTI FAJAR DARI GEDUNG NUSANTARA:
SEBUAH BEST PRACTICE

Dalam konteks keparlemenan di Indonesia, DPR R melaili
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) betperan dalam membing,
mengembangkan, dan meningkatkan kerja sama dengan pariemen-
pariemen dari negara lain berkaitan dengan fungsi kepariemenanmnya
menangani pandemi giobal COVID19. Safleh  satu wud  best
practice yang dikonfigurasikan adalah peiaksanaan Internationol
Webinor bertajuk “Peran Parlemen dolam Kerja Soma Internasionol
Penangguiangan Wabah COVID-19" unfuk menggalang pertukaran
pengalaman dalsm riugest pandemd om ketotakeigasn WHO ([DFR,
A020), Dengbn demikaan, hal il manunuikkan betwa pancman sabagal
inti demokrasi adaiah rumah rakyat yang memenuhi prinsip daiam
konteks hubungan internasional uniuk mendaiami iangkah-iangkah
sirategis penanggulangan pandemi sebagai isu kemanusiaan global,

Pandemi COVID-19 yang kini kita hadapi bersama juga teiah
mengetuk ingaliin  bahwa parieMen berkapasitas besar daiam
membangun  suidaritas politk  dalam  rangka merekonstruksi,
meredesain, mereformulasi tata keicia kesehatan giobai WHO pata
masa pandem maupun pascapandemi. Sebab, sebagaimana gagasan
Harari (2020), jika kta memilih perpecahan giobal, kita akan menjadi
pecundang. Tetapi, jika kita membangun solidaritas gicbai, hai tu aken
menjad pintu kemenangah kita dalam meiawan pandemi COVID-9
hari ini Solidaritas poiitik pariemen akan menjadi satu gerakan unfuk
menghadirkan tata kehidupan yang berkesetaraan dan berbasis
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kemanusiaan. Pada akhirnya, tiada harapan yang mMenaiki cakrawala
tinggl selain semoga parlemen kita di negeri iNi mampu berperan
menanggulangi pandemi d panggung dunla, mengantarkah cahaya
fajar bagi rakyatnya dari Gedung Nusantara.
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A. Meningkatkan kesadaran masyarskat luas tentang pentingnya
HAM dan demokrasl

Kesadaran yang bak tumbuh dari pemahaman yang bak juga.
Berbekal pemahaman yang baik terhadap HAM dan demokrasi maka
masyarakat akan lebih peka terhadap peristiwa yang sekiranya terdapat
Indlkasl permasalahan HAM dan demokrasl. Indonesla merupakan
negara demokrasi, hal ini selaras dengan ketentusn Pasal 1 Ayat {2)
Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republlk Inodnelsa Tahun 1945
yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD sehingga pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin
untuk melindungi HAM warga negaranya. Hal ini dikarenakan adanya
pelanggaran HAM tentu juga akan mencederai prinsip demokrasi.

Dl tengah situasi pandeml global Covid-19, pemaerintah dinilai
cendarung mangambil kebtjakan yang membatasi HAM  Hal ini kemudlan
disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang sengaja
mengatasnamakan HAM untuk melancarkan kepentingan pribadl atau
golongannya. Di sinilah peran parlemen yang harus melakukan check
balance ager tidak terjadi salah kaprah ¢ masyarakat. Ha W kafena
s€gala isu yang berkaitan dengan HAM merupakan hal yang bersifat
subyektlf dan apabila terjadi pelanggaran dapat diselesaikan menurut
hukum yang beriaku.
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Melalu jaringan antar-parlemen yang kuat, Indonesia melalui
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-Rl) dapat membangun kerangka
multilateralisme yang kokoh dalam menggalang solidaritas lintas negara
untuk penanganan pandemi COVID-19, dengan beberapa poin stratedis,
yakni:

e Pertomo, dalam konteks pembangunan negara berkembang,
penting untuk membangun kerjasama parlementertidak hanya
bersifat global dalam wadah Inter-Parligmentary Umnion (IPU),
tetapi juga dalam kerangka hubungan Selatan-Selatan dan
Asia-Afrika, guna mendorong peningkatan pefan-parlemen
di negara masing-masing dalam penanganan COVID19 yang
demokratis, inklusif dan berorientasi masyarakat

e Kedua, mengaitkan penanganan pandemi COVID-12 dengan
capaian strategis global, seperti Tujuan Pembangunan
Befkelanjutan (Sustainable  Development [} Goals/SDGs),
dmana salah satu Tujuannya yakni menjamin kehidupan yang
sehat dan mendorong kesejahteraan bagl semua orang d
segala usia, melaivi fokus pada pengawasan kerja eksekutif
dalam melakukan upaya perbaikan kualitas pelayanan dan
akses kesehatan bag seluruh lapisan masyarakat,

e Ketigo, momen pandemi COVID-19 yang penuh dengan
ketidakpastian ini semestinya mampu mendorong kerja
DPR yang adaptif, inovatif, dan efektil terhadap perubahan
dan dinamika global, khususnya dalam melakukan kerja
pengawasan, legislasi dan penganggaran. Produk hukum
yang dihasikan DPR haruslah senantiasa sejalan dengan
plinsip dasar demokrasi partisipatif, akuntabel, transparan,
dan adil

Pada akhirnya, pandemj COVID-19 menjadi momen transformasi
untuk mewu judkan dunia yang lebih baik Ancaman populisme dan pasca
demokrasi justru semakin menguat d tengah pandemi yang membawa
kita ke ftitik nadir demokrasi Maka dari itu, upaya mengokohkan
demokrasi dan membangkitkan kesadaran sebagali umat manusia
yang hidup di bawah langit yang sama harus tefus diglatkan. Dalam
kerangka bernegara, la menjadi barang wajib yang harus diperjuangan
institusi politik formal dan seluruh lapisan masyarakat. Melalu parlemen,
harapan dan kepentingan Masyarakat banyak senantiasa digantungkan.
Mandat suci untuk menjadikan kehidupan masyarakat semakin baik dan
sejahtera harus sefalu jadl pegangan.
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Indonesia sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) UUD R 1945 menganul
sistem pemerintahan presidensial sehingga presiden berlaku sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan
kekuasaannya, presiden diawasi oleh parlemen. Parlemen d Indonesia
terdiri dari DPR dan DPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) masing-masing. DPR di Indonesia memiliki tiga fungsi utama,
yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran,

Selain ketiga fungsi utama tersebut, DPR juga mempunyai fungsi
diplomasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan
Politik Luar Negeri? Dalam rangka memfasilitasi fungsi - tersebut
dibentuklah Alat Kelengkapan Dewan yaitu Badan Kerja Sama Antar
Parlemen {BKSAP) untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan
hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR R dan parlemen
negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.*

Isu HAM dan demokrasi d masa pandemi global Covid-19 pada
dasarnya sudah menjadi perhatian internasional, meski di Indonesia isu
tersebut belum menjadi perhatian utama masyarakat. Melalui Lomba
Esai Hari Demokrasi Internasional yang diselenggarakan oleh BKSAP,
penulis mengajukan gagasan Program GARUDA sebagal langkah nyata
untuk mencegah degradasi perlindungan HAM dan prinsip demokrasi di
masa pandemi global Covid-19.

GARUDA (GLOBAL ACTION FOR PROTECTING HUMAN RIGHTS &
DEMOCRACY)

Nama GARUDA terinspirasi olen makhiuk mitologi Hindu. Garuda
yang gagah dan berani sebagai wahana Dewa Wisnu dalam menjaga dan
memelihara alam semesta Begltu juga dengan program inl, GARUDA
diharapkan bisa menjadi langkah untuk menjaga dan memelihara HAM
dan demokrasi. Untuk mencapai visi GARUDA, tentu dibutuhkan misi-
misi sebagai langkah konkret pelaksanaannya

JPasal Sayat 2 LWJ No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
“https ./fksap dprgo.id
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Saat ini dunia sedang diuji ancaman Covid-19 yang pada Maret
2020 World Heaith QOrgonization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai
pandemi giobal Penyebaran virus yang masif mengakibatkan seluruh
negara di dunia harus cepat tanggap dalam menyusun langkah-langkah
efektif guna mencegah penyebarluasan virus. Contoh pedoman yang
dikeluarkan WHO untuk mencegah penularan adalah physical distoncing
dan mengurangl kegiatan yang berpotensi menimbulkan perkumpulan
massa.

Pedoman WHO tersebut kemudian dijadikan patokan oleh
berbagai negara dalam menerapkan kebijakan protokol kesehatan
Covid-19 bahkan ada negara yang menerapkan kebijakan Lockdown
wilayahnya, Dampak dari kebijakan- kebijakan tersebut ternyata
berimbas ke berbagar bidang lainnya seperti bidang ekonomi, sosial
dan politik. Dampak di bidang ekonomi dan sosial menjadi sorotan
utama berbagai negara karena terlihat signifikan. seperti berkurangnya
kegiatan industrl, jual beli, ekspor dan impor, dan  bangkrutnya
perusahaan yang menambah jumiah pengangguran Berbeda dengan
bidang ekonomi dan sosial, dampak d bidang politik justru kurang
disoroti karena dampaknya tidak terlihat langsung dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari.

Para pemimpin di berbagai negara kemudian menggunakan
hak istimewa (privifege) untuk mengatasi pandemi global Covid-19.
Hal ini dapat dibenarkan dan relevan untuk mengatasi krisis tetap
berisiko memengaruhi pelaksanaan Hak Asasi Manusla {HAM} dan
prinsip demokrasi. Berikut beberapa contoh penggunaan privifege oleh
pimpinan di berbagai negara“

¢ Pemerintah di  Uni Eropa terpaksa menggunakan

“emergency power” untuk membatasi perjalanan domestik
dan Internasional, menutup sekolah dan tempat umum,
menyarankan warganya untuk mengurung diri di rumah. Hal
in secara tidak langsung membatas| kebebasan bergerak
individu.

¢ Pelacskan kontak dan data privasi individu yang berdampak

pada perlindungan data pribadi. Sebagai contoh di Polandia
yang mewajibkan warga negaranya yang sedang karantina
untuk terdeteksi lokasinya d aplikasi dan berswafoto untuk
lapor keberadaannya.'

tMarzocchi, Ottavio {2020) The Impact of Covid-19 Measures an Democracy, the
Rule of Low and Fundagmentai Rights n the B/ Policy Department for Citizens” Rights and
Constitutional Affairs European Parlament
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¢ Penundaan proses Pemilhan Umum (Pemilu) pemimpin
negara atau daerah. Hal ini tentu meNjadi ujian untuk prinsip
demokrasl yang menjamin penyampaian aspirasi publik dalam
pemerintah. Data dari internationat Foundation for Electoral
System (FES} mencatat ada 108 proses pemilihan yang
tertunda per 15 Juli 2020, termasuk Pilkada d Indonesia.?

Selain contoh d atas, Indonesia memilih menerapkan kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai cara mencegah
penyebaran pandemi global Covid-19. Namun berbagai opini menyatakan
bahwa PSBB rentan terhadap indikasi pelaNggaran HAM dan prinsip
demokrasi. Beberapa fakta lapangan tersebut apabila pelaksanaannya
tidak diawasi dapat melenceng darl elemen inti demokrasi seperti yang
tercantum di Universal Declarotion of Human Rights dan internationa!
Covenant on Civii and Political Rights, yaitu nilai-nilai kemerdekaan,
penghargaan terhadap HAM, dan prinsip-prinsip pemilihan umum
Berkaca dari sejarah negara di Eropa, peraturad hukum dan hak dasar
suatu nNegara ketika keadaan darurat dapat mengubah demokrasi
menladi rezim totaliter, opresif dan agresif. !

Permasalahan ini bukan hanya catatah bagi satu negara saja
tetapi dialami oleh hampir seluruh Pegara demokrasi. Maka dari itu,
diperlukan kerja sama sebagai langkah preventif untuk mencegah
degradasi penerapan HAM dah prinsip demokrasi. Bentuk usaha
kerja sama dimaksud adalah kerja sama multilateral. Multiateralisme
adalah istilah yang menunjukkan kerja sama antara beberapa negara
Adanya kerja sama multilateral dapat menjadi wadah berbagai negara
untuk berkolaborasi mencari solusi terbaik dalam menjaga HAM dan
demokrasi dalam situasi pandeml global Covid-t9

Pengawasan pelaksanaan prinsip demokrasi d suatu negara
dapat dilakukan oleh parlemen. Secara umum, parlemen memiliki
liga fungsi utama yakni sebagai lembaga representatif, legislatif, dan
pengawas pemerintah. Hal ini menjadikan parlemen d setiap negara
Juga berperan dalam memastikan berjalannya perlindungan HAM dan
prnsip demokrasi.

https :fAvwwe. Fes org/sites/
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Pandemi COVID-19 teish mengubah banyak aspek dalam
kehidupan, termasuk tatanan negara dan hubungan antarnegara. Salah
satu hal yang disoroti para pengamat yaitu adanya sedikit pergeseran
geopolltik internasional Dalam hal Ini, pandemi telah memaksa negara
mengambil pendekatan proteksionisme demi menghambat penyebaran
virus yaitu dengan memperketat atau bahkan menutup pergerakan
manusia lintas negara. Meskipun negara telah perlahan memasuki era
tatanan baru (new normaf), keadaan tidsk kembali sebebas sebelum
pandemi. Masing-masing negara masih berfokus untuk memulihkan
kondisi internat, terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Maka,
tidak berlebihan jlka dikatakan bahwa pandemi merupakan ancaman
bagl liberalisme, globalisasl, dan multliateralisme (Krastev & Leonard,
2020, Legraine, 2020).

Di sisi lain, pandemi merupakan permasalahan global sehingga
dibutuhkan kerja sama antarnegara untuk mengatasinya karena negara-
negara di dunfa tidak memiliki sumber daya yang sama Jika pun suatu
negara berhasil mengatasi pandemi dalam negaranya, pada akhirnya
negara tidak akan mampu bertahan dengan hanya mengandalkan
kamampuan dalam negeri, utamanya pada masa pemulihan ekonomi
Maka, untuk dapat kembaii ke kondisi normal, negara harus saling
membantu dalam mengatasi pandemi agar tidak ada lagi batasan
pergerakan lintas negara di masa mendatang. Oleh sebab itu, sangatlah
penting untuk terus membangun multilateralisme di masa pandemi
ini, bukan hanya untuk mengatasi pandemi saat ini namun juga uniuk
mempercepat pemulihan pasca pandemi

Dalam menghadapi kondisi tatanan global d masa pandemi ini,
negara pun periu menyesuaikan strategi diplomasi yang digunakan untuk
membangun multilateralisme. Aktor resmi negara yang menanggung
tanggung jawab ini adalah lembaga eksekutif. Namun, parlemen
sebagai lembaga legislatif juga memilliki peranan dalam percaturan
diplomasi antarnegara. Amanat inl terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2014 yang mengatur bahwa Badan Kerja Sama Antar
Pariemen {BKSAP) sebagai Aiat Kelengkapan Dewan {(AKD) memiliki
fungsi membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan
persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain,
termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen
dan anggota parlemen

Keterlibatan parlemen dalam urusan luar negeri atau diplomasi
pariemen merupakan konsep yang cukup baru dan jarang dibicarakan
dalam studi hubungan, namun telah lama berlangsung dalam praktek
Diplomasi parlemen didefinisikan sebagai kegiatan internasional
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yang dilakukan oleh anggota parlemen dalam rangka meningkatkan
kesepahaman antarnegara, meningkatkan pengawasan terhadap
eksekutif, mewakili rakyat di kancah internasional, dan meningkatkan
legitimasi demokratis antara lembaga pemerintah (Weisglas & Boerb,
2007) Aktivitas-aktivitas internasicnal yang dimaksud beragam,
namun aktivitas diplomasi parlemen lebih banyak bermain di ranah
multilateralisme, utamanya organisasi parlemen antarnegara {Stavridis,
2006).

Multitateralisme  sendiri  merupakan = bentuk kelembagaan
yang mengoordinasi hubungan antara tiga atau lebih negara di atas
prinsip-prinsip penyelenggaraan umum yang tetah disepakati Dalam
sejarahnya, multilateralisme muncul dari keinginan kebutuhan negara
untuk menyelesaikan persoalan kolektif yang dihadapi bersama negara
lain. Setiap negara yang tergabung membawa kekuatan politik dan
ekonomi masing-masing sehingga dalam perkembangannya, forum
multilateral pun menjadi arena permainan diplomasi. Oleh sebab itu,
dalam ruang-ruang multilateralisme, kemampuan diplomasi suatu
negara sangat menentukan keberhasilan negara meraih kepentingan
atau tujuannya (Ruggie, 1992)

Dalam melaksangkan fungsi dipiomasi, terdapat beberapa
tantangan yang harus dihadapi oleh parlemen Pertama, kendati
memiliki legitimasi untuk terlibat dalam diplomasi, parlemen bukanlah
aktor utama dalam urusan war negeri sehingga dalam prakteknya
memiliki batasan-batasan yang tidak dimiliki oleh lembaga ekselkutif.
Kedua, parlemen harus menghadapi tantangan pergeseran geopolitik
yang kini cenderung proteksionis. Untuk menghadapi tantangan-
tantangan inl, parlemen perlu untuk lebih jeli mengambil peluang-
peluang sesuai dengan fungsi dan keadaan. Dengan kata lain, partemen
perlu menentukan strategi diplomasi yang tepat untuk digunakan dalam
manghadapi tantangan tersebul

Dalam tecrinya, terdapat beberapa teknik diplomasi yang
dapat digunakan oleh aktor internasional Tipe diplemasi yang umum
digunakan yaitu Diplomasi Jalur 1dan Diplomasi Jalur 2 Diplomasi Jalur 1
merupakan jalur diplomasi resmi yang didasarkan protokol tertentu yang
telah diakui setiap negara di dunia Diplomasi jenis ini dilakukan oleh
aktor-aktor resmi negara seperti diplomat, pejabat tinggi pemerintahan.
dan kepala negara sehingga sifatnya mengikat (Magalhaés, 1988B).
Selama proses diplomasi, representasi negara dapat menggunakan
sumber daya resmi negara untuk melancarkan negosiasibegitu pula
pada tahap eksekusl kesepakatan. Oleh karena itu, Diplemasi Jaiur 1
lebih menjanjikan untuk dapat menyelesaikan persoalan (Bercovitch &
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Houston, 2000) Namun, karena dilaksanakan dalam situasi formal dan
resmi, Diplomasi Jalur 1 penuh dengan tekanan politik karena masing-
masing negara memiliki memillkt kepentingan nasional yang perlu
diwujudkan (Mapendere, 2006)

Diplomasi Jalur 2 atau diplomasi masyarakal merupakan
diplomasi yang bertangsung antara aktor nonnegara yang biasanya
bertujuan untuk mengembangkan strategi, mempengaruhi opini Publik,
serta mengatur sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan
Dalam beberapa kasus, misalnya dalam penyelesaian konflik, Diplomasi
Jalur 2 ini disebut sebagai jembatan atau pelengkap Diplomasi Jalur 1
{Montville, 1991 Dalam Diplomasi Jalur 2, aktor tidak memiliki sumber
daya besar seperti yang dimilili aktor resmi negara sehingga cenderung
membutuhkan waktu tebih lama untuk menyelesaikan persoalan
Namun, di sisi lain, Diplomasi Jalur 2 menciptakan situasi informal karena
para aktor lebih bebas dalam mendiskusikan permasalahan. Dengan
demikian, permasalahan yang sebenarnya akan lebih terlihat sebab
situasi yang tercipta lebih mirip diskusi akademik (Mapendere, 2006).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah “strategi diplomasi apa
yang tepat digunakan untuk menghadapi tantangan di masa pandemi
ni?” Jika dilihat dan uraian konsep d atas, diplomasi multilateralisme
lebih dekat dengan Diplomasi Jalur 1 sebab keduanya berlangsung
di atas aturan-aturan formal dan hanya melibatkan aktor resmi negara.
Namun, perlu ditekankan bahwa parlemen bukan mMerupakan tipikal
aktor Diplomasi Jalur 1 Seperti yang telah disinggung sebelumnya,
parlemen sebagai lembaga legislatif memiliki batasan-batasan
tertentu  dalam urusan luar negerl. Terkait multilateralisme, fungsi
parlemen cenderung Mempromosikan dan membangun bibit-bibit
multilateralisme, dibanding benar-benar menerapkan kerja sama sepert)
kerja sama ekonomi dan keamanan. Selain itu, dalam Diplomasi Jalur 1,
representasi bisa menggunakan strategi “corrot and stick”, namun dalam
diplomasi parlemen, perwakilan tidak dapat menggunakan strategi ini
secara langsung. Dengan kata lain, kekuatan parlemen lebih mendekal(
kekuatan informal (Goumenor, 2018; Weisglas & Boerb, 2007)

Dafi penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Diplomasy
Jalur 1 tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai pilihan yang tepat
dalam diplomasi pallemen Maka, perlu untuk melihat lebih jauh strategi
diplomasi apa yang lebih kuat Jika kelebihan dari kedua jalur diplomasi
d atas digabungkan, maka akan terwujud diplomasi yang kuat vaitu
diplomasi yang dilakukan oleh petingg negara dan juga masyarakat
sebagai aktol nonnegara dalam situasi informal Dengan kata |ain,
dipiomasi yang sesuai adalah diplomasi yang merupakan gabungan
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antara Diplomasi Jalur 1 dan Jalur 2. Terkait hal ini, terdapat diplomasi
yang disebut diplomasijalur 12 atau Diplomasi Hibrida (Goumenor, 2018)
Susan Allen Nan (2005) dan Jeff Mandepere (2000) mendefinisikan
Diplemasi 12 sebagai diplomasi informal yang melibatkan aktor negara
dan nonnegara

Baik dalam praktek maupun literatur, diplomasi 12 lebih sering
digunakan dalam penanganan konflik {(Mapendere, 2006, Goumenor,
2018). Namun, jika ditinjau dari definisi dasarnya, diplomasi 1% juga
dapat digunakan dalam berbagai permasalahan lainnya;  termasuk
dalam penanganan pandemi. Dalam penyelesaian konflik, diplomasi 1
1% biasanya berlangsung dalam dialog-dialog nonformal di antara aktor
negara namun difasilitasi oleh aktor nonnegara yang berpengaruh
(Mapendere, 2008}, Namun, bentuknya juga dapat. berwujud ruang
interaksi lainnya seperti seminar, workshop, dan sebagainya, Forum-
forum seperti ini adalah forum praktis dan fleksibelyang dapat dilakukan
dalam situasi pandemi serta dapat melibatkan masyarakat umum.

Terdapat beberapa alasan mengapa Diplomasi 1 Y2 merupakan
strategl diplomasi yang tepat untuk digunakan oleh parlemen dalam
masa pandemi ini. Pertama, Diplomasi 1 2 berlangsung dalam forum
tidak resmi dan informal sehingga lebih tepat untuk digunakan dalam
sityast pandemi ketika negara-negara lebih cenderung menggunakan
pendekatan proteksionisme Kedua, Diplomasi 1 %% sejalan dengan
fungsi diplomasi parlemen yaitu mempromosikan dan membangun
kesepahaman dalam menghadapi pandemik, Ketiga, kesepahaman
antarnegara yang dibangun dalam Diplormasi 114 sejalan dengan Resolusi
Majelis Umum PBB No.A/74/L 52 mengenal “Solidaritas Global Melawan
COVID-19" Keempat, Diplomasi 1% melibatkan aktor nonnegara, dalam
hal ini masyarakat, sehingga dapat terbentuk selidaritas glebal antara
negara dan negara serta antara negara dan masyarakat

Diplemasi informal memang tidak mengikat dan pada akhirnya
tidak mempengaruhi kebijakan negara secara langsung Namun
diplomasi informal menyediakan ruang bag parlemen antarnegara
untuk dapat mendiskusikan permasalahan, kebijakan. pendekatan, dan
metode penyelesaian masalah dengan lebih terbuka. Dengan demikian,
cdapat terjadl pertukaran ide dan informasi yang kemudian dapat
disampaikan dalam ruang rapat parlemen nasional maupun kepada
lembaga eksekutif. Gagasan dan informasi tersebut selanjutnya dapat
dijadikan rekomendasi dalam menyusun Kkebijakan untuk mengatasi
pandeml

Selain menjadi forum pertukaran gagasan, ruang Diplomasi 1 %
juga bisa menjadi jembatan bagi diplomasi-diplomasi formal di masa
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depan. Seperti yang disebut di awal tulisan bahwa solidaritas dan
kerja sama sangat penting untuk dibangun saat ini, bukan hanya untuk
mengatasi pandemi namun juga untuk menghadapi masa pemulihan
pascapandem. Terkait hal ini, parlemen Indonesia memiliki beberapa
peluang dalam beberapa lembaga multilateralisme seperti Grup Kerja
Sama Bilateral (GKSB) dan ASEAN inter-Parliamentary Assembly (APA)

Diplomasi 1Y2juga menyediakan kesempatan untuk membangun
kesepahaman antafa parlemen dan masyarakat. Dengan terlibat dalam
diplomasi informa!, masyarakat akan lebih’ memahami ker)ja-kerja
pemerintah. Terlebih lagi, tefdapatopini yang berkembang dimasyarakat
bahwa ada kebohongan-kebohongan mengenal data-desta COVID-19
sehingga masyarakat menjadi skeptis ferhadap cara pemefintah dan
World Health Orgonization (WHO) dalam menangani, pandem . Hal
ini tentunya sangat berbahaya sebab jika masyarakat tidak peduli,
penyebaran COVID-19 bisa semakin tinggr: Maka, jika masyarakat bisa
turut berpartisipasi” dalam diskusi-diskusi mengenai pandemi_tlengan
pafa anggota parlemen, diharapkan pandangan € tersebut ditarapkan
dapat dikurangi.

Sejauh ini, DPR melalui BKSAP mendukung resolusi PBB untuk
meningkatkan solidaritas global dalam mangatasi pandemi. Selain
itu, DPR juga melakukan beberapa rangkaian kegiatam termasuk
melaksanakan seminar daring yang melibatkan sejumliah parlemen
negara lan dan masyarakat umum {Nidya, 2020) Datam beberapa
kesempatan, pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharanijuga
menyerukan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi’ pandemi
(Putri, 2020), Diplomasi publik seperti ini memang tidak akan langsung
menyeiesalkan pandemi, namun sefuan-sefuan solidaritas serta ruang-
ruang didlog yang menghadirkan anggOta parlemen negara lain dan
masyarakat dapat menjadi awal terbentuknya solidaritas

Jka parlemen bertugas memupuk dan menjembatan
multilateralisme, maka tantangan selanutnya adalah bagaimana
negara menindaklanjuti hal tersebut dengan cara membentuk kerja
sama-kefja sama Tesmi dan mengikat. Namun, jika pun tidak teriadi
kesepakatan multilateralisme yang mengikat, pertukaran ide tentang
strategi, program, dan metode dapat dijadikan sebaga’ materi untuk
menyusun kebijakan d datam negeri untuk mengatasi pandemi. Apabila
tidak berpengaruh pada kebijakan nasional dalam mengatasi pandemi
setidaknya telah ada upaya dalam membangun solidanitas global antara
parlemen, pemerintah, dan masSyarakat sebagal wujud investasi yand
suatu saat dapat bermanfaat bag’ terjalinnya berbaga kerja sama
antarnegara dalam manghadapi knsis. '
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Mengingal saldh satw fungsi parlemen adalah pengawasan,
pelaksanaan Ini akan semakin mudah jika dibantu dengan melibatkan
partisipasi masyarakat. Oieh karena itu, GARUDA menginisiasi program
soslalisasi serta edukasi untuk menggalang pemahaman dan kesadaran
terhadap HAM dan demokrasi melalul jejaring media sosial Sosialisasi
dan edukasi secara danng ini dinilai lebih efektif dan efisien di masa
pandemi global Covid-19 Salah satu program GARUDA ini kami sebut
dengan #GARUDAMovement sebagai a)akan . uniuk- menyuarakan
pendapal d media sosial terkait HAM dan demokrasi- Benkut contoh
konten GARUDA yang akan disosialisasikanka masyarakatngonesia

Gambar 2 Katanya vs Nyatanya untuk edukasiisty yohg beregar dimasyapakat
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baik dengan patlemen lintasnegara uatuk bisa wenjalankan fungsi
penajaman tata kelola demokralis secars maksimal

PARLEMEN DAN MULTILATERALISME

WHO melalui Direktur Jenderalnya menyampalkan bahwa uctuk
blsa menjalankan fungsinya secara maksimal di era pandemi, parlemen
harus sudah informed, invoived, dan engoged terlebih dahulu. Dalam
kerangka kebijakan publik maupun tata kelofa demekratis, hal 1y dapat
dicapai dengan multilateralisme sebagail jalan utama

Multilateralismme men)adi jalan utama kafena permasalahan yang
dinadapi adalah isu yang sifatnya global sehmgga pei:]u pe‘ndekatan
yang bersifat internasional. Parlemen dalam: hal imi ﬁa?uﬁ mengambll
posisi yeng tepat dalam koridor demokrasi untuk!pada feve! yahg paling
dasar bisa menjamin bahwa rakyat yang diwakil E’ikaﬁ_ .ﬂaﬁiat fenerima
layanan yang dibutuhkan. '

Pada tataran lebih lanjut, parlemen memegang peranan krusial
dalam penajaman tata kelola demokratis dengan menjadi elemen
penting yang menjamin bahwa ada demokras: di dalam tata kelola serta
tata kelola diselenggarakan untuk demokras: Peranan ity hanys akan
dapat diselenggarakan secara optimal ketika pariemen sudah informed,
involved, dan engaged dengan permasalahan melalui multilatershisme
yang dijalankan,

Parderadalinpemm asaliten giokkal S emysemenys | ESaliantyh
dipstickat lamphen pang giebat pols WHO mamebut duenn ldakdah
koWyrargae paengkat, [mu, faupus sehber deys Utk menghedi
pancem, Akan tetAgy, durip Ergah kakurangen KOsbimes waig B
untuk  mengmunakan  perpnghat, dmu, dm Sumber doya  ERrsebul
Sehinggn difjutihkan yolldenlss deh koordina ey sama et poade
Hngkatnasional hinggs M asare

Penyelesaian pandemi adalah harapan seluruh rakyat dunia dan
parlemen sebagai representasi rakyat dalam slstem demokrasl memiliki
peran pentifig untuk mewu)udkan kebutuhan dan harapan masyarakat
tersebut.
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Parlemen dapat menggandeng influencer dan tokab masyarakat
di pegaranya masing-masing untuk sosialisasi nila HAM dan demokrasi
seperti contob di ates. Masyarakat pasti lebih mudah berinteraksi dengan
influencer dan tokoh masyarakat daripada dengen anggota parlemen
yang terkesan lebih formal. I nfluencerdan tokoh masyarakat dibarapkan
dapat menyebarluaskan informasi dan ajakan melatui platform media
sosial sehingga mudab diakses. Penyebaran sosialisai dan edukasi
terkait HAM dan demokrasi di saat pandemi global Covld-19 secara
daring akan lebibh menjangkau berbagal lapisan masyarakat bahbkan
sampal ke tingkat lokal

8. Meningkatkan responsivitas dan responsibilltas masyarakat
terhadap HAM dan demokrasl| selama pandemi global Covid-19

Setelah memiliki pemahbaman dan kesaderan yang baik,
masyarakat dibarapkan dapat memilab segala peristiwa HAM dan
demokrasi yang terjadi d sekitarnya  Masyarakat dapat memahami
mana yang merupakan bates wajer dan mana yang terdapat indikasi
pelanggaran. Kesadaran yang baik perlu diikuti olebh respon yang
baik sekaligus bertanggung jawab. Masyarakat harus peka terhadap
keadaan sekitar karena d masa pandemi global covid-19 banyak oknum
yang sengaja mengatasnamakan kebijakan pemerintah di masa darurat
padahal untuk melancarkan kepentingan pribadi atau golongannya
dengan melanggar hak arang lain.
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sering dijadikan parameter cleh negara maupun organisasi donor untuk
mengukur kinerja negara penerima donor. Akan tetapi, untuk negara-
negara yang berlandaskan demokrasi, maka tata kelola demokratis
menjadi suatu Konsep yang penting untuk dimplementasikan Haque
{2014) menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan tata kelola
demokratis dibutuhkan dua hal, yaitu demockrasi d dalam tata kelola dan
tata kelola untuk demokrasi

Kensep governance sendiri berangkat dari dunia barat sehingga
cenderung abai pada perbedaan konteks dengan negara-negara
berkembang Cukup banyak negara yang tumbuh dalam kolonialisme
maupun kedidatoran selama ratusan tahun sehingga transisi menuju
demokrasi terbilang masih separe jalan. Hal ini tentu berbeda dengan
dunia barat yang cenderung tidak bertumbuh dari kolonialisme dan
kediktatoran, atas kalaupun mengalami peristiwa tersebut pericdenya
sudah jauh lebih lama dibandingkan negara-negara berkembang. Dalam
konteks itu, peran parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi- menjadi
sangat penting untuk tata kelola.

Parlemen hadir sebagai penyeimbang agar eksekutif tidak
berjalan pada pola lama sebagaimana kolonlalisme dan kediktatoran
yang pemah teradi. Transisi administras publik sejatinga bukan hal
yang sederhana Karena ada kecenderungan pola-pela lama dirasa
masih relevan cleh birckrat, namun sesungguhnya berbeda dengan
yang dirasakan oleh rakyat Hal ini pula yang membuat transisi dari Oid
Public Administration menuju New Public Management tidak berjalan
dengan cepat

Dalam hal pandemi, parlemen hanya akan bisa menjalankan
tugasnya dengan baik sebagai penyeimbang demockrasi ketika sudah
informed, involved, dan engoged Poin engogement adalah hal yang
relevan dengan multilateralisme parlemen, selain juga diperclehnya
informasi yang berkualitas dari hubungan lintasparlemen tersebut.

DI siz lan, berbagai teori menyebut persyaratan dar demokrasi
adalah akuntabllitas publik yang baik. Bahkan pada level demokrasi yang
lebih matang, perhatian utamanya adalah pada akuntabilltas Negara-
negara yang bertransformasi dari kolonialisme masih harus mengear
pemenuhan akan akuntabilitas publik. Parlemen sebagai representasi
dari publlk kembali memainkan peran yang tidak ringan

Parlemen memiliki tugas untuk menjamin bahwa tata kelola
yang dilakukan oleh eksekutif sedapat mungkin memenuhi ekspektasi
rakyat sebagai pilar utama demokrasi Dalam konteks COVID-19 yvang
merupakan isu global, parlemen tentu membutuhkan informasi yang
berkualitas serta juga harus memiliki keterlibatan dan relasi yang
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terkait perubahan iklim. Dx sisi Jain, tipe dengan integfasi yang paling
kuat adajah komunitas kebijakan maupun teritorial, seperti pada Victor
Harbour

Dalam tipologi tersebut, jejaring antar peMerintah berada di
tengah-tengah. Padahal, dalam konteks pandemi yang dibutuhkan
adajah jejaring yang kuat pada kolaborasi NaMun di sisi lain juga
melibatkan begitu banyak negafa untuk bisa meNyasar isu-isu utama
dajlam penanganan pandemi, seperti penanganan pasien, pencegahan
transmisi, dan pengembangan obat serta vaksin

Pada fitk inilah multilateralisme parleMen dapat mengambil
peran yang signifikan, lerulama saat hubungan pada tingkat pemerintah
dapat menjad begily kompleks dengan  kelindan . permasalahan
lerkait berbagal isu yang sudah ada sebelum pandemi. Hubungan
antarparlemen dapat dipahami sebagai sesuaty yang' lebit lentur
dengan tingkat saling ketergantungan yang lebihkeci -dibandingkan
multilateralisme pada tatafan pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Ketua Badan
Kerja Sama Anlar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dr. Fadli Zon, dalam Web Seminar the Role of Parlioment for
international Cooperation to Defeot COVID19, bahwa multilateralisme
tetap menjadi jalan utama dalam mengatasi pefmasalahan global

Pada agenda yang sama, ditambahkan oleh Walkil Ketua BKSAP
DPR RI, Charles Honoris, bahwa parlemen dapat membantu pemerintah
masing-masing untuk menyediakan informasi, pilihan kebijakan yang
relevan, serta best practices yang tefjadi o negara lain melalui kerja
sama antarparlemen, Salu hal yang perlu ditekankan adalah dalam
posisinya, parlemen cukup berfokus pada IsU besafnya saja. Adapun
turunan kebijakan hingga sampal tahap implementasi adalah ranah
pemefintah

PENAJAMAN TATA KELOLA DEMOKRATIS

Mejaiui multilateralisme, paflemen pada suatv negara—
sebagaimana disampaikan oleh Dirjen WHO—dapat Informed, involved,
dan engaged pada pefsoalan pandemi yafg terjadi Dengan fokus
pada isu besar dan menggunakan helicopter view, secara otomatis pula
parfemen mampu menajamkan implementasi dari {ata kelola demokratis
alau yang dikenal sebagai democfatic governance

Democratic governance adalah salah satu koNsep tata kelola
yang sering tertukar dengan good governance. Konsep good
govVernance memang cenderung lebih populer d ranah publik karera
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Isu penyalahgunaan kekuasaan (cbuse of power) yang ditakukan
dengan mengatasnamakan HAM dan demokrasi apabila tidak dicermati
lebin lanjut justru melanggar HAM dan demokrasi itu sendiri. Untuk
itu responsivitas masyarakat dapat ditthat dalam bentuk menyuarakan
sugranya melalui parlemen selaku wakil rakyat o pemerintahan,
Sekalipun parlemen merupakan representasl rakyat dan harus
melindungi kepentingan rakyat, pafiemen tetap manusia yang memiliki
tugas beragam dan tentu saja tidak dapat terus;menerus mengawasi
seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, para  anggota pariemen dapat
memaksimalkan penggunaan teknolog diomasa kini. Sebagai contoh
Parlemen Indonesia yang memiliki aplikasi di smoriphone  bernama
“DPR Now!" dan Parlemen Inggris dengan aplikasi “UK Parlament”
sebagal wadah untuk menampung aspirasi; rakyat’ dan menyediakan
layanan untuk rakyat melihat kinerja parlemen;

Program GARUDA dlharapkan dapat (bekerja fsama dengan
setiap parlemen melalui aptikasi smortphone terkini untulc memfasilitasi
masyarakat apabila menemukan kasus vyang terdapat indikasi
pelanggaran HAM dan atau demokrasi sehingga dapat dilaporkan
segera secara daring. Parlemen kemudian dapat menindaklan juti
pengaduan dari masyarakat dengan menggandeng instansi-instanss
terkait

C. Meningkatkan kerjasama multifateral antar parlemen dalam upasya
menjaga HAM den Ddemokras! selama pandemt global Covid-19

Sebelum masa pandemi, diptomasi muititateral berada di penode
disruption yang ditandai oleh banyak kebijakan politik luar negeri yang
didarong oleh kebijakan nasional (National Driven Foreign Policy}. Pada
periode saat ini terjadi pelemahan multitateraiisme karena ada beberapa
negara dengan demokrasi kuat menganggap kesepakatan multilateral
terdanhulu tidak relevan lagi sehingga muncul proteksionisme Di masa
pandemi global Covid-19 iny, pandangan proteksionisme hendaknya
dikesampingkan terlebin dahulu karena hampir setiap negara terkena
dampak pandemi.

Dampak pendemi global Covid19 pada perlindungan HAM
dan pnnsip demokrasi yang menjadi sorotan pada tulisan ini
Berbagai kebijakan HAM dan demokrasi perlu dkaji kembali dengan
mempertimbangankan isu gfocbol heolth, misalnya para parlemen
berbagai negara dapat belajar dan Korea Selatan yang berhasil
menjalankan proses femilihan Umum di tengah pandeml dan tetap
sesuai protokol Covid-19.

MENGGALANG SOLIDARITAS PENANGANAN PANDEMI GLOBAL COVID 13
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Para parlemen diharapkan dapat responsif dengan isu-isu
tersebut dengan membangun kerja sama multilateral. Oleh karena
ilu, salah satu langkah konkret GARUDA dapal bekerna sama dengan
BKSAP ({selaku ujung tombak diplomasi antar parlemen Indonesia) dan
Inter-Parliomentory Union

{IPU} dalam mewujudkan pertemuan dan kerja saema multiateral
parlemen untuk membahas HAM dan demokrasi di tengash pandemi
global Covid-19 Kerfa sama multilateral di era pandemik ini sangat
terbantu oleh teknologi, Forum pertemuan = antarparlefien - dalam
program GARUDA akan dladakan wvirtual di platform media \sosial dan
dapat diakses publik sehingga masyarakat juga depatiikut berpadisipasi.

D. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan pada penerapsn Hak Asasl
Menusia dan demokrasi selama pandemi giobal Covid-19

Dalam men jalankan sebuah program-pasti-diperfukan pengawasan
dan evaluasi guna melihat seberapa efektif program tersebut dalam
mencapai tujuannya, begitu jugs dengan Program GARUDA. Berbagai
program untuk menjalankan misi-misl telah dijabarkan sebelumnya.
Qleh karena itu diperiukan evaluasi untuk melhat efektivitas realisasi
visinya untuk melindungl HAM dan demokrasi dari dampak pandem)
giobal Covid-18. Untuk kegiatan pengawasan HAM dan demokras
dapat bekerja sama dengan internationat Institute for Democrocy and
Etectoral Assistance (IDEA} yang telah mengembangken The Giobal
Monitor of Cowrd19's impact on Democracy and Humarn Rights *

° Nittps./ fwww ideaint!
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negara tertentu yang kebal terhadap infeksi SARS-CoV-2.

Mengingat virus tidak mengenal batas negara, maka solusi yang
bersifat global menjadi sebuah kenlscayaan. Pada sast yang sama,
kondist pandemi justry menajamkan beberapa konfrontas antarnegara
yang sudah ada sebelumnya, Sebagal contoh, friksl pemerintah Amerika
Serikat dan Tiongkok telah beranjak dari perang dagang menjadi adu
argumen perihal asal virus.

Friksi antarpemerintah pada satu _sisi~ memang terkan
dengan kedaulatan masing-masing negara, Akan tetapy, friksi yang
berkepanjangan merupakan kondisi yang sama , sekali yidak ideai
saat pandemi. Terlebih, sebagaimana disepakaty oleh banyak pakar,
kolaborasl pada tingkat global adalah bagian darl salusi untuk mengatasi
pandemi yang tengah terjad

Kebutuhan akan kolaborasi global membuat’pernyataan’terkenal
Albert Einstein puluhan tahun silam menjadl kémbali felevan. Kala itu,
Einstein menyebut “there i no salvalion fab civilizationi=or sven the
human rdce, other than the creation of a world government” Secara
parsial, hal itu mungkin dapat dipenuhi dengan hadirnya Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) Akan tetapl, kebutuhan akan kondisl yang
demokratis kemudian mengarahkan negara-negara pada kebutuhan
akan adanya United Nations Parliamentary Assembly (UNPA)

Pada posisl ini, multilateralisme pada level legislatif didorong
untuk menjad! teblh global. Hubungan ini sesungguhnya sudah terjadi
lebih dari 100 tahun, inter-Parliamentary Union (IPU), misalnya, sudah
dibentuk pada 1889 dan lani sudah memliki 179 negara anggota. Dalam
kanteks Indonasia, selain IPU, setidaknya ada beberapa forum sejenis
yang juga dikuti seperti Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia
Pacific Parhamentary Forum [(APPF), hingga ASEAN Inter-Parliamentary
Assembiy (APA)

FLEKSIBILITAS POSISI PARLEMEN

Hadirnya parlemen dunia atau bahkan federasi global mungkin
masih akan menjadi diskursus panjang. Akan tetapi, multilateralisme
parlemen dan konteks kolaborasi giobal justru memunculkan ruang
baru untuk menjawab permasalahan yang ada.

Merujuk pada tipolag Rhodes dalam konteks jejaring kebijakan,
terdapat beberapa tipe jejaring {Heinelt & Hiepas, 2006). Tipe jejaring
dengan integrasi paling lemah adalah jejaring isu dengan karakteristik
utama jumlah anggota yang besar dan saling ketergantungan vertikal
yang rendah. Salah satu contoh jejaring inl adalah berbagai forum
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e R Jugn ey ed] BEmarryeErg Imatipe menesadtahkan nslkue-en
Flgmaslrel Delam  DEramTET gand BT engedl  UnEAdg-urEing
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Pada kosempalat yang sama, [w Tadmy‘?"'@hmyﬂ&u{ sebiah
penthpat eiting Dapie kel dopan rnwual.mjlﬂ;ﬁ Gillnufr fungu W
telah cleebutlsnn dangan Baik, Mok pAteTan BAILEGE SR e imied,

ot engoged PEMW nfemasl, wadsh sent b :tﬁqqéi g‘-ﬁﬂnhm .Ih-[ffﬂ'.-l
arLirrH Ml dRtan ftormad yeng 3anih dan kel g w hmmtfuptnn
sejalan dengan fungsi parlemen, yang meskagun datam bebelapa
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kekuatan dalam pengawasan.
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Secara kontekstual, upaya meminimalkan batas-balas negara
menjadi sangat penting karena musuh yang ditadapi, yailu SARS-CoV-2,
adalah virus yang tidak mengenal batas Per 18 Juli 2020, Worldometers
st Biwa kesun COVIDR el teclay Al I negars— B
2 kApMl peeEr yieg secain Epldemakioy nursm Letieen] o et
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Gambar 3 Gambaran Global Monilor of Cavd-19's Impact on
Democracy and Human Rights oleh International IDEA

Pada platform tersebut publik dapat mengakses informasi dan
data terkait hak-hak demokrasi pada implikasl tindakan pemerintah
setiap negara selama masa pandemi. Kegiatan evaluasi selan jutnyajuga
dliakukan oleh internal parlemen dan pemerintah negara masing-masing
dengan mendengarkan aspirasi masyarakatnya, Hasll dan kegiatan
pengawasan dan evaluasi ini juga dapat menjadi kajian bersama di
forum multilateral untuk perbakan ke arah yang lebif baik,

Dari pemaparan d atas, dapat disimpulkan bahwa kebljakan
pemerintah d berbagal negara selama pandemi global Covid-19
ada yang berdampak pada penerapan HAM dan prinsip demokrasi.
Kebijakan-kebijakan tersebut apabila tidak diawasi dan dikontrol
dengan baik, dikhawatirkan akan mencederal prinsip demokrasi. Jika
hal ini dibiarkan Dbeslarut-darut, kebijakan-kebijakan tersebut dapat
mengubah arah pemerintahan menjadi rezim otorlter, Pengawasan
terhadap perlindungan HAM dan demokrasi suatu negara dilakukan
oleh parlemen. Telapi, karena ancaman ini disebabkan oleh pandemi
global maka para perlemen harus bekerja sama,

Oleh karena hy, penulis mengajukan Program “GARUDA" (Globol
Action lar Pratecting Humon Rights & Democrocy) sebagai solusi kerja
sama multilateral antarparlemen untuk menciptakan langkah konkret
dalam mencegah degradasi perlindungan HAM dan demokrasi selama
pandemi global Covid-19. Program GARUDA jugs mellbatkan elemen
masyarakat untuk Ilkut berpartisipasi dengan cara meningkatkan
kesadaran, responsivitas, responsibilltas dan pengawasan serta evaluasi
dalam menanggapl Isu HAM dan demokrasi selama pandemi. Program
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72 GARUDA, diharapkan dapat menjadi langkah preventif dan solutif untuk
mencegah dampak negatif dari kebijakan selama dan setelah pandemi
global Covid-19 terhadap HAM dan demokrasi.

LNYOHYH HILYd vONYAON
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infeksi virus SARS-CoV-2 yang bermula di Wuhan, Tiongkok,
dalam waktu singkat telah menjelma menjadi pandemi COVID.19
dan menciptakan disrupsi pada berbagai sektor. Selain kesehatan
dan ekonomi, salah satu elemen penting bernegara yang juga harus
melakukan penyesuaian secara drastis akibat pandemi adalah parlemen.

Andy Williamson dari Inter-Parliamentary Union (IPU) menyebut
secara historis, pariemen adalah tempat yang dentik dengan kehadiran
dan perdebatan para anggotanya merumuskan - undang-undang.
Transisi yang sangat drastis ke arah virtual menjadi- pilihan tunggal
yang tidak mudah bagi parlemen di selurul¥ dunia. Konsep hibrida yang
menggabungkan pertemuan fisik terbatas dengan . sebagdian- anggota
mengikuti darijarak jauh dilakukan banyak parlemen di dunia: Williamson
(2020) menyebut beberapa contoh seperti Parlemen -Brazil yang
menggunakan Zpom, sementara parlemen/di Maladewa menggunakan
Microsoft Teams

Pada saat yang sama, kondisi.pandemi- membutunkan banyak
pengambilan kebijakan yang sifatnya sangat strategis dalam waktu yang
sangat cepat karena berkejaran dengan luasnya penularan dan semakin
meningkatnya jumlah pasien Dalam koridor demokrasi. kebijakan
merupakan hal yang dibahas bersama oleh eksekutif dan legislatif.
Parlemen sebagai peMegang fungsi legislatif memiliki peran perwakilan
rakyat, simbolisme publik, hingga pengawasan kinerja pemerintah Hal
itu menjadh tantangan tersendiri dalam pandemi.

Riset Griglio (2020} menyebut COVID-19 membuat sSebagian
pariemen di dunia termarginatkan fungsinya. Pemerintah di beberapa
negara mengambil peran dominan dalam pembuatan undang-undang
yang terkait dengan penanganan COVID-19 atas nama kebutuhan akan
kecepatan. Dalam posisl Ini, secara otomatis ter jadi paningkatan proporsi
peran pariemen dalam akuntabiitas horizontal menurut Mudacumura
{2014) mengingat parlemen memiliki kapasitas yang memadai melalul
perangkat seperti rapat dengar pendapat, berbagai kepartlaan sesuai
koridor legislatif, hingga menggunakan elemen lembaga pemeriksa
keuangan D Indonesia sendiry sebagai pengejawantahan fungsi
pengawasan, konstitusi mengamanatkan bahwa pemeriksaan dalam
konteks tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

INFORMED, INVOLVED, ENGAGED
Direktur Jenderai Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dr.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam sambutannya pada Standing
Committee of the Parliamentary Assembly of the Councll of Europe
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Assembly) melakukan dialog bersama para pemimpin ASEAN sebagai
bagian dari ASEAN Summit ke-36 untuk menunjukan dukungan untuk
mengatasi COVID-19.4

Apalagi inisiasi-inisiasi diplomasi kesehatan Parlemen di tingkat
bilateral yang begitu banyak dilakukan. Di tingkat bilateral ini, semestinya,
Parlemen negara-negara yang tertalih-tatih untuk mengatasi penyebaran
COVID-19, perlu lebih dalam responsif melakukan pendekatan dengan
negara-negara yang menunjukan kendall lebih bagus dalammengontrol
sebaran COVID-19, beberapa di antaranya adalah Taiwan,” Singapura,
Korea Selatan, Selandia Baru ataupun Australia ¥ Contoh yang, bagus
diperiihatkan saat Korea Selatan bersedia memberikan sejumlaty alat fes
pada Indonesia di akhir bulan April sitam,

Beberapa pengalaman d atas merupakan’ sisi positif yang
ditonjolkan d mana jalannya diplomasi kesehatan“tampaknya baik-
baik saja. Tetapi tanpa memberi peyorasi —pad@ lupaya; diplomasi
yang dilakukan di atas, Parlemen seharusnya mulai,menyadarl bshwa
tantangan global semacam COVID-19 df kemudian hari tidak bisa
ditangani hanya melalu pertemuan diplomatiksekali atau dua kali seperti
yang saat ini dilakukan, baik d tingkat eksekutif maupun Parlemen.
Dengan kata lain, diperlukan upaya yang sistematis, terkoordinasi dan
efektif dari komunitas internasional, Sebab bila menengok fakta lain,
dalam beberapa kasus negara-negara menunjukan restriksi-restriksi
secara unilateral pada penjualan alat-alat kesehatan dan batasan-
batasan lainnya, yang kemudian sontak mendapatkan reaksi negatil
dari negara lain yang sedang membutuhkan kerjasama internasional
Prinsip mutual understanding sebagaimana dijelaskan sebelumnya
nampak tidak dicapai. Ujungnya, kedamalan seperti yang dicita-citakan
Parlemen dalam statuta IPU menjadi terancam. Di tengah kepanikan
seperti ini, hal i adalah sebuah konsekuensi logis, tetapi bagaimanapun
perlu dipikirkan dengan seksama cara terbaik untuk menciptakan
keseimbangan antara national demand {kebutuban nasional) dan juga
international imperatives (keharusan internasional)

Sederhananya, Parlemen perlu memikirkan dengan serlus upaya
mengkonstruksi tata kelola rezim kesehatan global yang kokoh dan
si3p menghadapi pandemi. Di kemudian hari, mungkin saja wabah
penyakit yang lebih besar dari COVID-19 sedang menunggu Di sis

* DPR, “Puan Maohorani Calls for “Golong RoyollgSpirit 1o ASEAN-APA n
COVID- 18 Battle™ http:#www dprgo id/enfberital detal/id/29185/t/Puan+Maharan+Calls+
ort%E2%80%9CGotong+Royong %E2%80%30Spint +to+ASEAN-AIP A +in+COVID-19+Battle

® lan Bremmer, The Best Global Responses o COVID-19 Pondemic” hitpsy/time
com/5851633/best-global-respenses-covid-19/
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Sumber Woligang Hein, “The New Dynaemics of Global Health Governance® dalam
Global Health Diplomacy Concepls, Issues, Aclors, Instruments, For a and Cases llona
Kickbush et d , (New York: Springer, 2013) hal &4

Dibukanya ruang dialog dan kolaborasi dangan aktor-aktor di
atas dapat memberi gambaran konkret dan merakatkanjurang pemisah
antara perkembangan sains dari komunitas eplstemik, pendanaan privat
dari fliantropi, penyelarasan kebljakan luar negeri negara, pemenuhan
bantuan medls, sampai aspek terpanting: penguatan Rezim Kesehatan
Global.

Secara empiris, upaya diplomasi kesahatan Parilemen telah
dilakukan d banyak kesempatan. Dalam tingkatan global, misainya, IPU
yang beranggotakan 179 Parlemen negara, telah bekerja sama dengan
WHO dalam hal pengembangan kapasitas Parlemen hingga komitmen
untuk menjaga keamanan kesehatan giobal, yang ditandai dengan
ditandatanganinya MoU bulan Oktober 2018 silam. Bulan Mei 2020
laly, IPU juga mengkoordinasikan diskusi di antara Parlamen dunia
bersama dengan WHO dan juga UN Office for Disaster Risk Reductions
berkaitan dengan caracara tarbalk merespon COVID-19, serta memberi
dukungan pada Inisiatif WHO, COVID-19 Solidarity Fund DI tingkat
regional Sepertl di Asia Tenggara, APA (ASEAN Inter-pariiamentary
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MENDESAIN DIPLOMAS!I PARLEMEN DAN REZIM KESEHATAN
GLOBAL

Pada dasarnya semua kegiatan diplomasi diarahkan untuk
mencapai sasaran — sasaran kebijakan luar negeri suatu negara Dengan
mempertimbangkan bahwa kebijakan luar negerl tersebut harus bertemu
dengan kepentingan aktor internaslonal lain, maka kemampuan untuk
menon jolkan mutuol understonding atau kemampuan:galing. memahamj
satu sama fain harus didorong sebagaimana itu merupakan kompatens!
dasar dalem praktek diplomasi.?

Pada masa pandemi COWVID-19, mutugl Understonding harus
diinterpretasikan tidak lebih dari upaya mengatasi-dardrat kesehatan
irv secara lebih efektif. Berkaca pada peristiwa/masa lalu. kompetensi
juga menjadi resep paling penting di balik keberhasilan komunitas
internasional dalam menangani smo/ipoxdimana UnDSoviet dan Amerika
Serikat, meski dalam kondisi Perang Dingin, “bersadia. melakukan
ker jasama dalam memberantas smafipox. Keberhasilan kerjasama itu
periu direfieksikan wang o saat krisis seperti sekarang dimana sekat
ideologi atau perbedaan politik dapat dikesampingkan demi twujuan
kesehatan.

Menaleh pada peran Parlemen, saat ini Parlemen dunia telah
memiliki berbagai mekanisme yang terinstitusionalisasi dimana diskus
tentang isu kesehatan dimungkinkan Dalam diplomasi Parlementer
mauttintiral. mselrya lerdagat P frger-Fdlomantare Urion),  APA
| sk Pofermeattiory  Assenbld ABPE clwumn Pocfic Pl ey
Fanimt, BUIC (Parfirmariony L of O clen Gen sa0dgoinyn, B
Iy, riplamas o Hrghal Blatecal . MoRsrisme ek Anmame Werstbut pen;
draralbdia Updieh menalin D) dengon Rkio-akior NTemmeasionsl Ll
yang selama ini menjadl penyangga tata kelola kesehatan global sepertl
dipetakan di dalam gambar di bawal:

' tona Kickbush e al, Global Health Diplomacy: Concepls, fsues, Aciors,
instruments, Fom and Coses (New York Springer, 20%3) hal, 4
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‘Let our shared humanity be the ontidote to our
shared threat”
Dr: Tecros Adhanom Ghebreyesus, WHO Oirector General

PENDAHULUAN
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bahwa pandemi ini disebabkan oleh "alorming levels of inaction” atau
ketidakslapan dari negara-negara tersebut,®

SIGNIFIKANSI SOLIDARITAS GLOBAL DALAM UPAYA MITIGASI
COVID-19

Reaksi proteksionis dalam hal Ini berpotens! menjadi tantangan
baru dalam upaya mitigasi COVID-19 Karena~ penapggulangan
pandeml membutuhkan kerja sama internasional yang erat mengingat
penyebarannya yang sangal cepat melintasi/ batas-batas negara
Dilandas: oleh pentingnya solidaritas global untuk imenghadapi tantangan
COVID42 bersama-sama, Indonesia telehiaktif ‘pada’berbagai, forum
multilateral untuk menyuarakan pentingnya  kelaborgs. cantarnegara
tersebut. Yang pertama dan utama adalsh pada WHO sebagai badan
PBB yang mengkoordinasikan isu kesehatap gldbal. -Sebagal ketua
Foreign Policy and Global Health (FPGH) pada—tabun 2020 FPGH
merupakan forum yang dibentuk pada tabun 2007 oleh Menteri
Luar Negeri dari tujuh negara, yakni Afrika Selatan, Brazil, Indonesia,
Norwegia, Perancis, Senegal, dan Thailand Forum ini dibentuk dengan
tujuan untuk mempromosikan pentingnya isu kesehatan global daiam
kerangka kebijakan luar negeri, Keketuaan pada FPGH dilakukan secara
bergilir setiap tahunnya dan pada tabun 2020, indonesia memegang
keketvaan pada FPGH. indonesia telah menyampakan joint statement
negara-negara FPGH pada Pertemuan Executive Boord WHC ke-146
tanggal & Februari 2020 yang mendorong kerja sama internaslonal
untuk menangani COVID-19.7

Upava Indonesia untuk menggaiang solidantas giobal juga
difaksanakan dalam kerangka PBB. Indonesia bersama Ghana,
Liechtenstein, Norwegia, Singapura dan Swiss mengsjukan
rancangan resolusi barjudul “Global Solidarity to Fight COVID-19”
yang menggarisbawahi pentingnya mullilateralisme dan kerja sama
internasional dalam menghadapi pandeml. Memang, dalam mengatasi
krisis kesehatan global, Indonesia senantiasa menjaga solidantas

8 WHO, "WHC Director-General's opening remarks o the wedia briefing on
COVID-19 - f March 2027, https./fwwwwho int/dg/speeches/detail/whe direclor.general-
s-opening-témarks-at-thg-me clia-briefing-on-covid-19-—1-march-2020  friakses pada 27
Juii 2020, pukul 04 54 WIB)

? Kementenan Luar Negeie “Indonesto Emphasizes Suoport for WHC in Dealng
with Heolth Emergencles’. s/ fhemiugo  d/porial/en/read/1027/benlafindonesia-
emphasizes-suppori-for-who-in-dealing-with heaith-emergencies {diakses pada 27 Juii
2020, pukul 05,02 WIB)

MEMGGALANG S5OLIDARITAS PENANGANGN PANDEMI GLOBAL COVID 19



PENDAHULUAN

Muncul pertama kali pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok
dan masih mendar ke berbagai penjuru dunia, COVID-19 pada
faktanya bukanlah peristiwa pandemi pertama yang menular melintasi
batas negara. Dalam dua puluh tahun terakhir saja, misainya, dunia
Internasional telah menghadapi peristiwa-peristiwa panularan virus luar
blasa, seperti SARS (2002-2004}, Flu Babi (2009}, Ebola {2014-2016),
ataupun Zika (2015-2016). Belum lagi untuk menyebutkan pandemi
kolera d awal abad ke-20, Flu Spanyol d masa Perang Dunia |, sampal
penularan smaifpox (cacar) 'Intinya, se jarah panjang kehidupan manusia
selalu dihampiri oleh peristiwa-peristiwa yang mengancam kesehatan
dalam skala besar

Perspalannya, selain perhatian dan pemahaman banyak
masyarakat pad aisu kesehatan yang acapkali rendah, untuk memprediksi
secara akural kapan dan di mana suatu pandem: muncui adalah sesuatu
yang o luar kendali manusia Tetapi, manusia memiliki kemampuan
lain untuk memitigasi afek menyeramkan dari pandemi, yakni melalui
penyiapan kebijakan kesehatan yang matang dan didukung oleh aspek
tarpenting bernama komitmen polilik untuk menciptakan ketahanan
pada saat terjadi krisis kesehatan Manajemen kesehatan itu mencakup
pengelolaan, penyediaan dan pendistribusian alat-alat kesehatan yang
slap guna Semantara, komitmen polilik berhubungan dangan kemauan
dari aklor-aktor politik untuk mengganti paradigma lama menuju
paradigma investasi kesiapsiagaan menghadap( pandemi

Mengingat pandemi bermakna penularan berskala lintas negara,
koinitmen politik ini harus diinterpretasikan secara internasional. Yang
berarti, untuk mencapal itu, diplomasi d antara negara harus dipastikan
berjalan dengan efekiif dan selaras dangan rezim?* kesehatan global
yang dikenal dengan IHR (international Heaith Regulotion) 2005

Prasyarat-prasyarat d atas, menggarisbawahi pentingnya peran
Parlemen dalam menangani pandem COVID-19, sebab Parlemen di
efa ini tidak hanya berfungsi sebagai badan legisiasi, anggaran dan
pengawasan, tetapi juga urusan diplomatik Untuk itu, esai ini berusaha
mendiskusikan bagaimana sikap yang harus diambil oleh Parlemen,
khususnya DPR RI, dalam menjalankan peran diplomasi kesehatan

' CFR, "Mgjor Epidemics of The Modern Erd”. htips//www cff org/tmehne/major-
epidemics-madern-era

1 Rezm dalam hal ni dimaknal sebagal pnnsip-prinsip, norma-norma, dan
prosedur pengambilan kepulusan d mana ekspeklasl aktor-aktor internasional berlemu
Lihal; Krasnel, Stephen D “Struclural Causes anNd Regime Consequences; Regimes as
Intervening Variables® international Orgonization 36. na 2 (1982): 185-205
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antarnegara. Bahkan, di tengah situasi pelemahan WHO oleh AS atas
tuduhan kelalaian mitigasi pandemi, Indonesia tetap mendukung WHO
sebagai otoritas tertinggi yang mengkoordinasikan isu kesehatan
global. Dukungan Indonesia terhadap WHO dalam suasana politisasi
ini tercermin dalam resolusi “"COVID-19 Response”. d mana Indonesia
menjadi salah satu co-sponsor Resolusi dimaksud disahkan pada
Pertenuan World Health Assembly (WHA) ke-73 pada B Mei 2020
dan secara umum mendukung WHO untuk mengkoordinasikan
proses evaluasi yang tidak memihak, independen, dan komprehensif
terhadap COVID-13.

PRIORITAS GLOBAL PADA MASA PANDEMI: SELURUH NEGARA
MEMBUTUHKAN VAKSIN

Untuk melanjutkan semangat solidantas global yang telah
terbangun dalani berbagal forum multilateral, alangkah baiknya jika
seniangat itu diformulasikan menjadi kerja sama yang menghasilkan aksi
konkret. Adapun aksi konkret yang dapat menghentikan pandemi tak
lain dan tak bukan adalah ketersediaan anti-virus atau vaksin itu sendiri
Tak heran, negara-negara d dunia bergegas menempatkan wvaksin
COVID-19 sebagal prioritasnya. Setidaknya, lebih dari 150 laboratorium
d berbagai negara berupaya menemukan vaksin COVID-19.2 Tentu tak
hanya upaya unfuk menemukan vaksin COVID-19, namun negara-negara
juga bersaing untuk mendapatkan akses terhadap vaksin tersebut,

Banyaknya pemerintah negara dan industri yang mengusahakan
pengembangan vaksin ini tidak serta-merta berarti harapan $emakin
dekat. Karena, pengemMbangan vaksin setidaknya memerlukan tiga fase
yang meniakan waktu 1-2 fahun Selain ity, tipologi virus corona di satu
wilayah belum tentu sama dengan virus corona yang menjangkit wilayah
lain, sehingga penanganan dan kebutuhan tipe vaksin di tigp wilayah
pun berbeda? Dalam situasi serba berpacu ini, kerap muncul keresahan,
apakah vaksin COVID-19 nanfinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh
negara, atau apakah hanya oleh segelintir masyarakat. Karenanyas
senibari Menunggu kehadiran vaksin, muncul berbagai inisiatif untuk
menyerukan “vaccine muitilaterofism”™ untuk memastikan akses yang
adil terhadap vaksin COVIDA9 yang aman, berkualitas, dan ter jangkau

*  Milken Institute, “COVID-19 Voccines and Treatmen! Tracker”, https{/covid
19tracker milkeninstitute org/#vacanes_intro (diakses pada 27 Jull 2020, pukul 0511 WIB}

* Rizki Fachriansyah, “Corongvirus strain in indonesia different fiom those of other
countries, govi says., hHps//wwwthejakarlapost com/news/2020/05/06/coronavirus
strain-n-Indonesfa-different-from-those-of-other-countries-govt-says html  (diakses pada
27 Juh 2020, pukul 21 22 WIB)
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saat sudah ditemukan nantinya. Tentu hal ini penting mengingat tidak
semua negara memiliki akses terhadap Hak Kekayaan Intelektual
{HAKI), maupun kapasitas produksi dan distribusi vaksin. Semangat itu
setidaknya telah disampaikan Indonesia pada berbagai kesempatan,
termasuk dalam KTT Gerakan Non-Biok tanggal 4 Mer 2020 dan pada
International Coordination Group on COVID-19 (ICGC). »

Kontribusi Indonesia untuk memastikan “vaccine muttifoterclism”
pun tercermin dalam partisipasi Indonesia pada Program WHO
Solidarity Tral yang merupakan program uj khinis skala besar untuk
menermukan obat dan vaksin COVID-19. Bahkan  Indonesia, merupakan
negara pertama di kawasan WHO-South East Asig Region (SEAR)-yang
berpartisipasi pada program ini. "Tentu upaya untuk memastikan akses
berkeadilan terhadap vaksin COVID-19 periy dibarengl dengan upaya
kernandirian vaksin. Hal ini diwujudkan dengan adanya Konsarsiury Riset
dan Inovasi COVID-19 di bawah koordinasi Kemenrisiek yang melibatkan
berbagai institusi terkait, termasuk Lembaga Biologi Molekuler Eijkman,
perguruan tinggi, serta PT. Bi0 Farma selaku representasi industri
farrasi.

Upaya kemandirian pun tak dapat dibangun sendiri. Peflu adanya
kerja sama dengan pihak asing dalam bidang peneiitian, pengembangan,
maupun produksi vaksin, antara lain kerja sama dengan CEPI, koalisi
pemerintah-swasta d Norwegia yang bertujuan untuk mengendalikan
epidemi dengan pengembangan vaksin dan Sinovac, perusahaan
farmasi asal RRT.? Dalam kerja sama dengan Sinovac, Indonesia yang
direpresentasikan oleh BUMN farmasi PT. Bio Farma bersedia untuk
melakukan uj kiinis tahap ill (tahap akhir), yang mana tahap | dan Il telah
dilakukan di RRT. Mengingat bahwa seluruh masyarakat internasional
berpacu dengan waktu, upaya domestik dan bilateral tersebut
Periu dilaksanakan Secara paralel dengan upaya muitilateral dalam
memastikan ketersediaan dan aksesibilitas vaksin,

® Kementerian Luai Negerl, "Ministerral Coordingtion Group on COWD-19
{MCGC), Indonesion FM: COMID19 Vaccine Must Be Accessiblp by Alf Countries”, hittpsi/t
kemlu.go.|'d,~‘bogotaa’enlnewsﬂO?Gfministerial-coordmation-group-on-covid-19-mcgc-
Indoneslan-fm-co\.rid-19-vacclne-must-be-accessmle-by-all-countries {diakses pada 27 Jull
2020, pukui 2127 wiB)

" WHOQ. “The WHO Solidarity Trioi br COVID-19 trectments officially lounched
i jndonesig”, ht1ps:Hwww.who.Inu’indoneslafnews!de1ailf24-04-2020-the-whu-solidanry-
trial-for-covid-19-treatments  officiaily-launched-in-Indonesia (diakses pada 27 Juli 2020,
pukul 21 31 WiBj

" MoFA Indonesia, "Media Briefing temnsng Status Fengermbangan Vaksin
CoviD-19 ojeh PT. gio Farma®, hitps/fwww . youtube  com/watch?v=av T-qGDHEwW {thakses
pada 27 Juli 2020, pukul 2134 wig)
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multilateral pada masa pandemi, dipeflukan dukungan penub dari DPR
lerkait program-program pemerintah dalam upaya diplomasi dimaksud.
Terturys, dukungan anggaran diperlukan dalam upaya domestik
yarg diselenggarakar oleh konsorsium antara Lembaga Eijkmar,
Kemerristek, dan PT. Bio Farma, serta upaya bilateral, antara Jain uj klinis
vaksin dengan Sinovac RRT dan CEPI Norwegia. Namun di samping itu,
dukung@an anggaranjuga diperlukan dalam upaya multilateral antara lain
dalam WHQ, serta Organization of Islamic Cooperation (QIC). Dengan
dukungan penuh terhadap industri vaksin dan fasilitas OIC-Center of
Excellence yang berada di Indonesia, diharapkan negara-negara lain
terdorong untuk meiakukan kerja sama vaksin dengan Indonesia.

Yang terakhir namun tak kalah penting, dukungan anggarar
diperlukan dalam inisiatif mulblateral befupa penggalangan. dana vang
menjamin akses terhadap vaksin yang akan ditemukan nantinya, Dalam
hal inj, dibutuhkan koordinasi yang erat dan iNtensif antara parlemen
dengar pemerintah untuk memilah danmemilih “bertiagai /inisiatif
multilateral yang peflu dikuti oleh Indonesia;

KESIMPULAN: REAKTUALISASI MULTILATERALISME DALAM
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19

Mengutip kalimat yang dilontarkan cieh Dirjen WHO, kiranya
parlemen dapat meManfaatkan kerja sama Mmdltilateral  untuk
meranamkan pemahaman bahwa “kemanusiaan kita bersama adalah
Periangkal bagi aricaman kita bersama”. Penyebaran COVID-19 yang
lintas batas itu pun mendorong reaktualisasi kera sama multilateral
dengar Menerjemahkan norma-no'ma menjadi aks! konkret. Aksi
tersebut diwujudkan urtuk menghimpun solidaritas global, khususriya
dalam diplomasi vaksin COVID-19, termasuk pengembangan, produksi,
serta komitmen atas akses yang berkeadilan

Keberhasilan diplomasi vaksin ini tentu membutubkan peran da'i
berbagai aktor termasuk parlemen dalam menciptakan komitmen politik
antarnegara untuk menjamin kualitas dan aksesibilitas vaksin COVID-19.
Tak kalah periting, fungsi anggaran DPR juga menentukan keberhasilan
upaya pengembangan vaksin di tingkat domestik, bilateral, maupun
multitateral.

KAENGGALANG SOLIDARITAS PENANGANAN PANDEM| GLOBAL COVIO 19



REAKTUALISAS| MULTILATERALISME DALAM PEMENUHAN
KEBUTUHAN VAKSIN GLOBAL

Mulilateralisme merupakan terminologi dalam Hubungan
Internasional yang menunjukkan kerja sama yang melibatkan lebih
dari dua negara yang tidak terbatas pada kawasan tertentu. Adapun
fungsi dari sistem multilateral ity sendiri adalah untuk pembentukan
norma, mulai dari penyusunan regulasi yang dilaksanakan secara
sukarela sampal dengan yang bersifat /egally binding “untuk negara-
negara anggotanya ® Seiring dengan perkembangan globalisasi dan
integrasi, pendekatan multilateral saat i bergerak lebih pragmatis dan
mengutamakan peningkatan partisipasi, inklusivitas, serta pengaturan
yang informal. Hal tersebut tercermin dalam. peningkatan- solidantas
global yarig terbangun dalam berbagai forum multilateral untuk bersama-
sama menghadapi krisis, serta menyerukan akses berkeadian terhadap
vaksin COVID-19 yang aman, berkualilas, dan terjangkad. Meriguatnya
multilateralisme pada masa krisis Ini periu dilihat sebagai momentum
untuk menerjemahkan norma menjadi suatu aks yang konkret. Tentu,
upaya multilateral sepatutnya tak berhenti pada penguatan solidaritas
global, tetapi juga diaktualisasikan untuk menegaskan komitmen, agar
vaksin yarg tengah dikembangkan menjadi public goods yang dapat
dimanfaatkan oleh seluruh negara tanpa terkecuali

Qleh karena itu, memastikan wvaksin COVID-19 sebaQai public
goods merupakan hal yang mutiak karena mengingal penyebarannya
yang massif, negara-negara d dumia harus sembuh bersama-sama
Sebagalmana dise‘nmpalkan oleh Dirjen WHO, “no one & safe untd
everyone 5 safe™ Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan vaksin di
masa krisis menggarisbawahi pentingnya sikap kolaboratif ketimbang
kompetitif di antara negara-negara Sejatinya, tahun 2020 membuka
peluang besar bagi Indornesia untuk menginisiasi re-aktualisasi
multilateralisme untuk menghasilkan aksl konkret dalam memitigasi
CoVID-19, khususnya dalam bidang vaksin. Sebagai ketua FPGH:
Indoniesia berkesempatan untuk mengkoordinasikan joint communigue

Y Bisnis.com, “Vaksin COVID-19 Sinovac Diproduksi Bio Farma Kuartal 1 2021,
Kapasitasnya 250 Juta Dosls”, https://ekonomi, bisnis com/read/20200721/257/1268940/
vaksin-covid-19-sinovac -diproduksl-bio-farma-kuartal-i- 2021-kapasltasnya-2 50- juta-dosis
{dlakses pada 28 Juli 2020, pukul 2147 WIR)

Y Or, Tedros Adhanom Ghebreyesus Dlrector-General of World Health
Organization, “Maoking the World Sofe from the Threats of Emerging infectious Diseases”
hitps:/ fwwwwho Indg/speeches/2018/making-world-safe/en/ {diakses pad a 27 Juh 2020,
pukul 2151 WIB)
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yang diharapkan berlanjut pada joint production vaksin antara negara-
negara FPGH. Posisi penling Indonesia ini dapat dimanfaatkan untuk
menjalin kerja sama bilateral yang lebih erat dengan negara-negara
anggota FPGH, misalnya dengan CEP| Norwegia untuk pengembangan
vaksin bersama

Posisi Indonesia yang menguntungkan dalam tataran multilateral
Juga terdapat di dalam WHO, di mana 14 vaksin produksi Indonesia
yang dalam hal tn adalah PT. Bio Farma telah digkul sebagai WHO
Prequoified vaccmnes (PO) yang berarti terbuktt aMan  dan  efektif,
Ditetapkannya vaksin produksi Indonesia sebagal WHO PQ secara
tidak langsung mendorong permintaan vaksin IndoNesia oleh pihak
asing, termasuk oleh WHQ sendiri Selain itu, Indonesla juga telah
ditunjuk sebagai Center of Excellence on Vaccines and Biotechnology
Products dalom Orgamization of Istamic Cooperation (QIC-CoE) pada
tahun 2017. Indonesia dinilai sebagai negara dengan industri vaksin
yang unggul di antara negara Isiam penghasil vaksin lannya. Sebagai
OIC-CoE. Indonesia diharapkan untuk dapat Mendukung penelitian gan
pengembangan vaksin, serta mengantisipasi wabah penyakit yang tidak
dapat diprediksi '

Inislatif konkret dalam kerangka multilateral semakin nNyata
setelah setengah tahun COVID-19 melanda dunia. Bukan hanya oleh
pemerintah negara, telapi juga aktor lain yang turut berperan dalam
tata kelola kesehatan global, yakni industri, filantrops, non-governmenta!
arganizations, serta aktor non-Negara lalnnya. Pada PerteMuan Giobat
Vaccine Summit di London tanggal 4 Juni 2020, telah diluncurkan
Program “GAVI COVID-19 Vaccine Global Access Facility™® Program
ini bertujuan untuk mengumMpulkan dana dari pemefintah negara,
Maupun donor lannya dalam suatu mekanisMe untuk pengembangan,
produksl. dan distribusi vaksin COVID-19 Dengan bergabungnya
negara pada skema ini, negara tersebut dijamin untuk Mempergleh
vaksin COVID-19 yang cukup untuk Masyarakatiya. Menjadi jelas,
bahwa muitilateralisme kini telah bergerak menjadi lebih pragmatis dan
reaktualisasi multilaterallsme uniuk menerjeMahkan rprMa Menjadi aksi
nyata sangatlah Mendesak d Masa krisis,

® Indonesia Window, “Indonesia’s center of excellence for vaccine becomes OIC
member's gude”, https:/findonesiawindow. com/enfindonesias-center-of -excellence-for
vaccine-becomes-oic-members-guide/ (diakses pada 27 Juli 2020, pukul 2156)

"* WHO, “More thon 150 countries engaged in COVID-19 vaccine global access
facifty”, https://www who . Int/news-room/detall15-07 -2020-more-than-150-countr es-
engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-faciity (diakses pada 27 Jull 2020, pulkul
2158 wiB)



PERAN PARLEMEN DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL TERKAIT
VAKSIN COVID-19

Pragmatisme dalam kerja sama muliiateral di bidang vaksin
menunjukkan bahwa aktor yang berperan dalam tata kelola kesehatan
gl sangatish aragam. tak i pemenntat, maspan berbagai aktor
nonrLMgEEs. SEpert B eyl odyetsl) lkemts U KGO, Pefan
pariemern, dalam bl b sgelah DRR, seiged mesentukan  keberhesdan
diplomias] wemin Iwboneska, Ko Sgs: Al TiraripEe  roliHBlEn
i, PHAR pedema dan yigme adalsh dpigan alan Ko
pralnie wary wudl dengan oresanisplo leys samns e tiialerel . vong
dislibei DPRL Ftxa (it fper-Poiomatrpn Ondane (RS dan - AGEAN
Infer-Poritieimry  Asseonndy (GRS Bt pedmlemibangiaf waksin
mafuplkan Agends o yang merla sk BHiATT e o dgasl U parkd el
COVID-19.

Komitmen tersebut dapat berupa penggalangan solidsritas
antarnegara untuk memastikan agar rantai pasok obat-obatan dan
vaksin terus terjaga, baik itu selama masa krisis maupun Udak Tak kalab
penting, komitmen yang terbentuk antarnegara tersebutjuga diperiukan
untuk menjamin keterbukaan, mengingat tipologi virus COVID-19 yang
berbeda di tiap kawasan Keterbukaan mengenaitipologi virus ini men jadr
dasar kepercayaan untuk melanjutkan kerjasama pengembangan
vaksin dalam bentuk penehtian bersama {foint research), serta produksi
bersama (joint production} sebagai target jangka panjang

Diplemasi multilateral yang diselenggarakan oleh DPR pun
menjadi peluang unituk memastikan aksesibilitas vaksin COVID-19,
maupun vaksin penyakit menular lain sebagai barang publik dalam
keadaan krisis. Aksesibilitas dan keadilan terhadap vaksin inl dapat
dibentuk dengan komitmen untuk menerapkan fleksibilitas terhadap
Trode-Related Aspects of inteliectual Property Rights (TRIPS)

Singkat kata, TRIPS merupakan aturan yang ditujukan agar setiap
pemegang paten atas obat-obatan dan vaksin memilik) hak eksklusif,
sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanraatkan bak tersebut
tanpa Izin dari pemilik paten Tentu, bak eksklusif ni menjadi terkesan
sebagai “hak monopoli” negara-negsra pemegang paten dari obat
dan vaksin esensial Maka darl itu, pada masa krisis seperti pandemi,
dibutubkan komitmen bersama untuk melonggarkan TRIPS agar vaksin
dapat dimanfaatkan oleh semua orang.

Terkat fungsi anggaras, DPR  memiliki kewenangan untuk
menentukan alokasl dana terhadap berbagai program prioritas
pemerintah. Dengan signifikansi diplomasi vaksin dalam kerangka
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transporency. Redlizing GGHG requires the porticipotion of countries
in the worid to synergize with eoch other ond increase solidity to fight
Covid-19. indonesian Porliament (DPR) through the Inter-Porfiomentory
Cooperation Committee (BKSAP) con be a _host” o promote
sofidarity through shoring session, campaign, solidority actions through
digital plotforms, supporting reseorch and devefopment of covid-19
vaccine and encouraging WHO b optimize heglth service access
for vulnerable groups {wictims of war, refugees, and poor rountries).

Keyword: Covid-19, Good Global Health Governance, BKSAP
PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah memperburuk ketidaksetaraan negara-
negara di duma. Kekacauan makin dirasakan manakala layanan
kesehatan tidak siap dalam menghadapi pandem Covid-19 yang
berimplikas! pada pembangunan giobal akibat terganggunya akses
sumber daya, gangguan layanan, rantai pasokan dan tekanan keuangan
yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengecilkan
ekonomi global hingga % '

Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman tlap negara dalam
menekan penyebaran Covid-19 memunculkan kebutuhan tiap negara
untuk menjalin kerjasama dengan negara tainnya. Tidak hanya lembaga
eksekutif namun hubungan diplomasi antarlembaga iegisiatif juga
dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 melalui wadah Jnter-
Partigmentary Union {IPU) Hubungan diplomasi yang terus digalakkan
sangat diperiukan untuk mendorong terwujudnya Good Globol Hedith
Governance (GGHG) agar dapat memberikan resolusl dan kebljakan
yang berkeadilan dalam penanganan Cavld-19.

Pentingnya mewujudkan GGHG bertolak belakang dengan
berbagal kitikan dari pemimpm-pemimpin dunia yang menilai bahwa

! Sheba Suri Cowidi9 and implications on Giobol MHeghth Governonce,
diakses dari htps://www orfoniine org/expert-speak/covid!9-and-implications-on-global-
heaith- governance-66174/




tain, sebagaimana hasil penelitian dari John Hopkins Center for Heolth
Security, The Economist dan Nuclear Threoat Initiative, tidak ada satupun
negara yang sepenuhnya siap dalam menghadapi pandemi® Dan tentu
saig, COVID-19 membuktikan sendin kebenaran ity di mana sekarang
pandeml ini telah menulari sebanyak 13,5 juta jiwa di 188 negara per
pertengahan Juli 2020 dan belum menunjukan kurva yang melandai
kecuali di beberapa negara saj ?

Yang patut disadari, penyebaran COVID-19 dapat ditekan bila
negara-negara menunjukan kepatuhannya pada rezim [HR (2005)
yang didesain untuk mengontrol penyebaran penyakit, dalam skala
Internaslonal  Rezimnya menjelaskan bahwa negara-negara, telah
sepakat untuk memegang tanggung jawab bhersama membangun
kapasias kesehatan untuk mengatasi wabah penyakit ¢ masing-masing
wilayah yurisdiksinya Dalam upaya tersebut, negara harus bersedma
bekerja sama dengan WHO sebagal otoritas yéng diberi kewenangan
“mengarahkan” dan “mengkoordinaslkan” .isu-isu ' kesehatan . dunia,
Bentuk kerja sama ini, salah satunya, dioperasionalisasikan metatui
¢hbukanya akses informasi dengan transparan dan kolaboratif agar
Implementasi pengendalian suatu wabah diatasi lebih efektif. Apabifa
negara membutuhkan bantuan teknis, WHO bisa diperbantukan
negara tersebut. Bila suatu wabah membahayakan tatanan internasional,
WHO diberikan wewenang pntuk mengeluarkisn PHEIC (Pubfic Hewlth
Emergency of international Concern). PHEIC difungsikan sebagai
peringatan pada dunia internasional bahwa penyakittelah menjadi risiko
bersama dan memerlukan upaya koordinatif antar stokeholder balk itu
negara, ofganisasi internaslonal, maupun sekior-sektor privat ®

CATATAN UNTUK AGENDA DIPLOMASI PARLEMEN MENDATANG

Ketentuan-ketentuan HR o atas bisa berguna untuk Parlemen
dalam menunjukan kekelruan-kekeliruan yang terjadi pada rmasa
pra-COVID-19 sampal saat ini. Dengan kelangkaan-kelangkaan alat
kesehatan yang terjadi d dalam negerl, Parlemen dapat mengevaluasi
kinerja eksekutif dan peraturan perundang-undangan terkait. Untuk
inpvasi kebijakan, ide yang ditawarken oleh Profesor dari University
of Minnesoto, Michael T Qsterhoim dapat menjadi bahan kajan

* John Hopkins, "Giobal Hedith Security fndex” that: hips / fwwwghsindex org/
wp-contenlfuploads/2019/10/2019-Global-Health-Secunty-Index pdf
T C R R L [Ty, (s rrras HHm
YD CImeengnomet Mesibt Sepgaereeit ([ FO0RrT  mosifeekie st e
publicalions/9789241580496/en/
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legislasi yang penting untuk dibahas, idenya adalah, negara perlu
membuat strategi perencanaan kesehatan layaknya investasi di bidang
militer Maksudnya, modei pengadaan alutsista militer tidak pernah
ditangguhkan hanya karena tidak ada perang dan terus dilakukan
dengan konsisten untuk menunjukan kesiapsiagaan. Modei seperti
ini harus puia diadopsi dalam perencanaan kesehatan pubiik di
mana negara tidak periu menunggu sampal muncui suatu wabah laiu
memproduksi dan mencari periengkapan kesehatan secara reakdif,
melainkan menyiapkan ketersediaan alat kesehatan dengan konsisten
yang berguna pada saat wabah muncul ® Misalnya, untuk waban yang
menuiar dengan cara respirotory tronsmission (menular melalui saltran
pernafasan} seperti SARS ataupun COVID-19, maka ketersediaan masker
dan aiat pelindung diri secara nasional harus siap sedia;

Sig lain yang periu mengdapat perhatian diplomasi Pariémen
adalah membahas secara detail posisi WHO di masa €0VID:19: Bérbeda
dengan kasus pemberantasan smafipox yepg ketika it WHO./dengan
mengesankan dapat mengatasi penyebarannya dan dibantu  oleh
dukungan negara-negara, terkhusus kebersediaan Amerika Serikat dan
Uni Soviet untuk mendepolitisasi isu kesehatan, kasus COVID-19 tidak
memunculkan sinergi seperti itu.® Selama tujuh bulan terakhir, politisasi
pandemi COVID-19 justru dipertontonkan oleh banyak aktor, tanpa
terkecuall WHO, Amerika Serikat dan juga Tlongkok.

Publik perlu mengingat kembali bahwa di awai Januar, pada
saat virus telah muiai mendapat perhatian iuas, muncul pernyataan
darl Tiongkok yang mengatakan bila COVID-19 tidak menyebar dari
manusia ke manusida Kemudian, informasi ini disebar oieh WHQ. Tak
iama berseiang, virusnya teiah sampai di berbagai negard seperti Hafia,
Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Singapura, Thailand dan Perancis. Di
fase menentukan ini, sebagaimana akhirnya diakui oieh WHO seteiah
terkesan membentengi kritik-kritik terhadap Tiongkok, pembagian
informasi-informas: yang relevan dari pemenntah Tiongkok pada WHO
tidak terjadi. Mestinya, bila mematuhi IHR, akses infermasi itu tidak boieh
ditutup-tutupi, bahkan upaya untuk memperiambat pun tidak dibenarkan
agar respon yang tanggap dapat dilakukan terutama di berbagai point
of entry seperti bandara dan pelabuhan

Selain tidak memiliki kemampuan untuk mendesak Tiongkok untuk

' Dt R O, “Crupricie ofF A Pimetgec Forengie {yoninge Prom
e OO 28 Mol Seifone mar Mo Qugneion Abvegs” Pomig A Sy -Sismst
A0EE widueras ST Mo, bl 103

& Al Fremenp - St Shamogmg o hleoitt Sefumip pw WA e Dvsons
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ABSTRAK

Kekacauan yang terjadi d berbagai negara di dunia selama
pandemi covid-19 memunculkan kebutuhan tiap negara untuk menjalin
kerjasama. Hal ini membuat hubungan diplomasi terus digalakkan untuk
mendorong terwujudnya Good Global Hedlth Governonce (GGHG)
agar dapat memberikan resolusi dan kebijakan yang berkeadilan
dalam penanganan Covithf@ Namun pemimpin-pemimpin  dunia
mengkritik GGHG yang dinilai mengalamil krisls dalam melahirkan
resolusi penanganan Covitd-19 secara global Atas kritikan tersebut
menandakan bahwa World Health Orgonization (WHQO) perly menjawab
lantangan datam mewujudkan good ghobal hedlth governance
melalul beberapa perubahan terkait kepemimpinan, penguatan sistem
kesehatan, peningkatan kolaborasl dan  koordinasi antaraktor, isu
pendanaan dan priority setting, sera pencipaan _akuntabilitas dan
transparansi. Mewujudkan GGHG dibutuhkan peran serta  negara
d dunia untuk saling bersinergi dan meningkatkan soliditas untuk
bersama-sama memerangl Cowvid-12 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
melalui Badan Kerjesama Antar Parlemen (BKSAP) dapat menjadi ‘tuan
rumah’ untuk menggalang solidaritas melalui kegiatan sharing session,
campaign, Sohdarity actions melaldl digital piatform, mendukung
penelitian dan pengembangan wvaksin Covid19 serta mendorong
WHO untuk mengoptimalisasi akses bantuan penangan Covid-19
bagl kalangan rentan (korban perang, pengungsi dan negara miskin).

Kata kunci: Covid-19, Good Global Headlth Governance, BKSAP
ABSTRACT

The choos that occurred in vorious countries during Covid-19
pandemic raised the need for each country to establish cooperation
with other countries This makes diplomacy relations can be encouraged
in term of the realization of Good Giobal Health Governance (GGHG)
in order o provide o resolution and policies n handiing Cowid-19
But fately, leaders i mony couniries have crilicized GGHG which
s considered to have experienced a crisis fo give giobal resolution
of Covig-19. The criticsm ingicates thot World Hegith Oroganization
{WHQ) need lo respond the challenges in realzing GGHG through
severgl changes such os leadership, strengthening heoith system,
increagsing colluborotion and coordination the actors, dismissing
funding and priority seltings issues, ond creating occountebility and
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mematuhi ketentuan-ketentuan HR, WHO sendiri mempertontonkan
suatu anomali. Hal ini terjadi saat WHO gagal mencapai kata sepakat
untuk menetapkan status PHEIC di tanggal 22 Januari meski pada
akhirnya berhasit disepakati pada rapat internal berikutnya d tanggal
30 Januari,

Kegagalan o atas difatarbelakangi oleh semakin membesarnya
pengaruh Tiongkok pada WHO Tlongkok bukanlah penyumbang
dana terbesar, tetapi pengaruhnya berangsur menimglinit, Sejak 2014,
kontribusinya meningkat sebanyak 52% menyentuh angka 86juta dollar.
Bagi X Jinping, Upaya ini ditujukan untuk menunjukan status Tiongkok
sebagal pernain besar dalam isu kesehatan yang diselaraskan melalui
Health Sdk Rood. Artinya, bagi Tiongkok, WHO dapat dimanfaatkan
untuk rmemperbesar pengaruh geo-politiknya.”

Bagi WHO, peningkatan pendanaan itu sangat penting di tengah
jumlah donasi negara anggota yang minim Bayangkan saja, WHO
dimandatkan untuk meningkatkan kesahalan dunia, tetapl anggaran
tahunannya hanya berkisar di angka 58 miliar dollar. Bila dibandingkan
dengan Australia yang anggaran kesehatannya sekitar 120 miliar dofiar
maka angka itu sangat timpang. Masalahnya, anggaran minim sangat
potpnsial wrtuk fnengoanggu Indepeendens . WHD sap berhadipan
dongan  pardanor-pendoncr besm™ Bepggen Teehghodk, misaimya,
Selain pads COVIO-19, sorch misslmya meiigenai permoorhentias Tawan
dl dalsm WHE Wodd Hesih Adsently) don doierpilinen O, Tedics,
Sekjen WHO saat Ini, yang tidak terlepas darl lobi yang dilakukan pihak
Tiongkok.

D sisi lainnya, Amerika Serikat bareaksi dengan sama buruknya
Bt bulnn April doiu, Trump bereehksl Kems untul fndiehan endarear
AmEnka Sarlkat pada WHD yaig cliuding telsh dakam kontmb Tiongiok,
Kemudian levei diplomasi koersifnya dibngkatken lagi d rana
pemerintahan AStelah memutuskan untuk melepaskan keanggotaannya
dari WHO dengan ditandar cleh pengiriman notifikasl resml pada
kongres < butan Juli. Bila tidak ada perubahan, maka AS akan resmi
keluar dari WHO per 6 Juli 2021 sesuai dengan peraturan kongres yang
el Dergan penedkan i m, WHO dapal kenilangan 5% dand tow)
anggarannyr iy sewtsr 400 juie daliy, Amnyg, selAn nerus tesponst
menghadsgl CCADAS, dynia skan (Manghadsp pertpaiza 0 gl mana
PrIeAm-proge am kesehatan yong sekema kil djrkankar cleh WHC ke

" China’s National Health and Family Planning Commission, “Foword A Heolth
Sitic Road™ hitpz/fennhc qov.cn/Bellangroadfarymiorhealthcooperation.htmi

Y Shahar Hamem, “COVID19 Why dd global hedith governonce fai?™ https://
wwr lowyinstitute. org/the-interpreter feavid-19.why-did-global- he alth-governance-fan
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terganggu bila hal seperti ini didiamkan. Bila WHO pada akhirnya akan
semakin tak berguna, maka pertanyaannya yang harus dijawab adalah
dkan seperti apa upaya koordinasi internasional datam menghadapi isu
kesehatan dan pandemi berikutnya,

Meski saat ini dunia berada di fase pengembangan vaksin
seperti yang sedang dikerjakan oleh Sinovac Lid dan Bio Farma
ataupun institusi-institusi lainnya, catatan-catatan d atas penting untuk
dibahas dalam agenda-agenda diplomasi Parlemen d semester kedua
2020. Tiga persoalan internasional: kepatuhan pada rezim kesehatan,
pemisahan isu kesehatan dari isu geopolitik akibat nvalitas -A5-China,
serta penentuan nasib WHO sebagaiMana. disaMpaikan d atas adalah
fokus yang harus dicarikan solusinya Untuk Manjawab itu, Parlemen
harus membangun commonality of inferest) yang secara Kkonsisten
menyuarakan pentingnya penguatan rezim ' kesehatan, depolitisasi
institusi kesehatan internasional, dan menggeser ambisi geopolitik lewat
isu COVID-19 kembali ke arah isu kemanusiaan'dan kesehatan bhefsama
sebagai fangkah jangka panjang dalam Mengelola tata kesehatan dan
menyiapkan ketahanan global dalam Menghadapi pandemi befikutnya

MENGGALANG SOLIDARITAS FEHANGALNAN PANDEMI GLOBAL CQVID 19



Dalam mencegah terjadinya pandemi, langkah yang paling
strategis adalah mengupayakan usaha preventif melalui organisasl
regional ASEAN Dengan wadah ASEAN, negara anggota dapat saling
membantu untuk menghadapi potensi ancaman yang sama. Di samping
itu, posisi tawar negara anggota ASEAN semakin kuatjika menghadapi
permasalahan sebagai organisasi regional.

Negara anggota ASEAN telah berada di jalur yang benar dalam
usaha pencegahan penyaklt pandemi. Terbukti dengan dengan
didirikannya badan kocrdinasi yang dikhususkan untuk menangani
potensi munculnya penyakit pada hewan dan zoonosis, namun dengan
munculnya berbagaijenis virus baru dalam kurun walau 20 tahun terakhir
ini. dibutuhkan komitmen iebih dari sekedar miugasi penyakit menular,
namunjuga mempriofitaskan untuk menangani sumber dari munculnya
Penyakit menular itu sendifi Salah satunya dengan melfakukan
pengawasan yang lebih ketat terhadap perdagangan, eksploitasi, dan
konsumsi hewan liar
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Salah satu sektor kerja sama yarlg dapat ditempuh oleh anggota
ASEAN dalam mencegah munculnya virus pandemi baru adalah kerja
sama dalam pelarangarn perdagarigan konsumsi binatang liar. Tidak
dapat dipungkiri bahwa negara df Asia merupakan negara dengan
budaya merngkorisumsi binatarig eksotk sekaligus negara yang banyak
dimana baryak oknum yang memperdagarigkar binataflg liar secara
legal Berkaca dari awal munculnya COVID-19 di Wuhan, larangan dan
pengawasar) terhadap korsumsi dan perdagangan hewan liar dan
eksotis dapat menjadi opsi yarlg dapat ditempuh sehingga fenomena
zoorjosis tidak terjadi atau setidaknya dapat diawasi dan dikendalikan

Or dalam ASEAN, sudah terjalin beberapa kerja sama yang berfokus
terhadap pericegaharl muricuiflya parndemi, misalnya pendirian Center
for Amirnal Health ond Zoonosis pada tahun 20165 Namur) pefidirian
badar) koordiriasi ini hanya menjadi solusi dan hilir permasalahan
pandemi. Padahal muriculnya peryakit pandemi yang bersifat zoonotic
umumrlya diakibatkan oleh konsumsi, eksptoitasi dan perdagangan
hewar Giar. Hal ini lah yarig menjadi hulu dari permasalahan muncuinya
penyakit yarng umumrya ditemukan dari hewar namurl dapat berpindah
ke marusid Permasaldhan perdagarigan dan konsumsi hewan liar
sudah saatnys dilihat sebagal aktivitas kejahatan internasional yang
serius, sebagaimana negara anggota ASEAN melihat perdagangan
manusia dar penyelunduparl Marusia sebagai ke jahatan internasional.

KESIMPULAN

Diplomasi parlemer) yarig dilakukarl oleh Badarl Kerja Sama Antar
Parlemer) (BKSAP)di memiliki fungsi yarig strategis, BKSAPdapat men jach
akior sekaligus pembuat kebijakan yang nantfflya dapat rmencegah
munculnya penyakit pandemi yang baru. Kemudian, fleksibilitas yang
dimiliki oleh anggota parlemen dapal mefginisiasi kerja sama yang
murigkirl diariggap sensitif ataupun belum menjadi prioritas pemerintah
Selain itu, diplomasi parlemerl yang dilakukan oieh arggota parlemen
men)adi sebuah cerminarl sebuah nilai demokrasi yang dimana diplomasi
parlemen dilakukar) derigarl mempertimpafigkan kondisi, situasi, dan
kebutuhar) dari masyarakat secara langsung (konstituen).

Association of Southeast Nations, “ASEAN establishes Coordinating Centre
0 address trans- boundary animal and zoonoOlT diseases, asean org {https//asean org/
as¢an-establishes- coordinating-centre-16-address-trans-boundary-animal-and-zoonatic-
diseases-2/, dakses pada 7 Agustus 2020)
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meningkatkan hubungan kerja sama antar parlemen dengan negara
lain, Dalam hal ini, BKSAP dapat memainkan peranan strategis pada tiga
level.

Pertama, BKSAP dapat berfungsl sebagai aktor diplomasi yang
aktif sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perumusan
kebijakan ataupun pemberian saran dalam pengambilan keputusan
dalam rangka preventif dan mitigasi dari penyebaran penyakit pandemi
Kedua, anggota parlemen pada hakikainya merupakan politikus yang
pergerakannya tidak dlbatasi oleh rumusan kepentingan nasional dari
rezim yang memefintah. Dengan begitu, anggota parlemen dalam
kerangka diplomasi parlemen dapat membahas inisiasi kerja sama
yang mungkin dianggap sensitif oleh pemerintah. Ketiga, setiap
anggota pariemen bertanggungjawab tarhadap konstituennya masing-
masing dan memiliki kedekatan secara personal dengan mMmasyarakat
langsung. Kedekatan antara anggota parlemen dengan masyarakat
dapat mefMbenkan Masukan terhadap perumusan kebijakan, utamanya
pada bidang kesehatan yang sangat bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Anggota parlemen mewakili kepentingan masyarakat
dalam men)alankan diplomasi parlemen. Secara tidak tangsung, praktek
ini mencerminkan nilai-nilai dari demokrasi, yaitu keterwakilan

MENGAPA ASEAN?

ASEAN telah terbentuk sebagai organisasi regional yang cukup
matang Terbentuknya pilar keamanan {security pilior) dapat menjadi
bukti bahwa terdapat Regional Security Complex di antara negara
anggota ASEAN Buzan yang dikutip oleh Dilahwangsa menjelaskan
bahwa Regional Security Complex merupakan sekumpulan negara
yang mana memiliki perhatian terhadap isu keamanan yang sama dan
saling terkat satu sama lain sehingga keamanan nasional mereka tidak
dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.” Selain itu, Acharya
berpendapat bahwa jika bergerak dalam kerangka ASEAN, negara
Asia Tenggara memiliki posisi tawar yang lebih dibanding jika negara
anggota ASEAN bergerak masing-masing." Dalam mengupayakan
usaha preventif agar tidak munculnya kembali jenis virus yang baru,
kerja sama antarnegara menjadi kunci

2 Zulfiker Dilahwangsa, Tesis Master “ASEAN Oefense industriol Colloboration
{ADIC) Sebogai Medio Diptomasi Pertchorion Negoro ASEAN" {Bogor: Universitas
Pertahanan Indonesia, 2019), B

“Anja Jetschke, et.al, "Studying Asion Comparotive regionalism through Amitay
Acharyo's Wirk Internalional Relatons of The Asia Pacfic Vol 15, 2015, hal 546
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menilai bahwa capalan MDGs secara global masih jauh dari harapan
Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab pencapaian dari target
MDGs. Salah satunya adalah muncuinya penyakit menular dalam kurun
waktu 2000-2015 yang menguras energi dunia internasional” Belajar
dari hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa target SDGs yang dicanangkan
oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2075 sarnpai dengan
tahun 2030 akan terdampak oleh pandem COVID-19

Berbagai kebyakan rnitigasi telah dilakukan gleh pemerintah
negara di dunia untuk mencegah penyebaran CQVID-19 Namun usaha
preventif agar tidak muncuinya virus yang lebih mematikan belum
banyak terdengar Kebijakan mitigasi yang sekarang ini banyak diambil
pemerintah negara di dunia cenderung kepada langkah yang diambil
untuk mengurangi efek bencana Sedangkan kebijakan preventif yang
mencegah muncuinya bencana pandemi belum banyak terdengar. Hal
in dapat dipahami karena urgensi saat ini adalah wntuk mencegah
semakin besarnya kerugian sosial, ekonom|, dan kesehatan yang ter jadi
akibat COVID-19. Namun, kebijakan mitigasi tetap harus dibarengi
dengan kebijakan preventif tidak muncu penyakit zaonosis baru

PERANAN DIPLOMASI PARLEMEN

Dalam analisis keamanan, munculnya panderni dapat dikatakan
sebagai suatu ancaman terhadap kedaulatan dan keberlangsungan
suatu bangsa Buzan dalam bukunya Securty: A New Fromework for
Analysis mengkategerikan pandemi sebagal ancaman nontradisional
yang berada pada dimensi societal'? Karakteristik dari ancaman
nontradisional adalah ancaman ini tidak mengenal batas negara
Ancaman nontradisional bersifat transnasional dikarenakan ancaman
ini dapat terjadi d dua atau lebih negara secara bersamaan dan saling
terkait satu sama 1ain Maka dari itu, dalarn menangani potensi ancaman
nontradisicnal, peran satu negara tidak akan cukup, diperlukan kerja
sama secara muttlateral atau regional.

Pada kerangka kerja sama regional maupun multilateral, diplornasi
parlemen dapat memainkan peranan yang strategis Dipahami bahwa
persoalan penyebaran pandemi tidak hanya bersifat domestik, namun
Juga memiliki konteks global Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)
di Indonas(a, misalnya, bertugas untuk membina, mengembangkan, dan

™ Badan Kerja Sama Anlar-Parlemen DPR RI, Pomtir Keng Tujuon Pembangunan
Berkelonjutan Totun 2018 {Jakarta: BKSAP 2019), 5
™ Barry Buzan. & al , op cft, hal 118



LATAR BELAKANG

Setelah berakhirnya Perang Dingin, laju globalisasi d sektor
ekonomi, keuangan, politik, dan keamanan membaws bentuk dan
konten baru yang mengubah hubungan antarnegara d dunia. Ancaman
terorisme, terbentuknya grup ekonomi negara-negara yang tergabung
datam Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan (BRICS),' dan krisis
finansial adalah beberapa bukti bahwa spektrum kerja sama dan
permasalahan pada tataran hubungan interpasional semakin beragam
Perkembangan ini menjadikan proses diplomasi pun semakin kompleks
Hal ni dikarenakan munculnya hal baru yang memerlukan pengetahuan
dan keterampilan khusus o ranah yang spesifik:seperti ‘tgta kelola
ekonomi pemerintahan, isu perubahan iklim, dan terorisme, Kehadiran
dan semakin menguatnya aktivitas aktorselain negara seperii akademisi,
yayasan, organisasi regional, media, dan lembaga parlemen menambah
kompleksitas dalam hubungan antar negara’ Diplomasi-konvensional
yang mengandalkan eksklusivitas aparatus diplomasi resmi negara
seperti diplomat tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan dan
permasalahan yang ada

Salat satu bentuk diplomasi yang saat ini mengemuka adalah
diplomasi parlemen. Terminologi diplomasi parlemen sebenarnya bukan
terminologi yang baru, Pada tahun 1850, diplomasi parlemen merujuk
kepada fungsi parlemen yang memfasilitasi pelaksanaan diplomasi klasik
dalam negosiasi antar negara. Namun sekarang, diplomasi parlemen
secara aktivitas telah terpisah dan berdiri sendiri dari proses diplomasi
yang dilaksanakan oleh badan eksekutif atau negara.? Secara umum,
diplomas | parlemen didetinisikan sebagai “the full range of internationo!
activities undertaken by parliomemtarians in order 0 incregse mutuol
understanding between counlries, o assist each other in improving the
control of government and the representation of a people o increagse
the democratic legitimacy of intergovernmental institutions ?

! Stelios Stavndls, “ntroduction The Rise o Parfiamentary Diplomacy in
International politics” The Hague Journal of Diplomacy. Vo, t. 2016105120, hal 105

? Ibid hal 109

3 FW, Wesglas dan G de Boer, “Parliamentary Diplomacy”, The Hague Journal of
Diplomacy Vo 2 2007 Hd 94
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Diplomasi  parlemen didefinisikan sebagai befbagai jenis
kegiatan yang dilakukan oleh anggota parlemen untuk Meningkatkan
kesepahaman antarnegara, membantu negara lain untuk meningkatkan
pengawasan terhadap pemMerintah, dan sebagal representasi dari
rakyat untuk meningkatkan legitimasi demokrasi antarlembaga negara
Dar literatur yang ditulis oleh Stavndis, setidaknya ada tiga faktor yang
membedakan diplomasi parlemen dengan diplomasi lainnya Pertama,
diplomasi parlemen cenderung membawa dimensi moral dalam agenda
politk yang melampaui definisi sempit dari “kepentingan nasional”?
seperti prinsip hak asasi manusia dan demokrasi, Kedua, karena anggota
parlemen tidak dibatasi definisi sempit dari kepentingan nasional,
maka anggota parlemen dapat lebih fleksibel ikut serta dalam aktivitas
diplomatik antar parlemen negara Ketiga, diplomasi yang dilaksanakan
oleh anggota parlemen mewakili kepentingan dari  konstituennya.
Semakin besar partisipasi anggota parlemen dalam ranah diplomasi
menjad sebuah cermin dari elemen demokrasi dalam suatu negara.®

Pada Desember 2019, ditemukan klaster penyebaran penyakit
pernapasan yang saat itu penyebabnya belum teridentifikasi Kasus yang
terkonfirmasi terhubung dengan aktivitas penjualan binatang liar seperti
kelelawar, marmut tanah, dan ular d Huanan Seafood Market, Wuhan.
Setelah World Health Organization (WHO) melakukan kajian terhadap
klaster penyebaran, ditemukan bahwa penyebab penyakit pernapasan
akut ini disebabkan oleh patogen dari mutasi coronavirus jenis baru,
yang kemudian disebut dengan 2019-nCov atau COVID-19. Pada Januari
2020, WHO kemudian mendekiarasikan penyebaran COVID-19 sebagai
keadaan darurat terhadap kesehatan yang membutuhkan perhatian
internasional ® Dalam analisis keamanan, kondisi merebaknya pandemi
COVID-19 ini menjadi ancaman terhadap terhadap keberlangsungan
kehidupan masyarakat {societa! threat/,

Tulisan ini akan berusaha menjelaskan peran diplomasi parlemen
dalam usaha preventif penyebaran penyakit khususnya d kawasan
ASEAN dsn alasan penting mengapa Indonesia dan negara anggota

* Kepentingan nasional setiap negars berbeda, tergantung dari nilal ideologi,
pengalaman masa laiu, dan tradisi Perbedaan dalam mendefinisikan kepentingan nasicnal
terkadang menjadi penghambat bag negara untuk saling bekerja sama

® Stelios Stavridis, "Pariamentary Diplomacy any lesson [or regional cooperation?
2006, hal 25

‘ Huilan Tu et &l . “Current Eprdenuological and Clincal Features of Covid- 19, a
global perspective from Chinom, Journal of Infection Vol 81 , 2020, hal 1

? Barry Buzan, et.al. Secunty: A new Framework for Anslysis {London: Lyrne
Rienner Publisher, 1998}, 119,



ASEAN menggunakan organisasi regional sebagai wadah kerja sama
antar negara dalam upaya pencegahan munculnya pandem baru terkait
dengan pencapaian tujuan ketiga dari Sustoinable Deveiopment Goals
{SDGs), yaitlu kesehatan dan kesejahteraan tingkat global

PEMBAHASAN

COVID-19 pertama kali ditemukan di pasar seof ooddr Wuhan yang
menjual binatang liar, termasuk unggas, trenggiling, ular, dan kelelawar.
Patogen yang menyebabkan penyakit pernapasan ini diyakini menular
dari hewan ke manusia di area pasar tersebut dikarenakan pihak yang
terkait dengan aktivitas jual bell di pasar tersebut merupakan klaster
pertama ditemukannya penyakit sindrom pernapasan akut ini. Tim ahli
virus dari Wuhan mernpublikasikan bahwa 96 persen gen pada COVID-19
mirip dengan gen coronavirus yang diternukan pada keletawar ®

Sejak 6 Januari 2020, COVID-19 telah menginfeksi 18.614177
jwa & 213 negara dengan tetal 702 642 kasus kemaltian.® Jika dilihat
ke belakang, pandemik besar pertama yang terjadi d awal abad 21 Ini
adalah Severe Acute Respirotory Syndrome (SARS) pada tahun 2002
dengan jumlah kasus positif kurang lebih 8000 jiwa. Sepuluh tahun
kemudian, Middfe East Respiratory Syndrome (MERS) muncul d Saudi
Arabia dan muncul d Korea Selatan pada pertengahan 2015 lenis
penyakit COVID-19, SARS, dan MERS memiliki pola yang sama, yaitu
penyakit yang ditimbulkan oleh kontak manusia dengan hewan
{zoonosis)

Munculnya pandemi COVID-19 yang penyebarannya sangat
cepat, berdampak pada terhambatnya proses pembangunan d negara-
negara terdampak, utamanya pada bidang kesehatan

Pada tahun 2015, negara-negara dunia berkomitmen pada
terwujudnya Sustainable Development Goals (S{Xzs) yang merupakan
kelanjutan dari Miltenium Development Goals (MDGs), dicanangkan
sejak tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015 Setelah hampir seluruh
negara d dunia berkomitmen terhadap MDGs, nyatanya berbagar pihak

" Matt Reynolds dan Sabnna Weiss, "How coronawirus storted and whol happens
next exploined”, Wired Co {https//wwwwired oo uk/anicle/china-coronavirus, diakses
pada 7 Agustus 2020)

* World Health Orgarization, “WHQ Coronavirus Disease (Covid19) Dashboard”,
Covid1? who int {https: //covid!9 who int/, diakses pada 7 Agustus 2020)

" IW Fong, "Emerging Corongwiuses: First SARS ond Now MERS”, Nature Public
Heahb Emergency Cellection, 2017, hal 63
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Global Hedlth Governonce (GHG) tengah mengalami krisis dalam
melahirkan resolusi penanganan Covid-19 secara global World Hegith
Qrganization (WHO) dinilai lamban dalam melakukan deklarasi Covid-19
sebagal darurat kesehatan global ketikajumiah kasus di dunia mencapai
1B.000 orang dan membunuh 4000 orang setelah sebelumnya
pimpman WHO menyatakan belum menemukan bukti bghwa kasus
Cowid-19 merupakan permasalahan dunia.? Selain itu, Direktur Jenderal
WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyatakan bahwa tidak
perlu melakukan pembatasan perjalanan daa - perdagangan, dengan
Cina pada saat virus corona sudah menyebar d(15 negara,®

Kebijakan WHO dinilai bersifat nasionalistik padahal- pandemi
Covid-19 memberlkan risilo global.* Respoil yang lamban dan‘kebijakan
yang dinila lebih berpihak pad & Cina menimbulkan kenflik salahy satunya
Amerika Serikat yang menghentikan pendanaahnga untuk’ WHO,
Kecungaan-kecurigaan yang berkembaeng secarargiobaldikhawatirkan
dapat melemahkan GHG dalam menangan| pandeml Covid:19

Persoalan GHG tersebut menimbulkan pertanyaan bagalmana
Dewan Perwakilan Rakyal Republik I(ndonesia (DPR RN dapat
menggunakan fungsi diplomasinya untuk memberlkan masukan
alas kebijakan yang akan diambil sehingga tidak asimetris dan dapat
menampung suara berbagai negara dalam mewujudkan GGHG?

TANTANGAN GGHG SELAMA PANDEMI COVID-19

Keberadaan pandemi Covid-13 memicu kritikan terhadap GHG
yang sudah banyak ditulis oleh pakar. Beberapa kalangan menilai bahwa
hubungan sektor publik dan privat dimana sektor privat memberikan
donast atau pendanaan berpotensl menghancurkan kredibilas dan
integritas lembaga publik sehingga adanya ker jasama ini memungkinkan
aktor privat memberikan ‘pesan titipan' pada pemangku kebijakan®

T WHO Dikritk, Bogaimang Kinerjanya Menongani Pandemi-Pandermi Sr Lafum
Covid- 19, diakses dari htips:/ fwwwasumsl.co/post/who-dikritik-bagaimana-kinmijarsya-
Imenangani-pandemi-pandemi-sebelum-covid- B

2 *Kontroverst Respons WHQ Alas Pondemi Corona yang Dinital Terlambat,
glakses dari  httpsi//news.detik com/intemasional/d-4987825/kontroversi-respons-who-
alas-panden- Corone-yang-dinilai-terlambat

*-Ada Knsis Globol Health Governance dolam Situasi Pandemy Covid-197, dakses
dari htipi/ fkagama.co/ada-krisis-global-healih-governance-dalam-situasi-pandemi-
covid-18/2

® Ganjar Widhiyoga. Peron Indonesic daltom Membangun Globd Health
Governance yarg Berkeodiian Forum Kajian Kebljakan Luar Negeri (FKKLN) Kementerian
Luar Negen. Sola 21 Juny 2092 hai. 3
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Beberapa isu yang menjadi tantangan terhadap GHG antara lain:
1 Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting
untuk mencapal’ tujuan dalam kesehatan global apalag
d masa pandemi Covid-19. Individu dan organisas
yang mengambil kepemimpinan dapat secara efeltif
memengaruhi kegiatan berbagal aktor untuk membangun
misi yang jelas dan mencapai tujuané Adalah penting peran
pemimpin dalam memberikan respon terhadap penanganan
Covid- 19 d kancah kesehatan global yang memiliki
agenda yang beragam dan serangkaian kepentingan-
kepentingan yang Dbersifat privat atau nasionalistik.

2 Penguatan sistem kesehatan yang memenuhl standar yang
membutuhkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang
baik, sehingga pada akhirnya dapat memberikan Negara alat
untuk melindungi masyarakatnya dari_penyebaran pandemi
Covid-19 terlebih negara miskin tentunya perlu mendapatkan
kapasitas untuk menyediakan layanan kesehatan dasar
yang memadahi sehingga secara siginifikan mengurangi
potensi penyebaran virus dari suate negara ke negara lain.

3. Rendahnya kolaborasi dan koordinasi para  aktor
mengakibatkan persoalan terkait dupiikasi pendanaan dan
program kesehatan global yang membingungkan negara
penerima pendanaan. Hal yang terpenting d masa pandemi
Cowid-19 i adalah tata kelola yang mendorong kemitraan
yang efeklif yang saling berkoordinasi untuk menghimpun
inisiatif, menghindari konflik kepentingan dan politisasi
antarnegara yang pada akhirnya tercipta sinergi dan strategi
penanganan Covid-19 yang lebih responsif dan berkeadilan.

4 Isu pendanaan dan priority sefting, vaitu isu terkait
prioritas dalam pendanaan internasional telah menjadh
kritikan yang ditujukkan kepada WHO sebelum adanya
pandemi Covid-19 Ketergantungan WHO kepada negara
pendonor membuat integntas dan kredibilitas WHO menjadi

Lawrence O Gostin and Emily AMok, Grand Challenges i Giobal Heaith
Governance The O'Nelll Instiute fo Natlonal and Global Health LawGeorgetown
University Cenler, Washington Britisir Medicol Bultetin DOl < 10.1093/bmb/ldp014 hal 10



dari petugas kepada klien dapat dikurangi. Aplikasi ini
akan menunjukkan hasil ropid test pengemudi atau bidan
yang hendak memberikan pelayanan sebelum pengguna
memberikan persetujuan terhadap petugas yang tersedia.

2. Bidan maupun pengemudi ok daring telah memenuhi
standar klinis serta terlatih untuk menerapkan protokol
kesehatan dengan menggunakan APD level 1 untuk ojek
daring dan APD level 1untuk bidan saat melakukan kunjungan
rumah serta APD level 2 saat memberikan pelayanan di
fasilitas kesehatan.” Pengguna diwajibkan menggunakan
helm pribadi untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19.

3 Jasa ojek daring dalam aplikasi ni adalah gratis. Insentifuntuk
pengemudi ojk daring dapat dianggarkan dari dana desa.
sehingga periu dilakukan advokasi dari Puskesmas kepada
para pimpinan desa setempat Kendaraan yang digunakan
juga dapat dibantu pengadaannya oleh pihak Desa. Dengan
demikian, semua pihak yaitu masyarakat dan penyedia
jasa pelayanan kesehatan akan memiliki rasa tanggung
jawab untuk mengambil peran masing-masing dalam upaya
peningkatan kesehatan ibu dan anak

4. Ibu akan mendapat pesan kesehatan yang berbeda setiap
kali membuka aplikasi ©Qo-DansaKu ini.

5 Membuka Jlapangan pekerjaan bagi masyarakat yang
kehilangan penghasilan akibat pandemi COVID-19

Deskripsi tersebut di atas memberikan gambaran bahwa Aplikasi
Oo-DansaKu ini sangat sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa
pelayanan kebidanan pada situasi pandemi Aplikasi ini tidak hanya
sebagal upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif tetapi juga
sebagai upaya mitigasi bersama dalam menangani dampak pandemi
COVID-19. Aplikasi ini juga akan dapat membantu memenuhi cakupan
target kunjungan KIA dengan tetap menjaga protokol kesehatan

Kesuksesan penerapan aplikasi ini tentunya dibutuhkan peran dari
segala pihak sebagai stokeholder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pihak pemerintah dan swasta dapat
berperan dalam memberikan dukungan berupa penyediaan sarana dan
prasarana terkait program kerja serta pemenntah bersama DPR Rl dapat
memberikan kebijakan yang dapat mendukung termplementasikannya
program aplikasi ini.



H51 N

v

APLIKASL MOBILE SEBAGAL SOLUSI

Aplikasl mobile merupakan salah satu teknologi yang dapat
diakses oleh selurubh masyarakat dengan hanya menggunakan
smarpine d8n koneksi nieenet. Lembaga fset dightal maiketing
evoroer tabun 208 meRun jukkat bohwe oengguna ekl endeoid
sebesar 664% dar total penduduk Indonesia? Oleh karena itu,
diperlukan sebuah inovasi berbasis aplikasi mobite untuk memudahkan
masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan d saat pandeml
1Nl

Aplikasi Ojek Online Bidan Desaku (Oo-Dansaku) merupakan
solusl inovatif yang kami tawarkan untuk memastlkan bahwa ibu dan
balta tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan -meskipun
berada dalam situasi pandemi Aplikasi android ini mempunyai sasaran
pengguna yaitu lbu hamll, ibu nifas, ibu bayi atau balita dan akseptor
KB yang harus mendapatkan pelayanan - kesehatan ' secara rutin
Oc-Dansaku memungkinkan sasaran pelayanan KIA untuk tetap
memperoleh pelayanan kesehatan selama pandemi dengan cara yang
aman_Hal inl sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan
2020 yang dijabarkan dalam pricritas nasional pada pembicaraan
pendahuluan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) tahun anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
yang dibahas DPR R yaitu memngkatkan akses dan kualitas peiayanan
kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta *

Aplikosl OoDansaky metibilk dom ) uisma ysie kard dateeg
oan kel antae, Paga M karml deterg Do kdien mosgntinikan bidan
melabukan kunjungan ke numeh klen wnlck membenkan palayeenan
kesennien dongan o Antar cleh ojek duting, sedanghksan peda e aml
antar berarti klien ingin dijemput cieh pengemudi cjek daring untuk
diantar menuju fasilitas kesehatan.

Aplikasi ini juga dilengkapi fitur membagikan alamat kiien ke
dalam Google Maps, sehingga memudahkan bidan atau pengemudi
ojek daring untuk menemukan alamat rumah klien. Pengguna aplikasi
ini juga diminta untuk menglsi data status kesehatan sesual pelayanan
yang diinginkan sebelum melakukan pemesanan

Kelebihan Aptikasl Oo-DansakKu antara lain:
1 Bidan dan pengemudi ojek daring wajib terkonfirmasi sehat

oleh Puskesmas setempat, salah satunya melalui hasil rapid
test COVID-18, Dengan demikian, risiko penularan COVID-19

MENGGALANG SOLID.AAITAS PENAMGANAN PaNOE M| GLOBAL COVID 19




dipertanyakan, hal ini dikarenakan publik menilai adanya
kerjasama termasuk aktor privat yang dapat memengaruhi
pengambilan keputusan global dalam penanganan Covid-19,

5. Akuntabllitas dan transparansi diperlukan karéna munculnya
kecurigaan-kecurlgaan publik terhadap kiner ja WHO tentunya
memurcielkan  gortanynot Begarmad SISEM pgelasan
dan avalias! yang vima ini Hilskokan olph WHO soRdgh
mmbaga  kesoholan dumy  yweegOmewmilll g delam
mambariian samn rescollfl!  bagnoregara-regels ol dutta
Secara tidak langsung WHO dapat memengaruhi kebijakan
yang diambit oleh sebuah negara dan tentunya dapet
memengaruhi lanskap ekonomi global maka WHO  periu
memperbaiki sistem kerja selama ini menjadi lebin skuntabel
dan transparan, sehingga tidak lagi-ada kecurigaan publik
a135 kebijakan yang diambil Selain iy, 1ata kelola WHO harus
terbuka, arus Informasi bebas dan melibatkan partisipasi
warga hegara dari seluruh dunia meilalul perwakilan diplomasi
tiap negara.

PERAN DIPLOMASI DPR Rt DALAM MEWUJUDKAN GGHG

Tinggmya Welgrganiungas snlamegern dolam kancah gichsl
dolarm perengaman Covid-19 teembusl pessl diWorsss memninken
pEraT ¢AY] pETHD dalem rangkd mentepal kepeolingan  naksnal
dalaft #EIM nagord O8N ignh luas g acalah sgbpgal wadsh unfys
menghimpun berbagai masukan dan solusi dalam mengatasi berbagai
Isu internasional yang memhbutuhkan pemecahan bersama-sama seperti
pade bkosos pandem Coud-18 gRat il Samakon orplalesmyn i
g Oriendepd charpe, MM paTkoHAT mEmgm)s okt diplomeny yang
masTrU e sLohias) rakysl Setagaorrans fungs DPR R yBiEni fungsd
DR wARat DENQENGOANEn Ga jegisew, DPR M dage mismberkegn
meRinmendas] eda pEmaniah i fodes autsm mengarahiban sotun i
program dan kegiatan dalam penanganan Covid-19,

DPR R memiliki fungsi diptomasi untuk mMendukung upaya
pemerintah dalam menjalankan Politik Luar Negeri sesuai dengan

"Akhirt Reses, DPR Fokus Penanganan dan Dompak Covid-13, diakses dari http://
www dpr go id/berita/detail/1d/28213/t/Akhiri+Reses%2C +DPR +Fokus+ Penanganan+dant
Dampak+Coutet-19
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amanat Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri. Dalam praktiknya fungsi diplomasi DPR R
dijalankan oleh Alat Kelengkapan Dewan yaitu Badan Kerjasama Antar
Parlemen (BKSAP) yang berfungsi umuk membina, mengembangkan,
dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR
R dan parlemen negara lain

Parlemen DPR R dharapkan mampu meNgakomodasi
kepentingan dalam negeri di kancah internasional, Peran DPR Rl untuk
turut mewujudkan GGHG dapat diwujudkan ‘melalur ‘beberapa cara
berdasar prnsip dasar dari good governance Terkait hal i, t/nited
Nation Development Program (UNDP)  MerUmUskan  prinsip good
governance yang harus memperhatikan (1 pardisipas;, (2) kepastian
hukum; (3} transparansi; (4) tanggung jawab; (5} berorientas: kansensus;
(6} berkeadilan.

Penjabaran dari hal tersebUt pada peran [dipiemasi parlemen
adalah memberikan masukan di kancah internasional, berafngkat _dari
suara rakyat yang telah diakomodasi. Partisipasi parlemen itu dapat
dilakukan melalui daring yang perlu terus disosilisasikan kepada
masyarakat iuas melalui open partiament yang memMmudahkan masyarakat
menyampaikan aspirasinya. Upaya Ini dilakukan Untuk mendukung aksi
lintas parlement untuk menjawab tantangan global dan tentunya harus
diperkuat melalui regulasi sebagai instrumen penting yang digunakan
untuk melindungi semus orang dari bahaya kesehatan.®

DPR Rl harus berani memberikan masukan dan arahan kebijakan
internasional dalam rangka penanganan Covid19 sehingga kebijakan
yang diambil tidak asimetris, Keberanian Mengemukakan pendapat
dan memberikan arah kebijakan yang berkeadllan menjadi kunci
terwujudnya GGHG yang selama inf dikritik karena adanya fock of
teadership dan tekanan-tekanan dari Negara dengan peNdanaan besar
di WHO. Selan itu DPR RI harus Menekankan kembali pada WHO terkait
Pola epidemiologi penyebaran Cowid-13 masing-masing Negara dengan
melakukan pemantauan sehingga membentuk suatu kebijakan yang
berdasar pada identlfikasi kondisi maslng-masing negara

Selain itu parlemen perlu terus mendukung penelitisn dalam
rangka penemuan obat atau vaksin corona serta mendorong
transparansi data dan keuangan di WHO terkait progress dan hasil
Penelitlian serta keilar- masuknya pendanaan dalam penanganan

* "Health Promation : Good Governance’, WHO, 2020, diakses dari httpsy/Awww.
who |nUhealthprumutfonicunferencesf‘agchpfgood-governance!em‘
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tidak lengkap hingga angka kematian bayl meningkat

Dampak dari pandemi ini juga menyerang berbagai kegiatan
usaha hingga perusahaan yang mengalami kerugian dan terpaksa
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pekerjanya.
Masalah perekonomian yang tidak pasti mengakibatkan investor untuk
tidak menanamkan investasi pada perusahaan nasional Sama seperti
negara lainnya, COVID-19 telah merubah arah perakonomian negara
secara signifikan Untuk merespon keadaan ini,-pemerintah bersama
lembaga legislatf dan eksekutif perlu mengambil-kebijakan untuk
melindungl masyarakat dan mengenibalikan stabilitas ) perekononian
Negara. Dalam penerapan fungsi anggaran, DPR Rl memiliki tugas dan
wewenang untuk memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-
Undang Anggaran Pendapatan dan Belanjs Negara {(RUU APBN) yang
diajukan oleh Presiden Dalam hal ini DPR R harus: terus mengawasi
anggaran sebanyak 4052 Triliun Rupiah-sebagai- stiniulus ekonomi
untuk mengatasi permasalahan yang timbul ‘akibat pandemi’Permerintah
diharapkan dapat memastikan dan memvalidasl transparansi data
secara berkala serta melakukan public report terkait update wabah virus
Corona terkimi, Hal ini akan mendorong terus terciptanya kolaborasi,
koordinasi, dan aksi tanggap, cepat, tepat antara Pemerintah Pusat dan
Daerah dengan seluruh stakehofder termasuk komunikasi di Dunia >

PSBB tidak mungkin terus diterapkan hingga vaksin COVID-19
ditemukan, sebab roda ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat
harus tetap berjalan, WHO menyatakan bahwa virus COVID-19 ni tidak
akan pernah hilang dan akan ada dalam waktu yang lama, sehingga
menuntut kita untuk menerapkan kebiasaan hidup baru berdampingan
dengan virus COVID-19. Pemerintah akhirnya memperkenalkan
penerapan tfatanan hidup baru yang disebut dengan “New Normaf™.
Faslitas pelayanan kesehatan tentunya harus beradaptasi dengan
kebijakan tersebut dalam memberikan pelayanan sehari-hari untuk
mencegah penularan COVID-19 baik kepada petugas. pasien. dan
keluarga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa
setiap ofang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan
yang aman, bermutu dan terjangkau.? Pada era new normal ini
pelayanan kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat memaksimalkan
penggunaan sistem daring untuk mengeloia akses data supaya proses
pelayanan lebih cepat, mudah serta akurat dengan menggunakan
pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi yaitu aplikasi
mobile. Sehingga interaksi langsung antara petugas dan klien dapPat
diminimalisir karena virus ini dapat menyerang siapa saja tan pa terkecuali
melalui airborne.
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PERAN PARLEMEN

Dewan Perwakiian Rakyat Republik indonesia{DPR R)) merupakan
salah salu lembaga tlinggi negara dalam sisltem ketatanegaraan
indonesia. DPR Rl menjadi perwakilan rakyal dalam menampung
aspirasi masyarakat. DPR Rl sebagai lembaga legislatif mempunyai
3 fungsi utama yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan DPR
RI memliiki peran yang sangat besar dalam percepalan pepanganan
COVID-19. Dibuktikan dengan diberlakukannya  kebijakan baru oleh
Pemerintah yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar, (PSB8),
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DFR Rl turut, berperan aktif
agar petaksanaan kebijakan tersebut agar dapat berjalan. efektif dan
efisien.’

PSBB dilskukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19
dengan menghentikan seiuruh aktivlitas masyarakat, namun & sisi-lain
penerapan PSBB ini mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat
terhadap pelayanan KA Himbauan untuk menunda kunjungan ke
fasilitas kesehatan apabila tidak dalam kondisi gawat darurat membuat
ibu hamil, ibu balita dan akseptor KB mengurangi atau bahkan tidak
melakukan kunjungan sama sekali karena dikhawatirkan akan terpapar
oleh virus COVID-19. Padahal idealnya kehamilan harus mendapatkan
pemantauan tenaga kese€halan secara rutin, bayi-bayi mendapatkan
imunisasi tepat walkdy, balita mendapatkan pemantauvan tumbuh
kembang secara periodik, serta para akseptor KB mendapatkan
suntlkan ulang tepat walkdu

Kekhawatiran para ibu ini tidak hanya saal berada pada fasilitas
kesehatan, namun juga saat perjaianan menuju fasilitas kesehatan
untuk mendapatkan peiayanan. Terdapat kekhawatiran tertular
COVID-19 bila mereka menggunakan transportasi publik untulk menuju
fasilitas kesehatan, sedangkan di lain pihak mereka tidak memiliks
kendaraan pribadi, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk
tidak pergi ke fasilitas kesehatan, Hal int mengakibatkan penurunan
angka kunjungan KIA disebagian daerah, Menurut data Unit

Penanggulangan Bencana Daerah (UPBD} pengurus pusat
Ikatan Bidan Indonesia (IBl) pada bulan Januari hingga April 2020,
menunjukkan bahwa terjadi penurunan kunjungan KlAyaitu K1 sebesar
22.8%. K4 sebesar 111%, imunisasi sebesar 199%, KB IUD sebesar
35.4%. KB implan sebesar 359%, KB suntik sebesar 10,4%, serta KB
pril b 005N Hal i dikdhnwATinknr s pandeml Deralkdair tejad)
Ipelakor kAmus gepery ngghys komplicad pada bl bamil Aangka
kematian b meningkar, Kehamilen maningkst, ket lien yang |ldek
cirpinkan, boly boomT, #wwiag. waboh®LB Bkibal Lnunisas) yeng
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Covid-19. Terakhr, DPR R dapat mendorong negara-negara dunia
untuk menggalang sclidaritas internasional melalui kegiatan-kegiatan
sharing session, campaign, solidarity actions melalui drgital platform,
serta memberikan seruan kepada WHO untuk melakukan optimalisasi
akses bantuan penanganan Cowid-19 bagi kalangan rentan yaitu korban
perang, pengungsi dan negara miskin

PENUTUP

Melalui wadah Inter-Parliomentary  Union . (IPWy _ hubungan
diplomasi antarlembaga legislatif sangat diperiukan untuk terwt judnya
GGHG dalam penanganan pandemi Covid-19. Dibutuhkan —strateg
yang komprehensif guna mewujudkan GGHG khusuisnya dalam rangka
mengendalikan laju Covid-19 dengan memperhatikan aspek kesehatan,
sosial, ekonomi suatl negara.

Fungsi diplomasi DPR Rl dalam praktiknya dijglankan oleh
Alat Kelengkapan Dewan yaltu Badan Kerjasama Antar Parlemen
(BKSAP). Partisipasi DPR R1 dapat dilakukan dengan memberikan arah
kebijjakan berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan memperhatlkan
prinsip good governance yang berfokus terhadap sinergi antarbangsa
Sinergi diperlukan dalam penanganan Covid-19 untuk menghasilkan
arah kebijakan yang tentunya dilengkapi dengan fata cara
pelaksanaan sehingga tidak ada keselahpahaman dalam menyelesaikan
pandeml ini, ®

Sinergi antar bangsa menunjukkan adanya koordinasl yang
berorientasi pada konsensus dan pada akhirnya menghaslikan sebuah
kebijakan yang Memaksa fcoercive power) oleh karena semakin banyak
yang terlibat dalam proses pengambllan keputusan secara partisipasl,
maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang
terwakili,®

*Review Kebjakan Penanganan Covid-197, diakses dan https/ftoday line me/fid/
pc/article/Review+Kebjakan+Penanganan+COVID+18-eYrExD

® “Berorentast pada Konsensus (Consensus®), diakses darl https/foallactivities
o id/berorientasi-pada-konsensus-consensus/
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‘Ado Krsis Global Heolth Gowvernance dolam Situasi Pondemi Covid-197,
dakses darl  htp//kagama co/ada-krisis-global-health-governance-  dalam-situasi-
pandem}-covid-19/2

“Aichiri Reses, DPR Fokus Penongonon dan Dampok Cowd-19, diakses dari

http.#/www. dpr go 1d/berita/detail/id/28213/t/ Akh Iri+Reses%2C+DPR+
Fokus+Penanganan+dan+Dampak+Covid-19

“Beroriertasi poda Konsensus (Consensus™), diakses dari hitps//bahactivities
o id/berorientasi-pada-konsensus-consensus/

Gostin, Lawrence O and Emily AMok Grand Chalienges in Global Heoith
Governonce. The O'Neill Institute for National end Global Health Law.Georgetown
University Center, Washinglon Brtish Medical Bulletih DOI - 101093/bmb/ldpd14 hal 10

“Kontroversi Respons WHO Atos Pondemi Corono yong Dintad Terlombat”,
diakses darl hhps//news detik com/internaslonal/d-4987825/kontroversi- respons-who-
atas-pandemi-corona-yang-dinilai-terlambat

“Review Kezbijakan Penanganan Cowvid-197 dlakses darl hitpsi/todayling mefid/
pe/anticle/Review +Kebijakan+Penanganan+COvI D+19-eYrExD

Suri.Shoba,Covid?d ond Implications on Gicbal Heaith Governonce®, dlakses
dart  hitps:/Awww.orf online_org/expert-speak/covid19-and-Implications-on- - global-health-
governance-66174/

WHOQ, “Hedith Promotion: Good Governancece”, diakses darl https:/fwww.who Int/
healthpromotion/conferences/Sgchp/goed- governance/en/

“WHO Dikritik, Bagaimana Kinerjenya Menangani Pandemi-Pandemi Sebelum
Covid-19", diakses dani httpsy//www.asumsl co/postiwho-dikritik- bagaimana-kinerjanya-
menangani-pandemi-pandemi-sebelum-covid-19

widhiyoga. Ganjar Peran Indonesia dalam Membangun Giobal Headlth Governance
yang Berkeadilan. Forum Kajon Kebjokan Luar Negerl (FKKLN} Kemerveriaon Lugr Negeri,
Selo, 21 Juni 2012, hal.3



PENDAHULUAN

Coronovirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan strgin wvirus
baru dalam keluarga Severe Acute Respiratary Syndrome (SARS) dan
Middle East Respiratory Syndrome (MERS} yang pernah mewabah
d dunia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2 yang
belum pernah didentifikasi sebelumnya. Virus tersebut berasal dari
kota Wuhan, Cina dengan kasus teridentifikasi pneumonia yang tidak
diketahui etiologinya. Worfd Health Organfzotion (WHQ) menetapkan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakal yang Meresahlan Duna/Public
Heaith Emergency of international Concernt (KKMMD/PHEIC) karena
penambahanjumlah kasus COVID-19 yang tidak terkendali setiap harinya
Sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 dilaporkan total kasus konfirmasi
COVID-19 secara giobar sebanyak 13.876.44 dengan 533.087 kematian
(CFR 4,3%) d 215 negara terjangkit Sedangkan total kasus terkonfirmasi
di Indonesia tanggal 19 Juli 2020 sebanyak 86 521 kasus dengan 4.143
kematian di 34 Provinsi. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat
menuiar dari manusfa ke manusia meiaidi percikan batuk atau bersin
[dropiet).) Rekomendasi standar untuk niencegah penyebaran infeksi
adalah mencucl tangan Secara teratur nienggunakan sabun dan air
bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindar! kontak secara
iangsung dan tidak langsung serta menggunakan masker?

Perhatian Kiinis yang luar biasa terhadap Covid-19 mengakibatkan
pelayanan esensial atau program prioritas seperti pelayanan Kesehatan
ibu dan Anak (KIA) menjadi terhambat. Prograni tersebut harus tetap
berjalan secara optimal, karena berpengaruh terhadap morbiditas dan
mortaiitas ibu serta bayi & kemudian hari. Pada situasi normar. kematian
ibu dan bayi masih nienjadi tantangan besar di Indonesia. Hasil Survei
Demografi dan Kesehatan indonesia

(SDKJy tahun 2017 nienunjukkan Angka Kematian ibu (AKJ) tercatat
171 per 100 000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi {AKB) tercatat
24 per 1.000 kelatwran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum
tercapainya target Sustaingble Development Gogls (SDGs) tahun
2030 yaitu sasaran AK sebesar 70 per 100 000 kesahiran hidup dan
AKB sebesar 12 per 1000 kelahiran hidup.® Agenda pembangunan
berkesan jutan nomor ke-3 inl miasih menjadi saiah satu isu international
yang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR} daiani
pelaksanaan diplomasi parlemen di lshun 2018-2019.*
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negara telah menetapkan keadaan darurat nasional dalam menghadapi
COVID-19  Secara umum, selama keadaan dasrurat, eksekutif ingin
mengakumulasi kekuasaan, memusatkan otoritas dan menjadi
seefektif dan secepat mungkin dalam bertindak Artinya, eksekutif akan
cenderung menghindari proses legislatif yang rumit dan menghindari
pengawasan parlemen ' Jika pengawasan parlemen terhadap lembaga
eksekutif mulas menghilang, tentu proses demokrasi itu sendin akan
dipertanyakan

Lembaga legisiatif sebagai salat sgtu penyambung fidah rakyat
tentu sa@ harus berperan daiam melindungi demokrasi. Meskpun
pandemi COVID-19 belum berakhir, bukan berarli fungsi pariemen
terhenti. Melalui kemajuan teknologi informasi, parlemen  dapat
menjalankan fungsinya sebagamana mestinya Di sini, parlemen harus
menyesyaikan aturan prosedur parlementer untuk bekerja dari jarak
jauh dan bersidang secara virtuai.

Sebagai pilar sistem demokrasi, lembaga legisiatyf atou parfemen
berfungsi untuk menyeimbangkan kekuasaan, mengesahkan undang-
undang, dan mewakiii aspirasi rakyat Agar berhasil meiaksanakan
tanggung jawab ini, legisiator harus memiliki interaksi yang cukup intens
dengan warga negara melalui berbagai piatform digital yang dapat
dimanfaatkan I dilakukan, tidak hanya agar mereka dapat memahami
keprihatinan pubiik, tetapi juga untuk memastikan prioritas warga
negara terwakili secara memadai meiaiul reformasi yang bermakna.
Selain 1w, aktivites ini perlu dilakukan untuk meredakan ketakutan
pubilkk dan memastikan pengiriman bantuan-bantuan ekonomi dan
sosial dari pemerintah ke masyarakat yang membutuhkan. Oieh sebab
itu, peran iegisiatif sangat penting daiam mengawasi kegiatan eksekutif
yang menetapkan kebijakan termasuk kebijakan darurat nasional yang
membatasi kebebasan sipil atau potensi penyalahgunaan kekuasaan
oleh pemerintah

Sementara dalam aspek huburigan internasional yang bersifat
terbuka, doktrin demokrasi iebih mengedeparikan opini publik seperti
hainya péermintaan pubilk untuk iebih transparan dalam mengambil
ataupun menentukan kebijakan luar negeri dan poiitik internasional Di
sini. parlemen harus fkut serta dalam membentuk dan mengendahkan
kebijakan iuar negeri d negara demokrasi, Pariemen sebagai lembaga
perwakiian rakyat tentunya harus berkontribusi menyelesaikan kebijakan

itai Bar-Siman- Tov, “Parliamentary Activity énd Legislative Oversight during the
Coronavirus Pandemic - A Comparative Overview™, 2020. hitps:/ fwww.esealchgate net/
publication/340091555, p 2

" (bid, p.3
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TANTANGAN COVID-19 BAGI PARLEMEN

Pandemi memaksa seluruh negara fokus menangani COVID-19
di lingkup domestik agar tidak menginfeksi warga negara secara Juas.
Langkah-langkah pemerintah di berbagai negara dalam menangani
COVID-19 pun sangatberagam Seperti pembatasan mobilitas penduduk,
pembatasan aktivitas ekonomi, pembatasan kegiatan pendidikan,
lockdown atau karantina wilayah hingga kelonggaran kebijakan fiskal
dan moneter untuk mendukung sektor kesehatan maupun kegiatan
ekonomi seperti subsidi tagihan listrilk, bantuan tunai, penangguhan
pembayaran pajak/pinjaman, ataupun penurunan suku bunga bank.?
Kebijakan seperti ini & masa pandemi tentu merupakan hal yang wajar
dan umum dilakukan Namun, ada ketakutan bahwa kebijakan dar
pemerintah dapat mengancam eksistensi dari nilai demokras itu sendirl.

COVID-19 dapat mengancam demokrasi, = khususnya terkai
legitimasi penggunaan kekuasaan pemerntah untuk mengawas
warganya secara luas. Ancaman ini dapat dikaitkan khususnya dalam
meningkatnya kontrol akan kebebasan berekspres individu dan
media massa Selain itu, penggunaan kekuasaan oleh pemerintah juda
dikhawalirkan mengalami peningkatan dengan menghilangkan check
and balances pascapandemi berakhir.®

Kekhawatiran-kekhaWatiran seperti hal d atas bisa saja terjadi
mengingat COVID-19 dan langkah-langkah yang diambil untuk menahan
penyebarannya (Khususnya persyaratan jarak sosial dan pembatasan
kegiatan kantor pemerintahan), mengakibatkan terbatasnya aktivitas
yang dijalankan dan menurunkan produktivitas parlemen Padahal,
aktivitas parlemen sangat berhubungan dengan kegiatan berkumpul
sepertl pertemuan dar para anggota parlemen/legisiatifsecara bersama-
sama dalam merumuskan maupun menetapkan sebuah kebijakan.™

Parlemen mengalami tantangan baru dan serius akibat dari
Coronavirus yang telah menyebar di banyak negara di dunia. Selain
mempersulit parlemen untuk beroperasi, sebagian besar aturan atau
prosedur parlemen menuntut kehadiran fisk agar sidang majelis dapat
sah. Tantangan berikutnya adalah sebagian besar pemerintah d banyak

® Anirudh Burman, “Intrusive Pandemic-Era Montoring & the Same Old
Survellance State, Not a New One™ Carnegie India, 2020

wFrances Z Brown, Saskia Brechenmacher, dan Thomas Carolhers, "How Will the
Coronavirus Reshape Democracy and Governance Glebally?”. Camnegie Endowment for
International Peace, 2020

" |tai Bar-Siman-Tov, “Covid-19 Meels Poltics: The Novel Coronavirus as & Novel
Challenga for Legslatures”, 2020 hiips /Awww researchgate net/publication/34141307,
p 45
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Dunia tengah dinaung awan hitam berhama pandemik
Coronavirus Disegse 2019 {Covid-19). Penyakit menular yang pertama
kali ditemukan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China ini telah
menyE e secArl manf o kAmpr welurob pegara Sejak o medsgkan
aleh Workl MNedith COngomnotion (WHCY sebiegal panOemik  glebal
poga 11 sl 2020, Cavid- 13 18z monginfeksi H1EB42028 orang
dengan korben merrgosl sebenyek 5H.IT jIwe vang tervekar f 25
negaro.' ementats M, Kondsl o Poonesla pps dalam keadaan yang
it nekdaesativkan. Bagalmans tdak, ningge agisl ol 203 2 BORSS
arang Meloh prsitl terinfaksi Cowd-19 dengar korban, meniiggal dusily
mencapai 3036 jiwa 2 \

Pandemik Covid-19 tidak hanya menimbulkan korban jlwa, namun
Juge feih mermblikan kigks deuangen giogal dmeTarianet Manaary
Fund  (IMF] mempoyekstdan  potburnouhge) chkonat  duees pkin
mengalaEml konrakyl Alse Lembeh negall sebangsk 43 pecsan peoa
talnm 2020 1a? Bartzeighl lapiwan keuangan Lenkan teleh mamped ke
bahwa pandemik ini akan mendarong dunia ke dalam krisis ekanomlyang
belum pernah dibayangkan. Oleh karena itu, penanganannya menjadi
sangat penting melihal dampaknya yang tidak hanya mengancam
kesehatan publlk dan perekonomian global namun juga benmbas pada
sektor ketahanan pangan bahkan dernckrasi diberbagai negara

Besarmpys  dammpak  weng dillmMbulic  dan pangemie o
tnemiAken SRUAD Pegara MBUpUn wigansas vemashenal mEnetn
SEANg upEys penpngsnen MislEl 0 penguunass meadoar efan
eoifleer, socidl Org phpsicol dimiciocing, e fes], Rlogo pen ereesan
kpradg  salavaly flockrioees) ndoneany teEndr) 1050 marinenik
gqugus tugas nelaur Kepeilisan Presden Me 7 Tshun 2020 wrtang
Gugus Percepatsn Pensmgaran Sorone yang dikequs) pis Eepalg
Badein Masipnsl PSPpngguldngan Bencana (BNPE) vorg manad pusat
penangangn Cowid-TS o IndDnedd, Perntdenikan gagus tuges o
dikul dingan pevnelapa UGy swategl dolom menghmda Covkd-1H,
yalll penahganin dedorlagan kesohalsn, jaing pergsman sosel dan
ketahanan ekonomi.*

' WHO Covid-18 Dashboard 4 July 2020, https:/fcovidld who int/, diskses pada 4
Juli 2020

1 Nota Se baron Covid-19 Tanggal 4 Juii 2020, hiips/fcovid19 go id/, diakses pada
4 Juil 2020.

1 IMF, 2020, Wordd Economic Qufook Upndate, fune 2020, hrtps:/ hwwwimfar
en/PublicationsWEQ/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020. diakses pada 27 i
2040

* maman, PRI, 2 ST g Pt Mt O 15 PR NRsTAT,
Jruig Prigeymod Sokt gon Eleeeem wtibago 203 Stonmgl, diphaes jaeds B L
2020
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pertumbuhan ekonomi global o samping aklbat dari tingkat kemiskinan
wang Lngd molohjsk Selaln lu, petd dgangan giebal Juga dapel trenurun
tem, tergonmng Usgamand kedsiimen dan  lnokat penuturan
eksnoml giobal. Ini skett frecywibican Reruguin Skonem] yEng sang
tiocar  khasusnyn Ol negara Derketthang yang Donpariung  pado
perdigpingan * Batan COWIDZ digrovekalkan memdorong  sektat
M o~ 10 s arEng mosuk ke dalam kamabingn ekstiam pada bahun
2020, inbianyn, Ingkat karaigkinen pkcsitem global akan - manine ke
Uiel B.23% poda 2073 reenad BE3% pata 20200

Jikg miedha detn sebaron COVERD pet 26 Jull 2020, IFRCArs
gioha ot 2W5 Hegap yiwg fetpopar Wiy mi kgemwdien 56341 220
orong erkonfimes: pasitt dan 650805 jwa: medinggsl dunia * Selam
bardampok paca ekonond, COVIEWS fuga todaH manimibsion phmrya
gangguan pada hohedl soshl Dampak wios ol g Mmepvasar, gada
Bapek hecelatidtaan Omn kesahialan mental - Adiigm . Sligrisdsas
lerhatiop Doternpe kEEMpok (entang Siana pah BerangEUnag, [aweah
gias koMmuncuian wus Bl pan memgnol pemict ged disktininas) din
roriEma, Y Hanya dalne waktl dus minggu (2 Maret-t Apel 20200
ErzRiMl adz 1135 wasus diskiodnast berkal COVID-1S yang it jubkn
torhadap ridividy yong teresad don Teongeok Ak pAig ampak
Tiapghta o Amenks Seiks Semenisra bers ant-Cing dam anf-Asia
gt Hask grseur@t yeng dboet oleh Presiden Trumtp, pga torlad d
Eopra fibe Aasteslea

Dengarr medinal dompel persobyl, partdeT ir sk MetHan
seldeksetarden poda skala glohal. Dengan demiktan, pencapaien
Sustoinets  Deviiopmenr Goots G060 alas Tuhew PemBanguran
Barketanjiian (TFB] menjadh cukup 4aiin® khususnyd peda TPE ketiga
Flull martapal Kesehman e balk don oesaait irean globat,

' CRS Report, "Global Economic Effects of COWVIDA19", Updated July 24, 2020
hitps/ /it org/sgpicrsfrow/RAG2 70, pdf

' Wordbank, “Projecled poverty mpacts of COVID-19 {coronavirus)”, Jure 8§
2020 nipsiiwwwworldbark reg/en/topic/ poverty/brief/prjected-poverty-impacts-of -
COvID-19

= https //covidT® go.id/

¥ sibiedd Mmlitn, Shesd Roopomitublc  (Sobcy Sominfyt Aesmaricing mo M
BOCK-=SOROONT  IReQTT: of EDIRADC ML March 30ET hopachirodg W arg seyde e
N D00 IS fgrort S -ELarieTis Serprps-of-CovHETE pod

' Flouw. Bigher “Cleand Mallonatam o Ties of e CORRDHHE Pomaeimc”
MR DATiM Bertorn, 113, 3090 LG0T mps . 2000 34
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Strategl tersebut kemudian dituangkan kedalam berbagai
kebijakan mulal dari penyediaan fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan
dan penanganan pasien terinfeksi hingga berbagai bantuan sosial
seperti sembako, listrik gratis, peningkalan Program Keluarga Harapan
{PKH), bantuan langsung tunai desa serta Kartu Pra Kerja bagi masyarakat
terdampak. Selain itu, pemerintah juga menerapkan Pembatasan Soslal
Berskala Besar (PSBB) di daerah zona merah, Work From Home {(WFH)
bagi pekerja dan menerapkan sistem belajar daring.,

Namun tidak dapat dipungkiri berbagai-kebijakan® yang telah
diterapkan belum mampu menahan laju krisls yang melanda ndonesia
akibat pandemik Covid-19. Tidak efektifnya/ sistem pembatasan sosial
yang diterapkan, ambruknya para petugas. keschataniyang kewalahan
menangani pasien, ditambah sikap apatis sebagian’ besar magyarakat
terhadap peraturan pemerintah menjadi faktor-fakioryang menjEdikan
masih sulitnya penanganan. Selain itu, DebearapaR kebijakan justru
metahirkan permasalahan baru, seperti >ketidakjelasan —prograr_Pra
Kerja, penyaluran bantuan yang tidak efektif, serta sistem belajar daring
yang tidak dapat diakses oleh seluruh pelajar semakin menambah pelik
penanganan pandami Covid-19 di Indonesia .

Menilik kompleksnya permasalahan penanganan Covid-19
baik ditingkat nasional maupun global, tentunya dibutuhkan kerja
sama berbagai pihak dalam menanggulangl pandemik ini. Sebagal
negara yang menjuniung tinggi nilai demokrasi, penanganan Covid-19
di Indonesia juga harus mengadepankan karakter demokrgsi
dimana adanya kebebasan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pemeriniahan, yang berarti rakyat ikut menentukan
jalannya pemerintahan, baik melalui lembaga perwakilan maupun di
luar lembaga perwakilan.®* Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari
berbagai elemen dalam menggalang amunisi penanganan pandemi
Covid-19

PERAN PATRON (PARLIAMENT, PHILANTHROPY AND RESEARCH
COLLABORATION) DALAM MENGGALANG AMUNISI GUNA
MENUMPAS PANDEMIK COVID-19

Layaknya menghadapi perang dibutuhkan banyak amunisi
untuk dapat berhasll mengalahkan musuh, PATRON merupakan
sebuah gagasan aplikatif yang berupays menggalang amunisi dalam

® Bahder Johan Nesution, 2014, Negora Hukum dan Hok Asosi Manusio,
Bandung CV.Mandar Maju, Hm 58,
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menanggulangi pandemi Covid-19 melalui kolaborasi tiga elemen
penting yaitu:

1 Parifament Strengthen {(Amunisi Kerja Sama internasional)

Amunisi pertama dari konsep PATRON inl adalah penguatan
peran parlemen dalam melaksanakan kerja sama Internasional. Hal ini
menjadi konsen utama mengingat Cowid-19 merupskan permasalahan
global yang harus diatasi dengan pendekatan muitilateral. Kunci
keberhasilan amunisi ini berada ditangan ‘Badan-Kerja! Sama, Antar
Parlemen (BKSAP) DPR RI. BKSAP merupgkan alat kelengkapar dewan
yang berperan sebagai ujung tombak diplomasi parlemen yang mremiliki
fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkart 'ﬁ_ubungan
persahabatan dan kerja sama antara DPR-dan pa*ﬂemen- mégara lain
termasuk berbagai organisasl internasional yangreRghifipun;parlemen
dan anggota parlemen ®

Untuk mewu judkani penguatan kerja sama internasional ni dapat
dicapai melalui dua hal. Pertama, melalul inisiasi gerakan. BKSAP harus
bergerak aktif dalam menginisiasi kerja sama internasional dengan
memanfaatkan keanggotaan organisasi parlemen. Mulai dari tingkat
Asla Tenggara melalui Asean Inter-Porliementary Union (AIPA). regional
Asia Pasifik melalui Asio Posific Parfiamentarion Forum Globol Heoith
(APPGH), serta meialui inter Porliocmentary Union (IPU) ditingkat global.

Terselenggaranya webinar antara BKSAP dengan APPGH pada
21 April 2020 merupakan wujud tanggungjawab BKSAP dalam menjalin
kerja sama pananggulangan Covid-19 di Asia Pasifik, Sebagamana
dikemykakan oleh Ketua BKSAP Fadli Zon bahwa webinar ini menjaci
salah satu langkah konkret antara DPR dengan APPFGH untuk berbagi
gagasan, ide, dan data terklni terkait masalah kesehatan, khususnya
perkembangan penanggulangan Covid-13 di tingkat regional maupun
internasional 7 Upaya seperti inllah yang harus terus dilaksanakan
oleh BKSAP sebagai jalan pertukaran informasi, riset, dan pengalaman
berbagai parlemen dalam menanganl pandemi Covid-19 di negaranya
masing-masing.

® Pasal 1% ayat {l8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ma)elis
Fronuaylvvab il Aoloyyl Dups e Ferweidin Ao, Cowet Cuisabile] Desmn, oo
Creventt Parcusws limt Ryl Duwsral Seohmphaisus cutins cuifedl Lrs e Ledeeg Mesii
{2 Tubizt JTHienang Mec et Kenge s Urmhibgomieng Momor T e 200),

' DPR. DTy PASAR  PEenmr  Tom Weigkr MEsAMgipn ol den  Foenge
Lemt  plomns  Podrisn Dol s Vit £ e b | LT W I m T S AP
PerbumisTaagpinihaEgpe iminmedir dxio-PogBs 1Lt B pbomatliFakinfan
diakses pada 27 Jumi 2020
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Langkah kedua adalah imptementasi gagasan hasil kerja sama
internastonal. BKSAP harus mampu membawa gagasan pengalaman
negara lain yang sukses menangani Covid-19 kedalam bentuk
implementasi konkret d Indonesia Misalnya saja kebijakan penanganan
Covid-19 d Korea Selatan yang menerapkan tiga mekanisme utama
yaity, () pemberlakuan rapid test massal, (2) partisipasi sukarela setiap
warga untuk melakukan karantina mandiri dan pembatasan aktivitas,
serta {3) memberikan kecepatan dan transparansizinfarmas:.’, Kebijakan
yang terbukti mampu menekan laju penyebaran Covid:{9. lanpa
menyeleNggarakan total Jockdown ini dapat menjadi referensi, bagi
pemerintah dalam membentuk kebijakan-Kebijakan efektif dalam upaya
penanggulangan pandemik,

Kerja sama multilateral yang diinisiasi olen BKSAP ini juga harus
diikuti dengan aktualisasin tiga fungsi utama parlemen yaitu’ legislasi.
penganggaran, dan pengawasan dalam merespon _pandemi Covid-13.
Dalam fungs! legisiasi, DPR harus mampu membuat prioritas kebljakan
dan memastikan bahwa kebijakan tersebut mampu menjadi solusi
penangan pandemik. Sementara sebagai pemegang fungsi anggaran.

- DPR harus mengetahui dan mengkritisi prioritas penggunaan anggaran

dalam merespon krists ekonomi akibat Covid-19. Dan yang terakhir
adalah fungsi pengawasan d mana DPR harus méemastikan bahwa
pelaksanaan penanganan pandemi Covid-13 yang dilaksanakan oleh
pemerintah dapat berjalar efektif dan tepat sasaran

2. Spirit of Phifanthropy (Amunisi Gotong Royong)

Mewabahnya Covid-19 telah membawa krisis ekonomi yang
tentunya sangat berdampak pada seluruh lapisan masyarakat,
khususnya masyarakat menengah kebawah Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) massal, ambruknya berbagai Usaha Menengah, Kecil dan
Mikro (UMKM), meningkatnya angka kemiskinan menjadi dampak
negatif yang tidak terhinddrkan, Namun, peliknya permasalahan ini
juga memicu semangat gotong royong masyarakat Indonesia melalui
gerakan filantropi yang diinisiasi oleh berbagai kalangan. Mulai dari
pemerintah, swasta, lembaga kemasyarakatan, komunitas-komunitas
hingga individu. Oleh karena itu, sprit of phifonthropy menjadi amunisi
kedua dalam konsep PATRON sebagai upaya menggaiang bantuan
untuk korban terdampak pandemik.

* DPR, 2020. Webminar BKSAP Husilikan Poin Penting Penangonan Covid 19,
htip: /rww dpr.g0 id/berita/detal I/id/28493/1/Webminar+BKSAP+Hasilkan+Poin+Penting+
Penanganan+Covld-19, diakses pada 27 Juni 2020
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fstilah filantropi sendiri berasal dari bahasa yunani, philos
(cinta) dan anthropos (manusia) Secara harfiah filantropi adalah
konseptualisasi dari praktik memberi (giving), pelayanan (services} dan
asosiasi {agssociagtion) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang
membutuhkan sebagal ekspresi dari rasa cinta® Semangat filantropi
ditengah pandemik dapat dilihat dari beragamnya platform mulai dari
Filantropi Tanggap Covid-19, yaitu platform daring yang berisi data dan
perkembangan terakhir dari berbagai inisiatif filantropi untuk membantu
pemerintah dan masyarakat di tengah pandemik Platform ini telah
berhasil menggalang dana hingga 702 miliar dan telah didistribusikan
ke 102 kegiatan.

Inisiasi gerakan juga digagas oleh BPIS Kesehatan, IDI, dan
Republika melalui Gotong Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegsh
Corona (GEBAH Corona) yang berypaya melaksanakan penggalangan
dana untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga
medis" Sementara itu, organisasi keagamaan sepertl Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah membentuk gugus tugas penanggulangan
Covid-19 Gugus tugas ini melaksanakan penggalangan dana,
membagikan masker gratis, pemanfaatan rumah sakit orgamsass,
memberikan bantuan pangan, serta edukasi protokol kesehatan yang
dilakukan hingga ke pedesaan ® Selain itu, ada pula program Kawai
Covid19 yang bergerak untuk rmenyediakan informasi terpercaya seputar
Covid-19 melalui media sosial™®an berbagai gerakan filantropi lainnya
yang melaksanakan pengumpulan dan penyaluran dana baik melalui
media (cetak maupun elektronik) maupun kampanye tokoh-tokoh publik
sepertl selebriti dan influencer

Melalui amunisi yang kadua ini diharapkan mampu mendorong
lebih banyak pihak untuk turut berpartisipasi, bergotong royong dan
membanty pihak terdampak Covid-19, serla membantu menyediakan
saraNg dan prasarana penunjang penanganan Covid-19. Hal ini

* John M Echals Dan Hasan Shadily,1997, Kamus [nggris Indonesia, Jakara
PT Gramedia, Him 427

¥ Fiiantropt Tanggap Covid-19, 2020, Tentang Komi, hitps //covid19fliantropi it
lentang-kaml/, diakses pada 30 Junl 2020

" Humas, 2020, Geboh Corona: BRJS Kesehaton, WM. don Republita  Ajok
Masyorokat Gotang Royong Donass Uniuke Nokes, hittps://www.bp)s-kesehatan.go «f
bp) s/post/read/2020/14 80/Ge bah-Coron a-BP 5-Kese ha ta n-1 Di-da n-Re pu bif ka-AJ ak -
Masyarakat-Gotong-Royong-Donasi-Untuk-Nakes, diakses pada 30 Jum 2020

2 Anita Yosshara, 2020, Cohaya Ditengah Kobut Covid-19. htipsy/bebas kompas
id/baca/bebas-akses/2020/04/19/cahaya-cli-tengah-kabut-cowvid-19/, diakses pada 29 Jum
2020

Bawal Cownd-19. 2020, Kownl Covid-19, https fkawalcovidi9d/, diakses pada
30 Jum 2020
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menunjukkan betapa pentingnya peran serta seluruh lapisan masyarakat
sebagai kunci dalam menghadapi Covid-19

3. Research (Amunis! llmu Pengetahuan)

Riset adalah satah satu etemen vital yang paling dibutuhkan dalam
penangguiangan pandemi Covid-19 Meiaiui nset yang komprehensif
tentunya akan melahirkan data yang akural serta  berhagal inovasi
dalam mendukung kebijakan penanganan Covid-19. Oleh karena itu,
amunisi yang ketiga dalam konsep PATRON ini adaiah mendorong riset
dan inovasi dari berbagai organisasi internasional, lembaga penelitian,
serta perguruan unggl untuk terus berupaya menemukan vaksin. fasiitas
kesehatan serta metode pencegahan dan deteks] Cowd-19.

WHD sebagsl badan khgsud Persenicatan: Bragss-Bangss, [PRE}
meermilied oforlas utama HAlam pelaksmmaan fek Fias kEeharan. yang
ik fungsi dhanlatehys membeniu pamesntehdesm mgniiokatkd
pilryarin kesehatan, mengamil Nt kampany & uhtue menghepus
Spdemt, endermd, dan peryAll @nnyd eate meskeanskan pregram
kesghaton & bamuah nesgors ™ Cligh ks o, WHO mamili] tenogleng
pawat besal Zatam penangreten gandeesl Codd-¥8 Mamun, mslihsy
iaju penyebaran yang semakin meningkat setiap harinyz memuncuikan
pertanyaan besar terkait kinerja badan PBERB ini

Berbagai kritik tajam atas kinepa WHO dalam menangani
pandemi semakin mencual, sepertt Presiden Trump yang menghentikan
Dantuan dana karena WHO dianggap bdak transparan dan lambat
menangani penyebaran Covid-19.% Tidak hanya itu, lebih dari 100
negara mengusulkan rancangan resolusi yang menyerukan WHOQO
meiakukan evaiuasi mandiri atas penanganan Covid19, serta
memprioritaskan pemerataan akses yang universal, tepat waktu, dan
fier jangkau untuk produk kesehatan termasuk obat-obatan dan vaksin
Covid-19 '* Mengingat hai tersebut, tentunya WHO harus berbengh
dan meningkatkan kinerja khususnya mengenai keterbukaan informasi
serta jalur koordinasi yang jelas. Pendekatan muitilaterai menjadi kunci,
dimana setiap negara saling bekerja sama bertukar informasi hasil riset,
upaya penanganan serta inovasi-inovasi demi terwujudnya dunia bebas
Covid-19.

¥ Manfred Nowak. 2003, Pengontar Pada Rezim HAM Internasionol, Pustaka
HaAM Raoul Walienberg Institute, Him 152

* Potak Patrogl Nainggolan, 2020, Kontrovers! Kebllokon Ameriko Serikot
Terhadap WHO, Jurnal Info Singkal (Kajian Singkat Ternadap Isu Aktual dan Strategis), Vol
. No. 91/Puslit/Mer2020, Hm 10.

* Draft Resolution of Cowid-19 Respons of 73 World Health Assemply A73/Conf/!
Revl, 8 Moy 2020
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Riset juga terus diupayakan oieh pemenntah Indonesia dengan
membentuk kensorsium uniuk menangani Covid-19. Konsorsium yang
becrsignolaken berboapal (eminags  pensltian O pawen  Sooendins
KEmentersn Riset dan  TemnddogiiBxkn Rsel  Inowssi  Mashonnl
[MemennslcBRINY senect Lembaga lieiu Pengetahusn indomesia LRI,
pergruruan Unggl, Penadien dan Pengoemean gan (LitGang), Kemenloran
Kesehitan serta moilbatian pingk swosts mayupun Bagan Ussha Mk
Negara (BUMN} Melaivi pembentukan konsorsium ini  diharapkan
mampu mengakselerasi Upaya penanganan pandemi Covid19 d
Indonesia.

PENUTUP

Pandemik Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak
megatl e dad koBdn e, kbl ekoms K engh o parigan i
meaganEm demokrasi & Derbagdl wegses. PATRON -{Farfoment,
Eriontiropy Gnd Resnarcn Colfoboraion] Merupakall sebuah gagasan
Hpmpranensd sebagfl wpayd 1Tenogaitng ardnis dalam Menumpos
pargdeimik Covii10 Kpiahdmss s olgmeh pending wielk parissen
webbgal yung tombak kKeja sterd rfernesionel,  likMiopl sHhagald
pErvujutan goisng Toyorg S8dm membaniu BHhak Errinmpeic sern
pertepatat HE) dem) T W auofy e uRbsk o cemdnganan lorsenaten
yang pibma. wedsld holabored ketign eemen i dinorsdon depat
manjad! amunis) telbgih SHan mphumost pandemih Cowvid-t9
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luar negen dan masalah internaslonal yang kompleks, yang beldampak
pada kehidupan warga negara. Kegiatan parlemen seperti inilah yang
disebut sebagai diplomasi parlemen.*

UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN GLOBAL LEWAT
DIPLOMAS! PARLEMEN

Diplomasi parlemen dapat menjadi sarana mempromoslkan kerja
sama antarnegara dalam rangka mencapai peldamaian, demokrasi,
dan pembangunan. Bagaimana caranya? Anggota Parlemen dapat
menjetaskan dan mengklarifika=: posisi resmi negara mereka kepads
anggota parlemen talnnya. Keglatan negosiasi, interaksi dan persuasi,
memainkan peran penting dalam kegiatan diplomasi -paremen
untukk mencapal konsensus dalam perumusan setiap resolusi atau
rekomendasi terkait isu-isu spesifik yang sédang menjadl perhatian
dunia.”® Untuk saat ini, isu spesifik yang perlu mendapatkan perhatian
lebih darl parlemen adalah mengenal virus cofona yang muncul pertama
kali & Wuhan, Ttongkok pada Desember 2019

Coronavirus hatus dislkapl sebagal masalah global yang
membutuhkan keérja sama dan solusi bersama melintasl batas-batas
negara. Di sini, anggota partemen harus memastikan bahwa koneksi dan
|arfrigaty lnlernaslong] QIpEahEnkes SELACE WAYE REeNgErmdkangEn
vidkdl o, Bediag Mfaommagl lentang dardeml global den penyelarmms,
s8re bagalmans memnpsfahanican  sbolkel Gemokeesl A oengsh
krisis kasblhaian yong Sodang masands culva sakirang BR Padomen
dan anggota parlemen harus bekerja bersama di seluruh komunitas
internasional dalam rangka pemulihan resesi untuk jangka panjang *

Indonesia sebagal salah satu negara yang menganut demokrasl
tentu harus ikut seria dalam memperkuat nilal-nilai demokrasi d tengah
COVID-12 yang telah menumbuhkan rasa skeptis daiam menjalin
hubungan Internasional. Terleblh, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
(BKSAP} telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral {GKSB) dengan 102
parlemen dari berbagai Pegara.” Di samping itu, anggota parlemen dan

i Bofiry, Thimmeranc  aixd wfiichert fawige policyT. EU Yiooimp Pape
RECAS 05T Roten Schuftn Caner S Aguanmmg Sfuchea B fyaan Lk oy
bmolhoils, @y

Murammod St Tawsr owi Rbamm Morertmned  Despd “Porlamsel il
T g ol b= 15 e P, = LA Sorwrionl Sxdeeinpm Wl 16 MG, X ) HE B 68

Frnimmoreyy Askcimter), Cowet Xl Oethiising Podiottsnimy

Cremacrroy. CEA roak? For Cemmmorepanht Pampmenty Lend, WK, Sl 3080, o M

Ryt P wiHilmn Babyol Indoresin, “Hipkemml Potsmertss Siplomssl amg
Chmrretar Ay AL g L b s v PV WP - L YO o | S B E g &
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melalui penilaian risiko yang tepat waktu dengan pemantauan dan
investigasi lapangan;, mendukung negara-negara dalam sefiap sikius
metalui kesiapsiagaan, respen dan ketahanan, optimallsasi perawatan
kesehatan untuk mengurang angka kematian;'serta Membangun dan
mengelola Mekanisme global untuk Meénangani dimensi internasional
dari pandemi.

Kondisi pandemi mendorong tebin banyak kegiatan berbasis
digital peningkatan multliateralisme yang bisa dilakukan adalah dengan
pembangunan soft-power dipiomocy dan mengintensifkan diplomasi
melalui berbagi literasi dan bantuan berbasls digital. Dengan semakin
pesatnya perkembangan teknologi informasi pada proses globalisasi.
hubungan dengan pihak luar cdlapat berjalan lebih cepat. Peningkatan
diplomasi dan kerja sama dalam optimalisasi teknologl inl, Membuat
hubungan antarnegara akan bersifat positive sum dan berdampak
positif dalam langkah mitigasl pandemi.

Kondisi ini memungkinkan pembafgunan soft-pewer diplomacy
melalui intensiflkasi diplomasi digital sebagal kunci mengatasi pandemi
Diplomasi digital telah dimanfaatkan sebagai platform menyebarkan
pesan perdamaian, Menguatkan kerja sama ekonomi, mefindung warga
negara serta Memajukan pembangunan.® Penyesuaian akan cepatnya
transformasi digital dan kepentingan bersama dari negara-negara untuk
membentuk kesatuan dan solidaritas dapat lebih mudah dilakukan
secara digital Hal Ini memungkinkan adanya pelsksanaan langkah-
langkah mitigasi yang lebih efektif dengan cara berbagi bantuan serta
Iterasl berbasis digital sehinggs diplomasi yang sudah terjalin antara
indonesia dan negara-negara fain tetap berjalen dengan baik sekaligus
mengatasl permasalahan pandemi

Langkah mitlgasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi
pandemi COVID-19 adalah dengan berbagi bantuan serta literasi
terkait pemanfaatan dan pengoptimalan sistem teknologi inforMmasi (T
berbasis big doto hingga georeference, mengingat teknologi tersebut
dapat membantu pemerintah menelusuri riwayat perjalanan pasien
terjangkit serta mengidentifikasi orang dalam pengawasan (ODP)
Pemanfaatan teknologi ini melalui aplikasl yang dibuat khusus, dengan
fitur geotogging dan geolocation yang dapat mencatat riwayat lokasi
orang yang mengundubh dan memberikan nformasi kepada mereka

¢ Kementerian Luar Negeri Republlk Indonesia {2019), “indonesia Goungkon
Opiomasi Digital d Kowosan”, diakses dari https://kemly.go id/pontal kiread/S84/berital
ndonesia-gaungkan-diplomasi-digitali-di-kawesan, pada 22 Juli 2020
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berbagai belahan dunia seperti Armenia, Guatemala, Indonesia, dan
Kosovo telah terhubung dengan konstituen mereka masing-masing dan
berbagi pembaruan tentang COVID-19 melalui Twitter dan Facebook.®

Sementara dalam konteks multilatera, Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen {BKSAP) DPR Rl telah menyelenggarakan pertemuan
virtual dengan Asia Pacific Parliamentarian Forum on Global
Health (APPFGH). Dalam rangka mencapai TPB No 3, forum ini men jadi
wadah bersama dalam menggalang solidaritas parlemen membangun
kerja sama strategis antara DPR Rl dengan APPEGH terkait tata kelola
kesehatan d Asfa Pasifik. ® Selain melalui APREGH, BKSAP befpartisipasi
datam World Parliamentary Forum On Sustainable -Development
(WPFSD) dan Open Government Partnership (OGP) Global Summit, Di
sini, parlemen Indonesia melalur BKSAP dapat memberikan inisiatif untuk
membangun kolaborasi antarparlemen dalam mendukung pemanfaatan
teknologi untuk mengatasi kemiskinan dan —ketidaksetaraao (global
Misalnya menciptakan kolaborasi antara pelaku-gelaku ekanomi digital
maupun Digital Agricuftural Renaissance sehingga sustgingble food
system dapat terwujud dan memberikan dampak pada kesehatan dan
kesejahteraan global.

Tenw fokus utama dalam membangun kerja sama secara
bilateral maupun multilateral harus diperluas dalam menjalin kerja sama
dengan negara-negara d dunia untuk metakukan shoring responsibyiity
dalam menghadapi COVID-19 sebagai upaya pengejawantahan fungsi
diplomasi parlemen

COVID-19 harus disikapi secara bersama oleh negara-negara
d dunia untuk mengatasi berbagai dampak sosial maupun ekonomi,
yang ditimbulkan cleh pandemi inl. Virus ini juga telah menyumbangkan
tantangan yang sangat besar dalam kehidupan manusia secara umum
dan bagi lembaga tegislatif secara khusus dengan parlemen berfungsi
sebagai sebuah lembaga yang mengawal demokrasi dan mengawasi
kebijakan pemerintah

Kebijakan pembatasan sosial, karantina wilayah, pembatasan
kegiatan bisnis, pendidikan maupun pembatasan transportasi, harus
disikapi dengan serfius oleh parlemen dengan tetap melakukan
pengawasan mema nfaatkan platform digital dan perke mbanga nteknologi
informatika. Oleh sebab itu, parlemen harus tetap menjalankan fungsinya

"NDI, "Parllaments Respond to Cowld-19", Aprll 3, 2020 htips:/Awww.ndi orgfour-
stories/parllaments-respond-cowid-19

" Redaks| Kastara.“Memperkuat Tata Kelola Kesehalan df Asia Pasfik Lewat
Diplomasi Parlemen”. 6 Mel 2020 hitpsJ//kastara 1d/06/05/2020 /memperkuat-tata-kelola-
kesehatan-di-asia-pasifik-le wat-diplomasi-parlernen/
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aturan yang disepakati untuk menghubungkan para aktor dalam sistem
tatanan internasional ?

SOFT-POWER DIPLOMACY BERBASIS DIGITAL

Parlemen Indonesia perlu meningkatkan lebth banyak soft-power
diplomacy dan mengintensifkan diplomasi agar terbentuk norma-norma
internasional diplomasi Pengoptimalan pada diplomasi tersebut dapat
disesualkan dengan penerapan democrotic peace theory. Hal ini perlu
dijalankan oleh berbagai aktor mular dari masyarakat. pemerintah, sektor
swasta, organisasi antarpemerintah/Intergovernmental Orgonization
(IGO) serta ofganisasi nonpemerintah/Non-governmental orgomization
{NGO) 5 Dengan diplomasi total, upaya yang dilakukan akan semakin
berjalan efektif dan fleksibel serta mendorong langkah yang kreatif dan
inpvahif dalam mengatasi pandemi.

Selain itu, Indonesia perlu lebin dahulu menguatkan koordinasi
parlemen d dalam negeri serta membangun transparansi Sehingga
terhindar dari adanya miskomunikasi yang dapat memecah belah
soliditas internal Dengan penguatan tersebut, diplomasi antarparlemen
dapat bermanfaat secara internal maupun eksternal yang ditandai
dengan meningkatnya multilateralisme

Dalam rangka peningkatan multilateralisme, Indonesia periu
lebih aktif berinisiatif untuk terlibat dalam agenda-agenda institusi
internasional serta membangun kerja sama dan diplomasi yang lebih
baik dengan berbagai negara terutama di kawasan Asia Selanjutnya,
Indonesia perlu meMbangun rasa simpah dan menyerukan panggilan
kemanusiaan serta MeMpangun kesadaran inlernasional dalam setiap
agenda multilateral melawan pandemi

Institusi  internasional juga ikut berperan penting dalam
peningkatan multilateralisme Maka, parlemen perlu mendorong
peningkatan pefan berbagai institusi internasional. Hal-hal yang perlu
didorong sepertl peningkatan basis bukti dari pandemi sehingga dapat
menjadi sumber informasi bagl negara-negara untuk pengambllan
keputusan nasional Maupun internasional; melindungi mMasyarakat

4 \dit Syawfl, “impiilkas’ Pandemi Cowid19 terhodop Hubungon internasional.
Menuju dunio Paska-Liberal, dalam Jurnal limish Hubungan Internasional Universitas
Katolk Parahyangan, Edisi Khusus, Aprl 2020, him 5

5 BKSAP (2019), “Respon Tontongan Global BKSAP  Aklif  Lokukon
Diplomast, diakses dari hitp:/ Awww.dpr.go d/berna/detaifid/26764/t/
Respon+ Tantangan+Giobal%2C+BKSAP+Aktf +Lakukan+Diplomasi, pada 20 Juli 202C
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khususnya untuk bersame-same dengan pemerirtah menghadapi
COVID-19 dan resesl ysng ditimbulkan. Parlemen harus menjaiin kefja
sama dengan parlemen dunla jainnya dalam berbag Informasi terkdnl
mengenal COVID-19, pembustan vaksin maupun komitmen bersama
mewujudkan kesehatan yang belk dan kesejahteraan global




masyarakat internasional Resolusi ini Menunjukkan Indonesia tetap
aktif menjalankan diplomasinya di PBB 2

YANG DAPAT DILAKUKAN PARLEMEN DALAM MULTILATERALISME

Dalam penanganan pandems, Parlemen Indonesia tetap
menghadapi beberapa tantangan kedepannya Pandemi dapat
mengubah pola dan struktur bermasyarakat maupun bernegara. Isu
Panderm inijuga dapat mengancam keamanan nasional dengah adanya
penciptaan konflik internasional melalui perubahan pada  struktur
balance of power antarnegara, membentuk instabilitas pada ekonomi
mauvpun politik, dan menciptakan kritk dan perdebatan terhadap
kebijakan |luar negeri yang diambil suatu negara,

Untuk mengatasi tantangan tersebut Parlemen INdonesia periu
untuk menerapkan lebih dalam ‘Democrotic peace  theory’ dalam
pengambilan dan penerapan kebijakan Asumsi dasa® pada teori ini
adalah negara-negara yang Menerapkan pfinsip dermokrasi hampir
tidak akan menimbulkan peperangan satu dengan lainnya sehingga
terjadi perdamaian dan Menjaga stabilitas giobal. Teori ini juga sering
diklasifikasikan melalui perspektif liberal mengingat ada kesamaan
asumsj tentang dunia akan dapat mencapal perdamaian internasional
apabila ada saling ketergantungan antarnegafa serta dengan adanya
institusi internasional 2

Saat ini. isu pandemi COVID-19 sudah termasuk dalam
permasalahan global dan menjadi perhatiah semua masyarakat
internasional. Setiap negara perlu menyelesaikan persoalan tersebut
bersama-sama mengingat telah adanya wujud saling ketergantungan
dan keterkatan dalam berbagi informasi, pengetahuan dan bantuan d
era globalisasi. Untuk itu. multilateralisme periu dirawat dan ditingkatkan,
menggunakan mekanisme operasi berdasarkan prinsip dafi democrotic
Peace theory. Dengan demikian. multilateralisme dapat dicapai melalui
pengoordinasian berbagai institusi internasional kepada setiap negara-
negara anggotanya Institusi internasional dibangun berdasarkan kerja
sama yang saling menguntungkan dan diatur dalam nofMga, pfinsip dan

? Dani  Prabowo {2020} “PBB Haslkon Resolusi Perteng  Cowvid-19,
Indonesia  fkut  Menggogos™, diakses dari  Kompas: https://nasionai kompas corm/
read/2020/04/03/13520021/ pbb-hasilkan-resolusi-pertema-covid-19-indonesta-lkut-
menggagas. pada B Juh 2020

? ldo Oren, “Democralic Pegce”. diakses darl Encylopaedia Britannica: https:/!
www britannica.com/topic/democr stic-peace, pads B Juli 2020
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Kasus COVID-19 sudah dinyatakan oleh World Health
Organization (WHOQ) sebagai pandemi berskala global dengan
penyebaran geografis yang meluas Pandemi memberikan pengaruh
yang besar terhadap perubahan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan
budaya d setiap negara serta merubah struktur tatanan internasional.
Selain itu, pandemi ini juga mengubah setiap individu agar terbiasa
menjalani pola hidup baru atau “the new normal” yang membuat setiap
warga hidup berdampingan dengan virus Kondisi “the new normal”
inl bukan hanya mengubah setiap Individu, melainkan juga kehidupan
demokrasi Indonesia ke depan bak dalam maupun luar negeri. Kondisi
pandemi COVID-19 juga mendorong peningkatan kegiatan berbasis
digital.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

Parlemen Indonesia dalam ranah internasional terlihat berperan
melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Badan tersebut
berupaya untuk terus membangun komunlkasi yang erat untuk
peningkatan kerja sama dalam hubungan bilateral maupun multiateral
untuk menangart dampak pandemi Hal ini terlihat dengan adanya
keterlibatan aktif BKSAP dalam forum-forum diskusi internasional,
seperti perannya dalam Persatuan Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary
Union) serta dalam APA (ASEAN inter-Parliamentary Assembly)' Selain
ity, Indonesia juga memperkuat hubungan dengan beberapa negara
Hal Ini terlihat dengan adanya kesepakatan kerja sama dan beberapa
bantuan yang diberikan dalam menangani permasalahan pandemi.

Indonesia juga ikut menjadi pelopor dari Resolusi Pertama PBB
mengenal COVID-19 yang berjudul “Global Solidarity to Fight Covid-19"
Dalam resolusi tersebut, terlihat adanya pengutamaan terhadap
peningkatan persatuan dan solidaritas antarnegara serta perlunya
kerja sama Internasional dalam upaya mengatasi dan meminimalisasi
dampak pandem global Resolusi menegaskan peran sentral PBB
yang melakukan upaya koordinasl internasional dengan meminta
setiap negara bekerjasama dalam menekan pertumbuhan virus yang
pesat melalui pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan oleh
para imuwan dan praktik baik dari setiap negara Resolusi ini juga
menempatkan WHO sebagai pusat koordinasi dengan semua elemen

' BKSAP (20200, “Webminar BKSAP Hasitkon Pomn Penling Penongonan
Covig-19, diakses dari http/ fwww dprgo id/berita/detall/id/ 28493/t
Webminar+BKSAP+Hasilkan+Poin+Penting+Penanganan+Covid-19, pada 18 Jun 2020,




Memasuki tahun 2020 masyarakat global termasuk Indonesia,
dikejutkan dengan munculnya virus Covid-19 yang kemudian menyebar
hingga menjadi pandemi setelah jumiah infeksi di seluruh dunia mencapai
lebih dari 121.000 terhitung sampai fl Maret 2020. Meskipun menjadi
Raau petmasdaben giobnl, panderml Cowid-12 mombedkan darmpak
poaill techedap kabbphan paitk LA regedl SJmo megra LRUsusms
dalam  opdys peakighalae. besm serna Inlemasiotal. D tengah %l
panceml  loarjy 8AME |rtecnaslonnl mETUIAKD, BLEHE (il yang mautink
difakilhan etk mergales  mosalyli remmy Euul-l'.‘H'EL”.. KEyn  wama
mternasional yang berlandaskan multllater&hsme dlbutuhkan dengan
semannel wierens) dor sofideies, Golsey nal il garemen | ki
DEIAn yAny Segrifan O8T0m perrn,-mmlﬁﬂr Iaii ,ﬁulfbmi{ql.f yang
Hepat membitow Fampak wouAl, Dotk SanELhnbin setary JlEtHpaung
kepaain makyEl gnlard isin cETaH mﬂaﬂuﬁ:nn ‘itégepﬂlmmh e
TR intenmalonnl oergan oerbags phak ﬂgi'ﬂ ﬂ’m :F:-ga'l‘:l Hodare
fal peoghdesn pardlian  kesehalan. uburqamum pﬁigﬂmﬁﬂnqm
Infarmasi  peneaganEn TS hinggd  pengEMDOCEFN ek,
pEmbeniics gugus fudes of tngkal yasg Bodh tngoi sods masls
by b Bikarepkon melplul kede satin inl mullisieal s dl
CAMGETY IdarrASkoal depat memnbkal 030 pandent yang sedong
terjadl dapat segera teratasi

Kata kunci; multilateralisme, kerja soma internasional, parlemen
LATAR BELAKANG MASALAH

Memasuki tahun 2020, masyarakat global termasuk Indonesis,
dikejutkan dengan sebaran virus bernama Corona {lebih dikenal dengan
Covid-19). Kasus dan awal penyebaran Covid-12 Ini diduga berasal dari
Kota Wuhan, China, pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar
secara global ke seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia {WHQ)
menyatakan virus tersebut sebagal pandemi global setelah jumiah
Infeksi di seluruh dunia mencapai ‘ebih dari 121.000 terhitung sampai
M Maret 2020" Melansir data dari situs kompas, Sabtu (25/7/2020),
jumlanh kasus Covid-19 d dunia adalah sebanyak 15,9 juta kasus dengan
angka kematian yang hampir mencapal 642 ribu kasus dan sebanyak
97 juta pasien dinyatakan sembuh?, Oi indonesia sendir, dilansir dari

' https/fwww, kompas, comv global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-
vinH—rorona-sebagar-pandemi-global, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 0902 W8

Z nttpsiwww_koinpas. com/tren/read/2020/07/25/072500965/update-corona-
di-punia-25-juh-15-9- juta-tennfeks-kasus-kematran-pertama. diakses pada 25 kil 2020
pukui 09 30 WiB
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efektif, efisien, dan berkeadilan Contohnys Indonesia saat ini sedang
mendukung rencana G20 Action Plan dalam menghadapi krisis sebaga
referensi respons kebljakan untuk meminimalisir dampak wabah COVID-
192 G20 (Group of 200 merupakan forum internasional yang terdiri
dari 20 negara, bank sentral, dan Uni Eropa Plan tersebut diharapkan
dapat mengambit peranan penting dalam hal memadukan kebijakan di
area kesehatan, fiskal dan moneter. G20 Action Pian dianggap penting
karena misinya yang sejalan dengan himbauan IMF dimana kebijakan
kesehatan harus disertai dengan kebijakan fiskal, moneter, keuangan,
kerjp sama internaslonal [multilateral ' dan regional), . peningkaan
kepercayaan global, dan upaya-upaya percepatan pemulihan ekonomi,
Selain Itu, Indonesiajuga mendukung rencana perguatan kerja sama d
kawasan ASE AN di mana dalam hal ini terdapat. dua komitmen yang telah
disepakati. Pertama, berisi komitmen untuk memperkuat solidaritas dan
mekanisme kawasan guna Mawujudkan kawasan ASEAN yang kokoh
dan mampu mengatasi tantangan dumia saat Inl seperti mengurangi
dampak Covid-19 melalui rencana pemulihan yang komprehensif dan
komitmen realisasi tepat waktu “ASEAN 2025: Forging Ahead Together”
serta menekankan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Dan
kedua, para pemimpin ASEAN sepaket untuk mengembangkan SDM
yang kompeten dan siap menghadapi perubahan duma*

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraiken, dapat distmpulikan
bahwa peran parlemen dalam meningkatkan multilaternlisme lewat kerja
sama Internasional dapat dilakukan antara lain dengan tara mempela jarn
pengalaman negara yang berhasil dalam menangani  pandemi,
pembentukan gugus tugas Internaslonal, melakukan kesepakatan kerja
sama internasional dan memfasilitasinya serta mendukung pertukaran
infermasi, rencana giobal, pengembangan mythbusters hingga niset
pengembangan vaksin dengan berbagai pihak di tingkat internasional

" https/fwww b go id/id/ruang-mediaf slaran-pers/Pages/sp_223220 agpx,
diakses pada 25 Jull pulkdt B 45 WIS

“ htlps./fwww. pikitan-rakyal.com/ raisiona!/pr-01577895/presiden-a jak-negara-
ssean-perkuat-kerja-sama-~di-tengah-pesimnisme-terhadap-muitilateralisme? page=2,
diakses pada 25 Jull 2020 pukut 1506 Wig
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situs Covid19.go id, total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per 25 Juli
2020 telah mencapai 97.286 kasus dengan angka kematian sebanyak
4714 Kkasus dan 55 354 pasien dinyatakan sembuh® Perwakilan WHO
Indonesia Navaratnasamy Paranmietharan menyatakan bahwa potensi
sebaran Covid-19 di kawasan Asia Tenggara salah satunya d Indonesia
berpotensi menjadl episentrurn baru jika tidak ada langkah restriktif
secara terukur untuk menurunkan angka sebaran Covid-19 itu sendiri*.

Meskipun pandeml| Covid-19 merupakan suatu permasalahan
global yang menyangkut hampir seluruh negara di dunia, setidaknya
hal tersebut memberlkan sebuah keuntungan Pandemi Covid-19
teloh membawa hembusan angin perubahan yang drastis dengan
memaksa negara-negara yang ada di dunla untuk menyesualkan diri
dengan dinamtka baru yang berubsh. Pola hubungan internasional dan
kebijakan politik luar negeri suatu negarajuga mengalami pergeseran
sejok terjadinya pandemi Covid-19 Negara yang hanya peduli pada
keuntungan pribadl akan mulai membuka diri karena pandemi hanya
dapat diatasi dengan jalan kerja sama internasional. Kerja sama tersebut
setidaknya akan sedlkit menguntungkan di tengah rasa ketidakpastian
dan ancaman yang ada akibat pandeml ini. Dengan melakukan kerja sama
multilateral, secara tidak langsung dunia akan kembali membangkitkan
prinsip muitilateralisme yang mulai meredup akibat eksistensi
unilateralisme. Multllateralisme akan hadir kembali dengan semangat
toleransi dan solidaritas. Diharapkan dengan hadirnya multilateralisme
kembali, prinslp demokrasljuga akan ikut terangkat dimana hal tersebut
menjadi salah satu bagian dari peringatan fnternational Democrocy Day
tahun 2020.

Sebagai pendukung terdepan multilateralisme, diharapkan
Indonesia dapat menunjukkan ke kancah internasionai bahwa
multilateralisme harus terus ditegakkan. Dalam hai ini pariemen
diharapkan memilikl peran yang signifikan untuk berkontribusi daiam
penyelesaian isu-isu internasional yang membawa dampak sosial,
poiitik, dan ekonomi secara langsung kepada rokyat, secara spesifik
konstltuen, seperti panderni Covid-19 saat ini.

https:/fcowd19 go id/p/beritafinfografis-cowid-12-25:ul-2020, diakses pada 25
Juli 2020 pukul B 3 WiB
* https://delak co/fdetal/berita/webminar-bksap-hasllkan-poln-penting-
penanganan-covidi2, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 6 54 WIB



PEMBAHASAN

DPR yang memiliki fungsi diplomasi untuk mendukung upaya
pemerintah  dalam menjalankan politik iuar negerinya memiliki alat
kelengkapan dewan yakni BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemeny),
BKSAP berfungsi untukmembina, mengembangkan, dan meningkatkan
hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR-R| dan parlemen
nagar lam, ool Secaa beTal SRLnen ml.mllula.::;lﬂmrmﬂuh dangalt
besbingal OmgEmtsakl IMlemasiens yang mgyigiﬁlﬂ'lmn Waghamen dan
anggota parlemen® Badan ini juga bertuéas ‘memberikan saran dan
rekoniendasi kepada pimpinan DPR-RI tentang masalah Kkerja'sama antar
parlemen. Dalam pelaksanaan kefja sama mternasu)nnl Inl;“Indonesia
berkomitmen kembali menegakkan prinsip-prinsig | multitateralisme
karena d dalam multilateralisme setiap.negarasdiberi kesempatan
duduk sama rendah, berdiri sama tinggl~ daW Baling ;menghormati
terlepas dari perbedaan ukuran geogralis Fnagpun. status ekonomi
Apablla  muitilaerplimme  Oeear-tiecor kEBMpE seperl sobelurmne,
prrictalE dipmpliras jugd ahen kot dilibarkan ket dimacse hal (dtsetl
men | Aiish 5B Batan U peingaten terodiien) Devroory Chay
laton nl Dineraghon muMdsterellome dan dempuras) dopar Degakan
beriringan dalam menciptakan semangat toleransi dan solldaritas
agar keseimbangan dunia dapat tercapai serta masalah globai seperti
pandemi Covid-19 ini dapat teratas..

Dalam hai ini, peran parlemen di panggung nternasional menjad
poin penting dalam memperkuat kontak dan komunikasi khususnya
lingkup multilateral dalom bekerja sama melakukan penanganan dampak
Cowid-19 yang telah menyerang berbagai sektor, baik kesehatan maupun
sosial budaya. Mengingat masih meningkatnya angka konfirmasi positif
Covid-19 di Indonesia, parlemen diharapkan mengambil langkah yang
efektif dalam melakukan kerjg sama internasional sebagai usaha
peningkatan multilateralisme untuk mengatasi pandemi. Peran yang
bisa dilakukan oleh parlemen adalah sebagai berikut.

* hip://www dpr go .1d/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-5ama
Antar-Parlemen? ~itex |=BKXSAP%20adalan% 20Atat% 20Kelengkapan%20
Dewan,Perwakilan%20Daerah%2C %20dan%20Dewan%20Perwakilan, diakses Pada 25
Juli 2020 pukui 7704 WiB
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6. Mendukung pertukaran informasi, pengembangan pusat
mythbusters den protokol internasionai, hingga riset kolaboratif
antar berbagal negars termasuk dalam pengembangan vaksin

Dalam mereallsasikan tugas pertukaran Informasi  hingga
pengembangan vaksin, parlemen perlu mengikuti perkembangan
infformasi secara intens di berbagai organisasi maupun komunitas
internasional,contohnya Organisasi Parlemen Dunia (inter-Partiomentary
Union} yang telah memberikan kompilasi tentang bagaimana parlemen
mengatasi situasi pandem sekarang ini. Selain itujuga ada AIPA {4sean
inter-Parligmentary Assembiy) yang mendiskusikan cara mengataslkrisis
serta membantu menemukan langkah inovatif sebagaimana mestinya
agar organlsasi tersebut tidak hanya berfungsi sébagalpfatf orm bertukar
informasi secara reguier atau metakukan assembly saph

Perwakilan parlemen Indonesia juga menyarankan agar kontak
don komunikasi rutin tetap terjalin antara Kantor Perwakilan WHO
Indompgie desgen SKSAP DRRM,

AR RElEeS whatssnp  Rythtuaies
sEnfil dimakiuddan menjadl salah SAL modis yRAg  manyediskeEn
tes yang beedor o madyiraiot
agar pengguna Whatsopp dapat memahamt kebenarannya dan dapat
membagikannya kepada yang lain agar kebenarannya terungkap.

Selain pengembangan mythbusters diharapkan komunikasi
Itrsabut capal berfings) seitagnl swEngd pengembesgan nfiomesd
te vl terhatng protakol kosarstan [Abemasioral. D s 1En, parlemen
e dinfregkan dapal memfEsilios)] ps@ Amuwean mavgut ahl ek
mEiLken boliiwRllf dengan GRMGagel negora lam Galom el
pengembangan vaksin™. Misalnya dengan melakukan riset ataupun
penelitian dengan beberapa negara yang diharapkan dapat segera
menemukan vaksin Covid-19 sepertl Tiongkok, Rusia, Amerika Serlkat,
dsb.

7 Mendukung rencana internasional sebagai usaha memulihkan
perekonomian global

Dalam menghadapi kisis yang disebabkan oleh Covid-19,
Indonesia mendukung beberapa rencana internasional yang diharapkan
dapat meringkatkan kerja sama antarnegara sehingga menjadi jebih

hiipsfdetak.co/datail/beritafwebmin.ar .bksap-hasikan-poin-penting-
parmngaién-covid19, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 16.54 WIB

htips/fdetak.co/detail/berita/webminar-bksap-haslikan-poin-penting-
P an-covidi®, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 16.54 WIB



1 Mempelsjari pengalaman negara yang berhasll mengatasi
pandemi

Dalam menekan kurva penyebaran Covid-19, sebaiknya kita perlu
belajar pada beberapa negara yang dianggap cukup berhasil dalam
menangani pandemi Covid-19, seperti Korea Selatan. Parlemen kita
bisa meneladani tata kelola kesahatan serta controifing yang Mereka
lakukan. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan parlemen
setelah berkaca dari Korea Selatan. Pertama, memberlakukan rapid-
test dalam skala besar sebagai langkah awal deteksi sebaran virus
Kedua, partisipasi sukarela dari setiap warga untuk mematuhi karantina
mandiri dan membatasi segala bentuk aktivitas. Terakhir, kecepatan dan
transparansi informasi yang dllakukan sejak kasus pertama terkonfirmasi,
salah satunya dengan mengadakan briefing secara rutin sebanyak dua
kah setiap harinya®

2. Pembentukan gugus tugas internasional

Saat ini negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non Blok
(GNB) sepakat menegaskan dukungan terhadap multilateralisme dan
WHO dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut direalisasikan dengan
membentuk gugus tugas GNB yang bertugas menyusun data kebutuhan
medis dan kemanusiaan anggota GNB yang selanjutnya disampaikan
ke negara dan organisasi pendoner’™ Selain d lingkup GNB, gugus
tugas ini juga dapat dibentuk d tingkat ASEAN

3. Melakukan kesapakatan kerja sama internaslonal dengan
berbagal pihak dari mancanegara

Di tengah kesulitan rakyat serta petugas medis akibat pandem:
Cowid-19, prinsip kenegarawanan dan sensitivitas elite politik seperti
parlemen sedang diuji. Parlemen diharapkan bergerak aktif dalam
melakukan kerja sama dengan negara lain maupun organisasi
internasional  Misalnya saja melakukan kesepakatan dengan Korea
Selatan dalam hal pengadaan tes kits, melakukan kesepakatan dengan
China dalam hal pengadaan alat serta perlengkapan medis, obat-
obatan, dan bantuan logistik serta melakukan kesepakatan dengan
UNICEF dalam menangani wabah Covid-19 Tak ketinggalan, Pemerintah

¢ https://detak co/detail/bernta/webminar-bksap-hasiikan-pein-penting-
penanganan-covidi2, diakses pada 25 Jull 2020 pukul B 54 WIB

7 https:/fwww aa com trfid/ekonomifkit-gnb-sepakat-dukung-multilaterallsme-
dan-who-untuk-tangani-covid-19/1829155, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 1716 WIB



Amerika Serikat juga sepakat membantu Indonesia melalui United
States Agency for International Development (USAID) senilai USD 2.3
juta untuk penanganan Covid-19%

4, Memfasilitasl pasokan bantuan kesehatan dan obat darl berbagai
plhak luar

Selain melakukan kerja sama dalam hal kesepakatan, parlemen
Indonesia harus siap dalam hal memfasilitasi bantuan tersebut
Contohnya dengan mempersiapkan transportasi yang bertugas
membawanya Misalnya saja pesawat Hercules C-130 milikc TNI-AU
bertugas membawa peralatan kesehatan dengan berat sekitar 5 ton dari
sumber non-pemerintah, yang terdiri dari APD, masker, goggles, dan
sarung tangan, Selain itu, tengah dikoordinasikan pula keberangkatan
dari Guangzhou berupa dukungan peralatan dan obat-obatan termasuk
test kits, sarung tangan medis, dan tablet chloroquine phosphate®.

& Melakukan kerjs sama Internaslonal dengan negara maju yang
seklranya blsa menjadl kerja sama jangka panjang

Dampak krisis yang dirasakan oleh negara berkembang seperti
Indonesia akibat pandemi ini lebih parah dari negara maju Hal seperti
demikian harus dipikirkan dengan matang dan dibutuhkan kerja
sama dari negara lain Apabila tidak konsekuensi ekonomi dan politik
dapat berakibat fatal, Meslapun pandemi ini mendatangkan berbagai
permasalahan, d sisi lain fenomena ini justru menawarkan peluang
terbaik untuk mempromosikan agenda pembangunan 2030 dalam
rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan meningkatkan
kerja sama internasional yang berfokus pada kesehatan™, Krisis saat ini
menun jukkan bahwa kesehatan memang bukan segalanya, akan tetapi
kesehatan dapat mempengaruhi faktor lain seperti pendidikan yang
tidak maksimal, menurunnya siklus ekonomi, berkurangnya pendapatan
hingga ancaman krisis ekonomi global. Dalam situasi tersebut, pariemen
Indonesia dapat melakukan kesepakatan dengan beberapa negara maju
untuk membantu membangun infrastruktur kesehatan agar kapasitas
Indonesia terhadap penyakit dapat meningkat.

® https://akural co/news/Id-1101932-read-pandemi-covid19-dan-dinamika-
hubungan-internasional, diakses pada 25 Jull 2020 pukul 7.34 WIB

® htips://kemlu go d/portal/id/read/1143/berita/kerja-sama-i nternaslonal-untuk-
percepatan-penanggulangan-covid-19, dlakses pada 25 Juli 2020 pukul 1758 WIB

¥ htip:/fwww unlan ac id/corona-virus-sdgs-dan-ker jasama-internasional/, diakses
pada 25 Jul 2020 pukul B 32 WIB



yang pernah kontak atau berada di sekitar pasien ter jangkit”

Saat ini, Indonesia sendiri telah memiliki banyak inisiatif dan
kemampuan mengelola big dota. Hal Ini dibuktikan dengan adanya
aplikasi yang diciptakan oleh Indonesia seperti Pedulilindungi dan
0 Rumah Aman, Namun, kurangnya koordinasi dan keterlibatan aktif
dari para pemangku kebijakan, mengesankan minimnya pengoplimalan
platform tersebut. Peningkatan multiiateralisme dengan soft-power
dipiomacy melaiui berbagi literasi perlu dilakukan indonesia dan dapat
mengadopsi langkah-langkah negara lainny& ‘seperti- Korea Selatan.
Para pemangku kebijakan juga perlu terlibat dan_berkoordinasi agar
kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (Al idapat ‘mengelola
data-data secara luas agar dapat memberikan kepulusan yang aktual ®
Al drancang khusus untuk mengenall - pola spenyebaran witls dan
mempunyai tingkat akurasi sampai dengan. 90 persen®

PENINGKATAN MULTILATERALISME

Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh besarterhadap struktur
tatanan dalam negeri maupun internasional. Untuk mengatasinya
perlu peningkatan multilateralisme antarnegara. Parlemen Indonesia
dapat meningkatkan multilateralisme dengan penerapan democratic
peace theary dalam pengambilan kebljakannya. Dengan demokrasi,
ia membentuk penguatan soliditas internal sehingga mendorong
keterlibatan peran parlemen yang lebin aktif lagi dalam agenda-agenda
internasional dan inisiatif-inisiatif pada institusi internasional. Indonesia
dapat menggunakan peluang ini untuk menunjukkan keterlibatan yang
lebih aldif.

Peninglkatan muitilateralisme yang bisa dilakukan oleh pariemen
Indonesia adalah dengan pembangunan dan pengintensifan soft-
power dipiomacy melalui upaya salng berbagi Merasi dan bantuan
berbasis digital. Hal demikian, membuka kesempatan kerja sama
sdling menguntungkan dalam mengatasl pandem| Pertukaran literasi
dan bantuan dalam bentuk teknologl 'ni dapat dimanfaatkan oleh

¥ CNN  hdonesia  (2020), Pokor Mimo R Polcor Sislem T Seper
t  Korsel Pus  Covidly, diakses dan hops:d Awwwcennindonesia comieknolog/
20200415152526-185-493B35/pakar-minla-n-pakai-sistem-n-seperti-korsel-puius-covid-19,
pada 23 Ly 2020.

* NN Indonesia (2020), “RiBisa Tiru SistemiTC oronakorsel Topt Minim Koordinasr,
crakses darl  hiips fwwaw Cnnindopesia comieknolog/20200416141620- 185-494182/nv-
brsa-tiru.sistem-it-corona-korsel-tapi-mimnm-koordinas, pada 23 Juli 2020

* Conney Stephanie (2020), “Deretan Teknologi yang Dipakal Melowan Pandemi
Foetf8", diskses dan Kompas: hitps://teknokompas. com/reads2020/06/05/20090037/
aeHsn-teknologl-yang-dipaka-melawan-pandem-covid-19?page=all, pada 23 Juh 2020,
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APA ITU DIPLOMASI?

Vantu ponameann paing mened  sob-judal BEagan ol oeap
ditanyakan ofeh beberaps kalangar, Uik Mool oeooyean
lersatiul. senAkya kiR melinnl balwrapa pemisiran e mang digomeas
¥R diaal Rata Uk urtak o0 Mengotdtul apa yarg dlashit dengan
dipfomasd

Dalam bukunya vyang berjudul Oplomasi Antora Teori dan
Praktik, Sukarwasinl Djelantlik menyatakan bahwa tujuan dan diplomasi
ialah “untuk merubah merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap
pemerintahan negara faih dan diplomat-liplomatnya melalui persuasi,
menawarkan penghargaan, sallng mempertukarkan konsesi, atau
mengirimkan ancaman” Dalam buku ity juga, terdapat pemikican dan
pemikir lain, sebut saja Bartrow yang mendefinisikan diplomasi sebagai
manajemen hublungan antarnegara yang berusaha untuk mengamankan,
menginformasikan, dan mengkoordinasikan kepentingan nasipnal. 2

Ol ppmiklram tersehut, kig dapat renyimpulkan Dot Keleian
diplomées maiupakdh upays Nk merQRInR sthiah Wobjahan dan
Srkpp pEMANTAN |20A dslam tangka untul Metigamankny dah meEncapsl
3 yerng ke sebul febaga kepenlngan mesional Teerty bl (A sen
menjadi menantang jika kita membawa diskusi ke arah perdebatan
30 femHAnE epE yang dinal dikataRad sebagal kepenliregan
miestoreel, Padamen folage) persude i represenias| temumys ikl
unfuk menchrakan diplemasl yatg merapresertBgtun  keoontingan
nesinnd terdebut, altd yarg akon penulis seDUl wedepan  Sebegal
dlafeimos demeakAts

Tentu dalam menyebut diplomasi demokratis penulis tidak serta
merta menyatakan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh eksekutlf
tidak demokratis Apa yang ingin penulis sampalkan adalah diplomasi
yang dilakukan oleh eksekutif kerap dilakukan cleh teknokrat dalam
g ingen  akseku.  spningge  tergapsl  kemongllian  diplomas
brevjzlzn dobin keamt toknokeails, Sehinggn, tendspot hampan Bahnm
diploma:l yarg cliokukfn cieh pecigrlen dapal bedgalan e
demokrats, mehgingal sHogota pilemen matupokEn polith., Bukan
iekmokral, H= inlloh wiing mergodl tertAnged beo deplottas] garintan
kgaepranmrya

* Dielantik, S (2008} Dipiomasi Antora Teorl dan Proktik Yogyakarta: Graha limy
(Hm 4
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Indonesia sebagai solusi untuk tantangan yang dihadapi dengan salah
salu upayanya mengadopsi langkah-langkah Korea Selatan dalam
menekan angka penyebaran COVID-18. Teknologi-teknologt yang dapat
dimanfaatkan berbasis big doto hingga georeference serta Al atau
kecerdasan buatan



PENDAHULUAN

Saat mendengar kata diplomasi, mungkin kia akan langsung
teringat kepada Kementerian Luar Negeri {Kemenlu) dan jajarannya
seperti Duta Besar maupun Konsulat Jenderal yang ada di negara-
negara sahabat, atau bahkan Presiden sekaligus yang kerap
melakukan diplomasi-diplomasi dengan kepala negara dan/atau kepala
pemerintahan lainnya Eksekutif memang kerap dipandang sebagai
“ujung tombak” diplomasi suatu negara, dimana perundingan dan
perjanjian baik bilateral maupun multilateral sering menjadi tanggung
jawab mereka. Namun nyatanya, diplomasi bukan hanya merupakan
ranah eksklusif bagi eksekutif. Kegiatan diplomasi juga dapat dilakukan
oleh legislatif denganjaringannya kepada parlemen-pariemen se-Dunia

Diptomasi parlemen antar-negara bukanlah merupakan suatu
hal yang baru di Dunia. Tercatat, Inter-Parliamentary Union {organisasi
perkumpulan antar-pariemen sedunia) telah di  dirkan sejak tahun
1889 Hal ini mengindikasikan bahwa diplomasi yang dilakukan
parlemen juga sudah mengalami perjalanan yang tidak kalah panjang
jika dibandingkan dengan dengan diplomasi yang dilakukan oleh
eksekutif. Oleh karenanya, banyak potensi yang dapat kita gali dalam
proses diplomasi yang dilakukan oleh parlemen. Tentu diplomasi yang
dilakukan oleh pariemen harapannya memiliki corak yang berbeda
dengan diplomasi yang dilakukan cleh eksekutif, mengingat lembaga
legislatif mengemban fungsi perwakilan dalam ketatanegaraan.

Pada masa pandem seperti ini, tentunya diplomasi dan
pembicaraan bilateral maupun multilateral perlu dilakukan oleh Indonesia
untuk menggalang seolidaritas global dalam rangka penanganan Pandemi
Covid-19. Hubungan dengan negara sahabat dapat membantu Indonesia
untuk menangani dampak-dampak dari masa-masa sulit pandemi. Oleh
karenanya, melalui esai ini, penulis bertujuan untuk membahas lebih
lanjut “ujung tombak lain diplomasi Indonesia” tersebut; pembahasan
akan meliputi karaktenstik diplomasi yang diharapkan muncul dari
dipiomasi parlemen, serta tantangan-tantangan yang periu dijawab
oleh parlemen untuk menghasilkan diplomasi yang demokratis—bukan
hanya secara prosedural, namun harapannya secara substansial
Sehingga, diplomasi parlemen harapannya dapat memenuhi ekspektasi
dan kepercayaan publik

! https:/fwww ipu org/130years/#1889-1914  (Diakses pada 21 Jui 2020 Puku!
1116}
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"A parhiament is that to the Commonwealth which the
soul is to the body. i behoves us therefore to keep the facility

of that soul from distemper”
John Pym, Anggota Parlemen Inggrls (1642-1643}

Indonesia dan 215 negara di dunia tengah mengalami situasi
yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19. Bermuia pada 31 Desember
2019, wabah coronavirus disegse 2019 atau COVID-19 muncui di Kota
Wuhan, Pfovinsi Hubei, China® Virus cofona menyebar dengan begity
cepat melanda penduduk dunia Pada Rabu, fl Maret 2020 Direkiur
World Health Ofganization (WHO), Tedros Adhanom, secara resmi
mengumumkan vifus corona sebagal pandemi giobal ?

Pandemi ni bukan menjach masalah di negara kita sajs, tetapi
merupakan masalah global yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh
negara serta komunitas Internasional. Seluruh negara di dunia telah
mengambil berbagal langkah efektif untuk menghambat penyebaran
virus yang sangat cepat serta befusaha melakukan pengobatan
terhadap penduduk yang terkena wabah COVID-19 Hingga Minggu, 5
Juli 2020, kasus aktif COVID-19 di dunia mencapai 1 juta orang.’

Pandemi inl tidak hanya berdampak besar terhadap kesehatan
manusia, tetapi berdampak juga terhadap pefekonomian giobal, politik,
sosial, budaya, pendidikan. Hal tersebut tentu menjadi tantangan
berbagai belahan duma Parlemen harus memastikan agar demokrasi
bisa tetap berjalan dan di saat yang bersamaan mengupayakan agar
rantai penyebaran virus berhenti Pandemi juga mendorong agar
parlemen meningkatkan kerja sama muitilateral dan koordinasi global
dengan befbagai organisasi internasional. Kerjg sama dan koordinasi
menjadi cara efektif meningkatkan solidaritas global dalam memerangi
pandemi COVID-19.

' Sartika, Susy. China dan Pandemi Covid-19 2020 htips://kompaspedia kompas
id/baca/ paparan-topik/china-dan-pandemi-covid-19 diakses pada 1Juli 2020 pukuj 1900
wiB

2 Friana, Hendra. WHO Umumkan Coroma COVID-19 Sebagai pandemi 2020
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132-ribu-meninggal-di-as diakses pada 6 Juii 2020 pukuj 0 00 WB
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PARLEMEN DI MASA PANDEMI

Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh
beberapa ahli, terdapat satu kekuasaan yang diberikan kewenangan
untuk membuat undang-undang yang disebut dengan kekuasaan
legsiatlf.* Lembaga perwskilan rakyat yang mempunyai kekuasaan
membentuk undang-undang (legisiatif} dalam suatu negara biasanya
disebut parlemen lembaga legislatif dalam sistem demokrasi modern
merupakan salah satu institusi krusial bagi demokrasi d Indohesia
Parlemen sebagai wakil rakyat umumnya bertugas membuat undang-
undang, mengawasijalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang
berbeda-beda pada setiap negara ®Berdasarkan Undang Undang Dasar
Repubiik Indonesia (UUD Rl) 1945 Pasal 204 ayat (1), parlemen memiliki
beberapa fungs, seperti fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan ®
Pandemi mengharuskan parlemen mengubah metode kerjanya
menjadi pertemuan dengan pembatasan sosial maupun rapat secara
virtual 7 Pada 30 Maret 2020, DPR telah menggelar rapat paripurna
untuk membuka masa persidangan ketiga, dengan metode kombinasi
antara rapat yang dihadiri secara fisik dan juga virtual Pelaksanaan
rapat paripurna tersebut melaiui mekanisme ketat sesuai protokol
pencegahan COVID-19 ®

Parlemen d Indonesia telah berjuang keras dalam melawan
pandemi COVID-19 Hal tersebut dapat dilihat dari upaya parlemen
dalam pembentukan Satgas Lawan COVID-19 yang bertugas membantu
pemerintah mempercepat penanganan wabah corona di setiap daerah.®
Wakil Ketua DPR R|, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Satgas Lawan
COVID dibentuk untuk menyambungkan pengusaha atau donatur
lokal yang ingin membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit atau
Puskesmas.

* Budiardjo, Minam.1985. Dasar-Dasar Himu Poliik, Cetakan X Jakarla  Gramedia

° Legowo 2008 Kelerwoikfdon Poiftic don Tipe Parlemen dolom Perspekiif
Teortis don Sejoroh dolom Gagosan Amandemen

* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tehun 1945 Pasai 20A Ayat 1

7 Kustiasih, Rini Kerja Parlemen d Tengah Vrus Korona, 2020, hitps://kompas
id/baca/bebas-akses/2020/03/26 /ker ja-pariemen-di-tengan-virus-korena/, diakses ¢ Jul
2020 puku 1B 00 WIB

® Xustiasih, Rim. Akhiri Masa Reses, DPR Diharapkan Fokus Tangani Covid-19
2020 hiips://kompas id/baca/polhuk/2020/03/30/dpr-diharapkan-fokus-tangani-cowvid-19/
diakses pada 12 Juh 2020 pukul 20 SO WIB.

* Anfin, Yakob, Percepat Tangamt Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19
2020 nhttps//nasional kompas l:Orr'IfrEad32020!’04."091’133259T1,-’percepat-tangani-corona-
dpr-beniuk-satgas-lawan-covid-19?page=all diakses 12 Juli 2020 pukul 2100 WIB



melakukan soslallsasi kepada masyarakat luas, sslah satunya dengen
mengadakan Webinar d masa pandeml Inl. Adapun peran parlemen
yang herus diprioritasken delam situasl menghadapl pandemi COVID-19
adalah fungs! anggaran dan pengawasen Pengawasan DPR terhadap
kerja pemerintah, terlebih pada mesa pandemi COVID-19. Meskipun
situasl di indonesia sedang krisis, namun pengawasan demokratis oleh
pariemen atas kerja-kerja pemerintah terutama dalem penanganan
COVID-19 harus tetap dilakuican,



Adapun mekanisnie kerja Satgas Lawan COVID dilakukan
melalu’ aplikasi atau website SotgosLawanCovidi9.com yang nantinya
terkoneksl dengan 682 rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh
pemerintah secara resmi dan Puskesmas-Puskesmas.'

Berdasarkan pengamatan penulis, parlemenjuga aktif melakukan
sosialisasi kepada niasyarakat Juas, salah satunya dengan mengadakan
web seminar (Webinar) df masa pandemi COVID-19 Pada 21 April 2020,
parlenien melaiui BKSAP mengadakan Webinar dengan tema “Peran
Parle nien dalani Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah
COVID-19.” Pariemen juga mengadakan Webinar pada 8 Juli 2020
dengan tema “Peran Parlemen dalam Pengawasan Anggaran Respon
COVID-19" Webinar-webinar tersebut dilaksanakan agar masSyarakat
luas niengetahui dengan jelas mengenal kebijakan, kegiatan. peran
parlenien dalam penaNganan dan penanggulangan wabah cOrona
Seperti yang kita ketahu, Indonesia telah mengeluarkan berbagai
kebijakan stimulus fiskal terkait COVID-19 Hal tersebul menyebabkan
peran paflemen sangat penting untuk mengawasli agar penggunaan
anggaran yang dikeluarkan pemerintah berjalan efektif dan sesuai
dengan tujuannya.

PENINGKATAN MULTILATERALISME

Muitilateralisme yang mengutamakan kerja sama dan koordinasi
dapat digunakan sebagai upaya efektif meningkatkan solidaritas global
untuk memerangi pandemi COVIDA9 merupakan pandemi yang hanya
dapat diselesalkan melalul kerja sama global. Peran parlemen sangat
penting untuk mendorong selurun nNegara d dunia meningkatkan
multilateralisme melalui kerja sama dalam mengatasi wabah global ini,
Ketua BKSAP, Fadli Zon pada webinar “Peran Parlemen. Dalam Kerja
Sama Internasional Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19" 21 April
2020 ialy, menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
akan selaiu mendukung upaya yang dilakukan oleh berbagai organisasi
inlernasional  termasuk World Health Organizaton (WHOQO) dalam
nienangani pandenn ini. Informasi terus menerus dari WHO penting
diketahui oleh masyarakat luas sekaligus meluruskan informasi yang
salah.

b Pimpinan Bamu Pemerintah Percepal Tangan Corona, DPR Bentuk Satgas
Lawan Cowid-19 2020  hip://dpr.go id/benta‘detail/id/ 28385/ t/Bantu+Pemennlah+
Percepai+ T-angani+Corona%2C +DPR+Bentuk+SatgastLawan+Covid- 12  diakses %5 Jul
2020 pukul T 50 WIB



berada d luar pemerintahan hanya 148 kursi Kompaosisi tersebut akan
menyebabkan suara parlemen cenderung seNada terhadap suara atau
kebijakan pemerintah.'

Meskipun, banyak rakyat berteriak bahwa parlemen saat ini
tidak fokus pada fungsi pengawasan dan anggaran dan lebih fokus
kepada legislasi yaitu MeMbahas Ommbus Law RUU Cipta Kerja yang
kontroversial, parlemen telah berjuang keras Melalui berbagai upaya.
Rakyat harus percaya dengan perwakilan mereka, dengan tetap
melakukan pengawasan terhadap gerakan parleMen,

SISI LAIN PANDEMI COVID-19

Walaupun pandemi COVID-19 ini Memiliki berdampak negatif dari
berbagai sisl, namun apabila kita telaah akan taMpak juga sis positf.
Seperti dua sisi Mata uang) pandeMi COVID-19 juga merupakan peluang
besar bagi negara-negara di seluruh dunia Untuk memperkuat solidaritas
kemanusiaan dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan dan
memecahkan Masalah yang dihadapi. Baik pada saat situasi dafurat
sekarang iNi atau bahkan setelah terjadi pandemi

Pandemi jelas pasti akan menciptakan perubahan tatanan baru
baik itu di bidang sosial. politiki ekenomi, dan budaya yang tidak pernah
dibayangkan sebelumnya

PERAN BESAR PARLEMEN

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, kesimpulan yang
mengeMuka adalah parlemen memiliki peran yang sangat besar dalam
peningkatan mMultilateralisMe di tengah pandemi COVID-19. Pandemi
Mendorang agar parleMen Meningkatkan kerja saMa Myltilateral dan
koordinasi global dengan berbagai organisasi internaslonal Kerja sama
dan koordinasi menjadi cara efektif untuk meningkatkan solidaritas
global dalam Memerangi pandeMi COVID-19. Kerja saMa aNtarnegara
dalam lingkup global ini digunakan sebagai wadah inforMasi terkait
CCVID-19,

Parlemen Indonesia telah berjuang keras dalam mMelawan
pandemi. Hal tersebut terbukti dari Uupaya parlemen membentuk Satgas
Lawan COVID-19 yang bertugas membantu pemerintah Mempercepat
penanganan wabah corona di setiap daerah. Parlemen juga aktif

"Imawan, Ridho Meneropong Parlemen d Masa Pandeml COVID-19 2020
http:/ /www polltil lipi go id/kolom/kolom-2/politik-nasional/ 1396-meneropong-parlemen-
di-masa-pandemi-covid- 19 diakses 6 Jull 2020 pukudl 1015 WiB
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Parlemen dapat mendorong masyarakat untuk lebih waspada
terhadap berbagai bentuk disinformasi yang beredar. Pada situasi seperti
ini, parlemen harus lebih memperkuat hubungan internasional, salah
satunya dengan memperkuat hubungan bilateral dengan peningkatan
komunikasi rutin antar-anggota parlemen. Mengingat banyak warga
negara Indonesia yang berada di negara lain, seperti pekerja migran,
mahasiswa yang belajar di luar negeri, Parlemen periu mengembangkan
protokol bersama secara global terkait pemulangan dan perlindungan
warga asing dan pekerja migran. Mengenal ,pekerja migran-ar luar
negeri, pemerintah Indonesia juga telah berusaha keras memulangkan
seluruh warga negara Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
menyatakan tercatat 121638 pekerja migran Indonesia (PMI) telah
pulang ke Tanah Air menyusul meluasnya pandemi virus corona,t

Kerja sama antarnegara dalam lingkup globaiiini digunakan
sebagal wadah informasi menyangkut COWVIDZ19> Misalnya—temuan
penelitian, pengembangan vaksin, kolaborasi—penelitian - ortuk <alat
kesehatan lainnya, membangun pemahaman bersama mMengenai
pendistribusian alat-alat kesehatan agar tersebar hingga ke pelosok
daerah, memastikan pasokan bahan makanan agar tetap berjalan dan
sampai ke tangan masyarakat global serta dukungan sumber daya bagi
riegara-negara miskin di dunia

Selain hat tersebut, adalah penting pula menegaskan kerja
sama Internasional, baik multiateral dan regional untuk mendorong
manfaat bagi penguatan ekonomi nasional. Terlebih dalam mendarong
pertumbuhan ekonomi global di tengah situasi tidak stabil akibat
pandemi.? Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyatakan bahwa
Indonesia telah menenma 58 bantuan asing untuk memitigast pandemi
COVID-19¥ Bantuan yang diberikan tersebut berupa dana maupun
peralatan kesehatan

Dilansir dari E-paper Media Indonesia (9/5/2020) Duta Besar
Uni Eropa (UE} untuk ASEAN, Igor Driesmans menerangkan UE telah
memberikan 350 juta euro untuk mengurangi dampak pandemi virus
corona di kawasan ASEAN Paket dukungan dana tersebut diberikan

" Dwar, Ajleng 121638 WM Kembali ke Tanah Ar Selama Pandemi Cowvid-19.
2020  https /nasional kompas com/read/2020/07/02/20354161/121638-wni-kembali-ke-
tanah-ar -selama-pandemi-covid-19 dakses pada 7 Jull 2020 pukul 09 00 WIB

? Widjanarko, Onny Indonesia Dorong Kerja Sama Internasionai Mengatas/
Dampak Pandemi COVID-19 2020 hitps/fwww bi oo 1dhdiruang-media/ siaran-pers/
Pages/sp_223220 aspx diakses diakses 15 Juli 2020 pukul 9 00 WIB

" Redaksl WE Onine Ada 58 Bantuan Inlernasional Masuk ke Indonesla bual
Tangani Weabah Corona, Cukup Membantu? 2020  hips:/iwww wartaekonomi o id/
read280480/ada-58bantuan-internasional-masuk-ke -indonesia-buat-tzingani-wabah-
corona-cukup-membantu  Diakses 1 Jull 2020 pukul 0 0OWIB

MENGGALANG SCOLIDARITAS PENANGANAN FANDEMI GLOBAL COVID =19



untuk membantu upaya negara-negara d kawasan ASEAN dalam
mengatasi krisis kesehatan, Memperkuat sistem kesehatan. mengurangi
dampak ekonomi dan sosial dari pandemi ini Selain itu, kerja sama
yang akan dilakukan UE-ASEAN di tengah pandemi adalah mendukung
penelitian untuk pengembangan vaksin virus corona™

PENGAWASAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

Pada masa-masa sult seperti pandemi COVID-19 ini, peran
parlemen justru menjadi semakin penting, Peran parlemen sangat
dibutuhkan, terutama oleh pemerintah dalam penanganan virus ini
Prioritas pelaksanaan fungsi parlemen dalam situasi menghadapi
pandemi COVID-19 adalah fungsi anggaran dan pengawasan parlemen
Seperti yang kita ketahu anggaran yang dikeluarkan pemerintah datam
menanggulangl pandemi COVID-19 mencapai Rp 405 trillun.'®

Salah saw Anggota Tim Pengawas {Timwas) Pelaksanaan
Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 DPR Ri, Hamka Baco Kady,
melalui wawancara (20/5/2020) memastikan bahwa Timwas COVID-19
DPR Rl d bawah koordinasi Waki Ketua DPR RI, Korkesra Muhaimin
Iskandar akan melaksanakan pengawasan secara khusus terhadap
penggunaan anggaran dalam penanggulangan pandemi COVID-19
g Indonesia. Pandemi COVID-19 yang menjadi masalah global mi
mengharuskan pula parlemen-parlemen di berbagai negara agar
menjalankan fungsi pariemen dengan optimal guna Menanggulangi
wabah COVID-19

Pengawasan DPR terhadap kerja pemerintah, Meskipun situasi di
Indonesia sedang krisis, Namun pengawasan demokratis oleh parlemen
atas kerjakerja pemerintah terutama dalam penanganan COVID-19
harus tetap dilakukan Suara kritis wakil rakyat akan selalu dinanti,
termasuk bagaimana mereka menilay efektivitas kerja pemerintah sejauh
ini terhadap penanganan virus. Pengawasan ini menjadi tantangan berat
bagi parlemen, jka kita melihat dari segi komposisi partai-partar politik
pendukung pemerintah di parlemen saat ini yang Memiliki jumlah kursi
sebanyak 427, sedangkan jumlah kursi partai-partal politik yang memilin

" Ajvanni, Nur UE Tegaskan Kerja Sama Internasional Dibutuhkan saat
Pandemi 2020 htlps://medwindonesia com/read/detal/311426-ue-tegaskan-ker Ja-sama-
internasional -dibutuhk an-saat-pandemi html diakses B Juli 2020 pukul 20 00 WIB

® Ramadhani, Pipit lka Kucuran Dana Rp 405% Trun uniuk Tangani Pandemi
Corana, Bagaimana Penyalufannya 2020 hitps://www liputant com/bisnis/read/4216090/
headline-kucuran-dana-rp-4051-trilun-untuk-langani-pandeml-cofona-bagaimana-
penyalurannya diakses % Juli 2020 pukul 09 C0 WIB
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BEDA DIPLOMASI PARLEMEN DAN EKSEKUTIF

Sebelum memasuki pembahasan mengenai beda diplomasi
eksekutif dengan parlemen, mari kita sedikit membahas tentang
pemikiran-pemikiran mengenal jalur-jalur diplomasi, Beberapa pemikiran
tersebut seperti track one diplomacy, track two diplomocy, dan mufti-
trock diptomacy.

Pad a awalnya, diplomasi dipandang sebagai i gas dari pemerintah
yang berperan sebagai perwakilan suatu negara dalam interaksi dengan
negara lain. Diplomasi ini disebut sebagai trock one diplomocy, atau
diplomasl jalur satu, Seiring perkembangan zaman, muncul pemikiran
lain separti pemiklran dan Josaph Montville yang mengamukakan
gagasan frock two diplomacy yang menyatakan bahwa diplomasi dapat
dilakukan melalui jalur tidak resmi dan jalur non-pemerintahan ? Laluy,
terdapat pemikiran one and haif track diplomagy, dimana pifiak ketiga
yang berdiplomasi bukan merupakan pejabat resmi, atau menurut Susan
Allen Nan merupakan dipiomasi informal antara aktor pejabat resmi
Louise Diamond dan John W McDonald mengemukakan gagasan baru
mengenal jalur diplomasi, yaitu muiti-trock dipfomocy dengan sembilan
jalur diplomas: yang dikemukakannya®*

Jika berbicara mengenai diplomasi antara eksekutif dan legislatif,
tentunya kedua aktivitas tersebut memiliki karaktenstik yang berbeda
satu sama lain, Seperli yang disampaikan oleh Fadli Zon dalam
sambutannya pada acara Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral
{GKSB)®, diplomasi parlemen memilid keuntungan tersendiri seperti
fleksibilitas dan leluasanya komunikasi pada isu-isu dan pihak-pihak
tertentu yang sensitif untuk dilakukan oleh eksekutif

Selain flekslblitas, la juga menekankan bahwa diplomasi
parlemen juga dapat mengadopsi model diplomasi indnadual dimana
anggota parlemen secara individual dapat melakukan diplomasi dengan
negara lain untuk mencapal tujuan-tujuan tertentu secara individual,
Sehingga, diplomasi parlemen memang letlh fleksibel dan sedikit lebih
leluasa dibandingkan dengan diplomasi eksekutif,

pada 22 Juli 2020 Pukul 20 05}

& Luhylima, C. R F (2007) Op.Cit.

* Dokumen diakses dan: hitp://dpr.go.ld:dokakd/dokumen/BKSAP-67-f74Bdcdb2
64026667 cdaB0795aci77.pdf (Diskes pada A L 2020 Pukul 1322}
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Sehingga, jika membicarakan diplomasi parlemen, kita dapat
menggolongkannya sebagai track one diplomacy, dimana parlemen
masih dapat digolongkan sebagai pejabat resmi, namun dengan
fleksibilitas diplomasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan diplomasi
oleh eksekutif. Jika diplomasi parlemen dilakukan secara individu dan
informal, maka diplomasi tersebut memilila karakteristik one and haif
diplomacy, dimana pejabat resmi berinteraksi dan berdiplomasi secara
informal, Tentunya informalitas ini memiliki kelebihan dan kekurangannya
sendiri,

DIPLOMASI PARLEMEN: PELUANG DAN TANTANGAN

Informalitas dari diplomasi memang dapat menyentuh hal-
hal sensitif yang tidak dapat disentuh dalam diplomasi formal, sebab
proses diplomasi informal memiliki sedikit kemungkinan tercatat (on
record) baik oleh media maupun parlemen it sendiri. Namun hal
ini juga menjadi titik kelemahan uUtama dari diplomasi informat yang
dapat dilakukan oleh parlemen Diplomasi informal dapat dilakukan
underground, dengan sedikit pihak yang mengetahuinya, terlebih jika
diplomasi informal dilakukan coleh individu anggota parlemen. Keadaan
ini tentunya mengancam karakteristik diplomasi demockratis  dari
diplomasi parlemen, dimana diplomasi membawa apa yang kita sebut
sebagai kepentingan nasional. Hal ini meniadi tantangan tersendiri
bagi parlemen untuk mendapatkan satu hal yang krusial bagi proses
demokrasi, yaltu kepercayaan

Parlemen harus memberikan mekanisme transparansi lerhadap
diplomasi-diplomasi yang dilakukannya. Sebagai proses dan diplomasi
demokratis, tentunya apa yang dbawa oleh parlemen harusiah
sejalan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.
Oleh karenanya, parlemen dapat menyediakan kanal khusus untuk
membernkan kesempatan masyarakat untUk menyatakan sikapnya
atas isu-isu tertentu untuk disampaikan kepada parlemen negara
lain Aplikasl DPRNow! yang saat ini telah tersedia di platform digital
dapat dimanfaatkan bag! paflemen untuk menjaring aspirasi-aspirasi
mengenai diplomasi yang perlu dilakukan oleh parlemen. Mekanisme
tersebut akan menjadi semacam e-reses bagi parlemen untuk menjaring
aspirasi-aspirasi dengan melakukan jajak pendapat (polling) pada isu-
isu tertentu untuk dijadlkan modal data pendukung bagi parlemen untuk
menentukan sikap dalam diplomasinya.
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PANDEMI, DIPLOMASI DAN KEPENTINGAN NASIONAL
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DIPLOMAS| PARLEMEN PASCA-PANDEMI: TANTANGAN
DEMOKRASI KEDEPAN

Sebagai penutup, mari kita merefleksikan tantangan-tantangan
yang akan dihadapi oleh diplomasi parlemen sebagai “ujung tombak
lain" diplomasi yang dapat ditempuh oleh Indonesia Seperti yang telah
dljelaskan di atas, diplomast pariemen diharapkan menjadi sebuah
diplomasi demokratis yang mempromosikan kepentingan nasional. Para
anggota parlemen yang notabenenya merupakan politisi tentunya perlu
melakukan diplomasi yang sesuai dengan keinginan para konstituennya,
sehingga diplomasi yang dilakukan harapannya memiliki tautan politik
yang kuat dengan rakyat.

Tentu tantangan bag diplomasi parlemen yang sesungguhnya
adalah pada masa pasca-pandemi, dimana kepentingan nasional sangat
sult untuk didefinisikan Pada masa pandemi, kepentingan nasicnal
dapat dengan mudah ditentukan secara apriorl, yaitu menanggulangi
dampak dari Pandemi Cowvid-13, Namun, setelah pandemi, pemahaman
terkait kepentingan nasional tentu menjadi tantangan demokrasi bagi
parlemen untuk dapat menghasilkan diplomasi yang demokratis,
Parlemen dapat menggunakan media daring seperti aplikasi untuk dapat
menjaring aspirasi dari masyarakat, dengan membuka jajak pendapat
{polling} sederhana yang akan menghasitkan data pendukung berupa
preferensi masyarakat atas suatu isu tertentu.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa parlemen nasional (DPR-
Rl) d Indonesia saat ini masih menjadi lembaga yang belum cukup
mendapatkan kepercayaan publik, hal im dibuktikan dengan survei
vang dilakukan oleh Lembaga Survel indonesia (LSl) Denny JA, dimana
DPR menempati urutan terbawah.? Sehingga, diplomasi parlemen saat
pandemi ini tentu dapat menjadi momentum bagi parlemen untuk dapat
mempromosikan kepentingan nasional dengan berdiplomasi untuk
meningkatkan kembali kepercayaan pubiik, dan nantinya tantangan
terbesar dari parlemen jika sudah dapat meningkatkan kembali
kepercayaan publik tersebut adalah mempertahankannya dengan
melakukan diplomasi strategis sesuai dengan kepentingan nasional
yang benar-benar menjadt aspirasi masyarakat Sebab, tidak ada
demokrasi tanpa kepercayaan

https://republika co |d!beritafq0)tptrn335!survei-dpr-]am-mstitus'i-paung-tidak-
dipercaya-publik ([Diakes pada 26 Juli 2020 Pulul 1114)




DUA REKOMENDAS! "

Berdasarkan kesimpulsn tersebut, ma ke rekomendasi yang
diberkan terdiri atas dua (3 dus hal Pertama BKSAP DPR periu
menyampalkan hasli-hasli diplomas! dan kerja sama eaniarpariemen
mengenal penanganan COVID9 kepada Komisl-Komis| dl DPR. Kedua,
periurya kerangks kerja anmarpariemen dalam membahas penanganan
COVIO-19. Harspan Dengan rekomendas! tersebut upays penanganan
COVID-19 di Indonesla depat berjaian secars optimal.
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Bansos untuk kepentingan Pilkada.® Dengan kerentanan korupsi
tersebut, perlu upaya pencegahan korupsi untuk mengoptimalkan
penanganan COVID-19 d Indonesia.

Salah satu upayd untuk mencegah praktik korupsi  dan
maladminigtrasi dalam penanganan COVID-19 tersebut adalah
mengoptimalkan peran DPR dalam dua {2) lapisan, yakni diplomasi luar
negeri dan pengawasan. Diplomasi tersebut dilakukan oleh BKSAP DPR
dalam berbagal forum partemen internasional, untuk mengetahui praktik
penanganan COVID-19d negara lain, serta peran parlernen di negaranya
Hasilnya disampaikan kepada komisi-kamisi yang menjadi mitra kerja
dan mengawasi Pemerintah, seperti Komisi X yang mengawasi bldang
kesehatan dan ketenagakerjaan (Kementerian Kesehatan, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, BPOM, BKKBN)" Dengan dilakukannya
hal tersebut, maka upaya pengawasan terhadap Permenntah dapat
optimal, karena mengetahui masalah penanganan COVID-19 di negara
lain, juga praktik d negara lain yang melakukan penanganan serupa.
Dengan peran aktif DPR tersebut upaya pencegahan penyabaran
COVID-19 dapat terlaksana secara optmal

KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN DALAM iSU COVID-19

BKSAP DPR tercatat telah beberapa kall melakukan rapat virtual
dengan instansi negara lain dalam penanganan COVID-19; yakni dalam
Asia Pacific Parliamentarian Forum on Global Health (APPFGH) pada
4 Mei 2020. Kemudian BKSAP DPR jaga melakukan sekali seminar
dengan menghadirkan pembicara parlemen negara lain mengenai
penanganan COVID-19, yakni dalam seminar berjudul “The Role of
Partiament for International Cooperation 1 Defeat COVID-19" pada 24
April 2020 ® Akan tetapi, dan kegatan-kegiatan yang tersebut belum
ada tindak lanjut konkret, baik dengan menyampaikan hasilnya pada
komisi-komisi lain di DPR yang bertugas untuk mengawasi pemerintah
khususnya komisi terkait kesehatan Sehingga hasil yang dipercleh dari
kegiatan diplomasi tersebut belum berdampak pada efeldivitas upaya
penanganan COVID-1¢ d Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan
konkretisasi upaya diplomasi yang dilakukan oleh BKSAP DPR terkait

% Dyrektor Hukum Dan Regulast Kementerian PPN/BAPPENAS, “Tantangan
Akuntabilitas Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Dan Bansos,” Presentasi 15 Juh 2020

7 Nahda Febrianto, *11 Fungsl Komisi DPR dan Mira Kerja d Pemerintahan,”
Togorid. 1 Oktober 2019, diakses B Juh 2020, https//www tagarid/11-fungsi-komisi-dpr-
dan-milra-ker ja-dl-pemeriniahan

® -laporan Kegiatan® Dprgo id, diakses B Juli 2020. htip//ksap dprgo o/
dokumen/index/id/16
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Indonesia merupakan negara hukum dan mengakyi kedaulatan
berada di tangan rakyat {demokratis). Hal tu sebagalmana ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat (2) dari ayat (3) UUD 1945 Dengan dasar hukum
tersebut, maka Dewan Perwakian Rakyat (DPR) merupakan lembaga
yang merepresentasikan kedauiatan rakyat di Indonesia ' Keberadaan
DPR memiliki fungsi penting dalam menunjang jalannya demokrasi,
karena melaksanakan rungsi fegislasi, anggaran, dan pengawasan.

Badan Kerja Sama Antar Pariemen (BKSAP) merupakan
alat kelengkapan tetap DPR R ? BKSAP merupakan ujung tombak
diplomasi parlemen di Indonesia mengingat tugasnya dalam membing,
mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan
kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secard bilateral
maupun multilateral, termasuk berbagal organlsasi internasional
yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen.® Dengan tugas
tersebut, maka BKSAP DPR aktil melakukan diplomasi dengan parlemen
negara lan, khususnya mengenai optimallsasi peran parlemen dalam
menjalankan fungsi legislasi, snggaran, dan pengawdsan penanganan
CoviD-19

Lebih lanjut, BKSAP juga menghimpun Xomparasi praktek
negara lin karena banyak negara yang saat ini berhasil menekan
kurva penyebaran COVID-19 sebagai contoh Selandla Baru* indonesia
juga masih berusaha menekan penularan namun sampai saat [
belum berhasll® Selain itu, penanganan COVID-12 d Indonesia rentan
maladministrasi dan korupsl. Oleh sebab itu, BKSAP DPR yang memillik
kewenangan berdiplomasi dam berdlalog dengan parlemen negara lain
dapat merekomendasikan hasilnya kepada komisi-komisi di DPR yang
mengawasi penanganan COVID-19. Dengan latar belakang tersebut,
terlihat BKSAP dapat memfasilitasi kerjp sama antarparlemen yang
mendorong penguatan fungs pengawasan d DPR.

Ada pun rurmusan masalah yang hendak diuraikan dalam penullsan

"G Perjm Albw, Hoolr Spgove) S Sinmnn ST e ORI | ok
Mo Ll iafong Dewor HMS Dipsrtas] Dode Oayy Humom, ' Unpes, Semimg,
2000, nim. 22

? Pasd 23 Peraturan DPR R Nomar 1 Tahun 2020 tentang Tats Terb OPR RL

* pmdandliticeng Momar T Tt FOPE Dpaitarsg Farubahon et aiay Litowng-
Liticlmng Mot T Tanun 200 dn g Majes Parmnspsetaoan Agat Cen Paoaiilleg
Rpirpn), Cavrah PP an Dppran cag Devan Rarsmsiin Rokyat Dot (01

1 oolpmil, Deu  Fageshpn Bepok  diel  Winad  CoMorT  Eramradsarisid
om B ot TN, dewses @ SR 20F0 bt edindSnown . coms
wimrrapna | MG RS 1E £ 1 5 B KA P skl K <P AN - B e e e 1] LS
corona

S Andrl Seubam, “Tiga PFenyebst [ndonesia Suil Atast Pandemi [owc19”
Republika.cold, £ Mel 2020, dakses B Juli 2020, htipsvirepublika.ctid/berla/
gadhS0400/uga-penyebab-indonesia-sulit-atasi-pandemi-covidis,
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pengtdap mencapai 84 882 orang dan korban meninggal sebanyak 4 01
orang ® Atas penyebaran COVID-19 tersebut, Pemerintah melakukan
upaya untuk mencegah penularan, menyembuhkan penderita virus, dan
memulinkan perekonomian nasional. Upaya tersebut membutubkan
penganggaran dana APBN untuk penanganan COVID-19, yang mencapai
Rp. 695,2 Triliun yang digunakan untuk sektor berikut:

Kesehatan (Rp 87,55 Triliun)

Perlindungan Sosial {Rp. 203,9 Triliun}

Insentlf Usaha (Rp. 120,61 Triliun)

UMKM (Rp. 123,46 Triliun)

Pembiayaan Korporasi {(Rp.53,57 Trliun)

Sektoral KA. dan Pemerintah Daerah (Rp 10611 Triliun)

RO EE S L

Meskipun telah dianggarkan, pelaksanaannys belum berjalan
optimal, karena rentannya maladministrast dan  korupst Hal Iu
berdasarkan temuan Ombudsman Rl, yang menerima 1330 pengaduan
bantuan {Bansos) COVID-19, akibat dari penyaluran yang lidak merata,
dan prosedur serta ketepatan penerima yang tidek jelas. Kemudian
dalam hal kerentanan korupsi, sektor kesehatan berada di urutan ke-7
terbanyak tevjadinya korupsi pada tabun 2019 Adapula fenomena
kepala desa tertangkap korupsi Bansos COVID-19.%

Adapun kerentanan korupsl dana penanganan COVID-19 menurut
ICW dan Kementenan Perencanaan Pembangunan WNasional/Badan
Perencanaan Pembangunan WNasional (Kementerian PPN/Bappenas),
terletak pada empat (4) hal Pertama, dalam pengadaan barang dan
jasa, dengan modus kolusi dengan penyedia, markup harga, Kickback,
dan kecurangan. Keduo, dalam kegiatan filantropi/sumbangan, dengan
modus kecurangan pencatatan penerimaan, kecurangan penyaluran
bantuan, penyelewengan bantuan, idak terkoordinasinya bantuan pusat,
daerah, dan masyarakat. Ketigo, pada aspek penganggaran, dengan
modus realokasi belanja tidak seSuai prosedur, realokasi tanpa dasar/
analisis kebutuhan COVID-19, dan benturan kepentingan. Keempdt,
penyaluran Bansos, dengan modus Kecurangan s8at pendalaan
penerima. belanja barang, distribusi bantuan, dan penyal@hgunaan

“ ibiet,

“ICW. “Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 20137 {Jakaria: indonesia
Corruption Watch, 2020), him. 17.

™ =Pl lrrrukan B wouls G BT Sl dan
Fentar)” Hoemoeczend, W Juell 20630, dink K Ul MDD, et b e ch il
news/pelisi-temukan-8-kasus-dugaan-penyelewengan-bansos-¢ovid-19-dl.-sumut-dan-
banten
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ini terdin atas dua (2) hal. Perfoma, apa urgensf optimalisasi fungsi
pengawasan lembaga legislatif dalam mengawasi penanganan pandemi
COVID-19 melalus kerja sama antarparlemen? Kedua, bagaimana upaya
yang dilakukan dalam mengawasi penanganan pandemi COVID-19
melalui kerangka kerja sama antarparlemen? Dengan rumusan masatah
tersebut diharapkan BKSAP DPR dapat optimal terlibat dalam upaya
bersama mengawasi dan mengatasi penanganan COVID-19

URGENSI OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA
LEGISLATIF DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 MELALUI
KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN

Gagasan demokrasi langsung mensyaratkan warga - terlibat
secara langsung dalam pengambilan keputusan. Syarat tersebut sulit
dipenuhi, karena luasnya witayah dan jumiah-'pendudul. yang besar
sehingga lahirlah konsep demokrasi perwakilan-Para wakll merupakan
orang yang merepresentasikan warga dan memiliki kemampuan untuk
berbicara serta bertindak demi rakyat yang diwakitinya Ada beberapa
istilah untuk lembaga perwakiian tersebut, yakni fegisfoture, assembly,
dan partiament (parlemen) Cikal bakal lembaga parlemen d Indonesia
yakni KNIP, yang pada masa selanjutnya menjadi DPR dan MPR_®

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat, yang menjalankan
tiga (3) fungsi, yakni ) fungsi legisiasi, yaitu membentuk undang-undang
yang dibahas bersama Pemerintah untuk persetujuan bersama, i) fungsi
anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD, dan i) fungsi pengawasan, yartu melakukan
pengawasan terhadap kinerja Pemerintah. Ketiga fungsi itu ditegaskan
dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 beserta perubahannya.

Dengan fungsi tersebut, selama tahun 2014-2019, DPR berhasil
melakukan pembahasan 26 RUU menjadi UU (legislasi),” pembentukan
iima tim pengawas {pengawasan), dan pembahasan RUU APBN setiap
tahunnya (anggaran).® Akan tetapi, dengan capaian DPR tersebut
menurut Wilda Rasaili, fungsi DPR periode 2014.2019 belum optimal,

¢ Wawan Ichwanuddin, "Konsep Perwakilan Politk” diakses 19 Jul’ 202Q, http./f
repository.ut ac df4241/1/IPEM4323-M1 pdl

7 Restu Diantina Putri “DPR 2014-2019: Malas Bekerja lapl Boros Anggaran,”
Trio . 11 Apnil 2019, diakses 19 Juli 2020, https ffirte id/dpr-2014-2019-malas-beker ja-
tapi-beros-anggaran-diQs

' Winantuningtyas Tl Swaséinany, “Reflekst Kinerjs Dewan Perwakilan Rakyal
Republik Indenesia Perlode 2Q14-2019° (Jakarta: Sekretarls Jenderal DPR R, 2020), hm
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karena dalam hal pengawasan, DPRjustru tidak menindaklan juti temuan
BPK terkalt pelaksanaan program atau pembangunan oleh Pemerintah
Dalam pembahasan anggaran, DPR justru lebih banyak pada aspek
kepentingan DPR, seperti kenaikan tunjangan DPR, rumah aspirasi
dana reses, pembangunan gedung, pembangunan perpustakaan DPR
dan tain-lain ? Dengan tidak optimalnya fungsi tersebut, kepercayaan
publik terhadap DPR dalam 10 tahun terakhir menurun dan mencapai
47-52 persen pada periode 2014-2019.'° Oleh karena itu, perlu dilakukan
optimalisasi pelaksanaan fungsi DPR pada periode 2019-2024 untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut

Lebih lanjut, DPR juga melaksanakan fungsi diplomasi luar
negeri Hal itu merupakan amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No
37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam pasal tersebut,
penyelenggaraan hubungan luar negeri terdiri dari Pemerintah dan
Non-Pemerintah Adapun maksud Non-Pemerintah ifu salah satunya
adalah DPR, sebagaimana termuat dalam penjelasannya Peran DPR
dalam diplomasi juga diatur dalam Pasal 69 ayat (2} UU No. 7 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah {disebut VU MD3), yaknl dalam kerangka representasi rakyat
dan mendukung upaya Pemerintah melaksanakan politik luar negeri.
Sehingga untuk merealisasikan amanat undang-undang tersebut,
dibantuk Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR R yang khusus
melaksanakan diplomasi parlemen melingkupi aktivitas internasional
DPR, baik bilateral, regional, maupun intérnasional, sebagaimana
termuat dalam Pasal 83 ayat (1) UV No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua UU MD3.

Selama 2019, BKSAP telah melakukan penginman 100 delegasi ke
1© Sidang Internasional, seperti Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) di
Jenewa dan Beograd, Sidang Parliamentary Union of OIC Member State
Countries {(PUIC) d Maroko, dan sebagainya.” isu terkini yang menjadi
perhatian antarparlemen dalam berbagai pertemuan adalah mengenai
penanganan COVID-19 Hal itu karena COVID-19 merupakan masalah
yang dihadapi seluruh negara d dunia, karena telah menyebar di 216
négara, dengan péngidap mencapai 13 juta orang per 9 Juli 2020
indonesia merupakan negara terdampak COVID-19, dengan jumlah

Wilda Rasalli, "Kinerja Dpr Dan Kepercayaan Publlk,” Journo! Wiroraja (2020). 1.
Yrbid,
" Endah TD Retnoastutl, "Laporan Kinerja Biro KSAP 2019" {(Jakarta: Brro Kerja
Sama Antar Parlemen Selkretariat Jenderal DPR Rl 2020), him 20
2 -Data Sebaran” diakses 18 Juli 2020, https://fcowid19. go o/



PENDAHULUAN

Parlemen merupakan lembaga demokrasi yang berperan mewakili
warga negara dalam sebuah proses pengambilan kebijakan Mulai dari
menyusun peraturan perundang-undangan, mMenentukan anggaran,
hingga memastikan bahwa pemerintah melaksanakan program-program
sesyai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan
Sekalipun dalam kondisi krisis, peran tersebut harus tetap dilaksanakan

Secara prinslp, negara-negara yang menganut sistem demokrasi
selalu membutuhkan parlemen yang mewakil rakyatnya Parlemen
mMerupakan sumber daya politk yang sangat penting dalam rangka
mendorong kemajuan bangsa melatul konsolidasi politik bersama-sama
pemerintah_ Apa lagi di masa pandemi Caronavirus Disease 19 {Covid-19),
eksistensi parlemen d sebuah negara sangat dibutuhkan - karena
merupakan safah satu pilar demokrasi yang berperan.menghubungkan
pemerintah dengan masyarakat

Covid-19 merupakan suatu ujian besar bagi eksistensi dan
komitmen duria terhadap terhadap prinsip-prinslp demokrasi yang telah
banyak diperjuangkan dengan darah dan ar mata Covid-19 tidak hanya
menggoyahkan kesehatan publik, tetapi juga kesehatan demokrasi
dunia Bagi kebanyakan warga dan pelaku politik ci negara berkembang
seperti Indonesia, demokrasi terkadang baru bef jalan secara prosedural
saja, belum secala substansial Oleh karepa itu, tulisan ini hendak
mengulas bagaimana eksistensi parlemen-parlemen dunia dalam
menjaga prinsip-prinsip demokrasi terus hidup di tengah meluasnya
penyebaran virus corona ¢ berbagai belahan dunia. Hal inl penting
karena parlemen itu adalah salah satu “penjaga utama” demokrasl agar
miakna dari slogan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” terus hldup d
saat dunia mengalami krisis akibat pandemi yang uar biasa

PANDEMI, PARLEMEN DAN DEMOKRASI

Demaokrasi Modern adalah sistem pemerintahan di mana penguasa

akan selalu diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Lebih dari itu, demekrasi modern yang berkualitas haruslah mempunyai
struktuf kelembagaan yang stabil yang memungkinkan warga negara
untuk mencapal kebebasan dan kesetaraan melalui fungsi lembaga
dan mekanisme yang sah dan benar'. Kemudlan. apakah demokrasi

' Leeeakdo Morling, 2016 The Quofityof Democracies f Latin America. Stackholm:

The Internaiiunm [nstitute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).
Hm 33. M’tpr.n.'ww.luea.InUpubllcations!cmaloguefla-calidad-de-Ias-democraclas-en-

america-latina?lang=en. Diakses 22 Julk 2020
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kerja sama dengan berbagai pihak fain, terutama dalam menangani
berbagai dampak yang muncul akibat pandemi COVID-19 seperti
dampak kesehatan, sosial, ekonomi, maupun lingkungan Selain Iy,
parlemen juga dapat menjadi aktor yang melakukan pembahasan
kerjasama dengah negara lain-di mana parlemen dan setiap negara akan
saling berbagi pengalaman mengenai peran mereka dalam membantu
pemerintah untuk menyelesaikan pandemi Covld-19.

Mesklpun multilateralisme dilihat akan terus dilakukan dan
semakin berkembang pasca pandem COVID-19, tetapi adanya
perubahan dalam pelaksanaan multilateralisme itu sendiri. Parlemen
periv beradaptasi dengan teknologi kareéna segala bentuk pertemuan
pembahasan kerja sama akan lebih banyak dilakukan secara wvirtual
atau dengan memanfaatkan teknologi. Parlemen diharapkan akan dapat
mendorong pemerintah dan pihak lainnya untuk beradaptasl dengan
teknologi yang ada sehingga mereka dapat secara aktlf ikut serta dalam
berbagai pentemuan dan kerja sama internasional.

Perlu dilngat bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat hidup
sendiri. Oleh karena itu, kerja sama dan kolabofasi muktilateral menjadi
salah satu solusi agar neégara dapat bertahan dalam menghadapl! kondlsr
yang ada —dalam kasus ini yaitu untuk mempercepat penanganan
Covid-19.
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tetap tetap berjalan dengan bak di masa pandemi Cavid-19 ini? Inilah
pertanyaan yang sering muncul dari banyak kalangan, mengingat jumlah
kasus Cowd-19 sudah menembus lebih dari 15 jula kasus d seluruh
dunia. dengan kematian lebih darl 600 ribu jiwa (per 23 Juli 2020)2.

Kita bisa melihat contoh yang terjadi d Amerika Serikat sebagai
hegara yang dikenal sangat mengagungkan demokrasl. Ribuan warga
turun ke jalan-jatan 4 Virginia, California, Texas, Kentucky, Michigan,
Minnesota dan df beberapa negara bagman lainnya. Amerika menghadapi
protes keras dari rakyathya sendiri, karena penuiupan tempat-tempat
usaha mulai memengaruhi kehidupan ekonomi lokal. Para demonstran
mendesak pemerintab untuk melakukan pencabutan karantina agar
kehidupan normal dapat beroperasi kembali Kebifskan /ockdowrn
Presiden Trump yang diikutl para Gubernur dianggap memasung
kebebasan mereka®. Di Nigeria, warga yang protes jockdown ditembak
mati* Di India, ribuan warga protes karena kesulitan ' pangan akibat dari
jockdown yang diterapkan® Bahkan, di negara sekelas Jerman dengan
dengan Indeks demokrasi yang tinggi pun tidak lepas dari aksi massa
melawan pemerintah Protes anti-‘ockdown terlihat hampir di seluruh
Jerman ketika masyarakat telah ielah atas pembatasan sosial di negara
itu®

Merujuk pada beberapa kasus di atas, kita dapat melihat fakta
bahwa dalam penanganan Covid-19 tersebut muncul perlawanan warga
terhadap pemerintah. Of masa Covid-19 ini, demokrasijustru mendorong
salah satu aspeknya; parusipasi warga dan kualitas pemerintah dalam
penanganan krisis Demokrasi di masa pandemi ini banyak dimaknai
berdasarkan pemahaman akan konsepsi kebebasan ketimbang
pemahaman lainnya seperti prosedur/lembaga demokrasi atau potensi
manfaat sosic-ekonomi dari demokrasi

2 COVIDJ9 Doshboord by the Center bor Systems Scente ond Engneering
{CSSEr 23 Jun 2020, httpsyigisenddatamaps, altiis.com/apps/opsdashboard/mdex
htmi2/bda75947401d40299423467p48eSectE. Diaksers 24 Juli 2020

3 Ardl Priyatno Uipma. 20 Apill 2020, Mengapa Ada Demonstrast o AS Saot
Wabah Virus Corona?,  IEpem/iwww kompas, com/global/read/2020/04/20/ 213139070/
1T g e T o P - e 41 - L L AT Tl = el Chdasgee 29 tull 0020

* Pobick Egen, T Jud 20200 A e vt T Siar e dor s WS Ao
Brutaiity n Afvica Goes Unnoticed, ntipsi//foreignpolicy. com/2020/06/17black.lives-
matter-prolests-africa-police-brutality/ Dlakses 20 Jul 2020

5 Anupama Katakem, 31 Maret 2020, Food Scorcity During Lockdown Leaves
Goo i Choos. hitpsy//f-ontine thenindu comidispatches/anicle31218951.ece. Diskses 24
Jull 2020

* Hormsegn B M SOS0 ERHN seegrm Periasoug Aopes. Pefes dbb
LOEEyten G JorTion  Samepon Aol TEgehet  IIomG akes ri e T Cn. e
lelah-deng®n-pembalasan-sosial-proles-anti-lockdown-di- jerman-s@makin-marak-1&t jadi
Diakses 23 Jull 2020
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Percepatan Penanganan COVID-19 guna membahas penanganan
COVID-19 di Indonesia (Hanafi, 2020)

Parlemen juga memiliki peran untuk mendorong pelaksanaan
kerja sama multilateral negara. Ketika negara memilih untuk melakukan
proteksionisme, parlemen dapat mendorong pemerintahnya untuk
mengubah kebijakan proteksiomismenya menjadi kebijakan berbasis
kerja sama. Selain itu, parlemen jug a dapat menjadi aktoryang melakukan
kerja sama dengan parlemen negara lam dan. berbagai institus
multilateral. Tidak hanya semakin mempererat hubungan antarnegara,
pertemuan antar parlemen ini dapat menjadi tempat bags seluruh pihak
untuk saling belajar satu sama lain (BKSAP, 2020) Sebagal contohnya,
parlemen Indonesia mengadakan Webinar Internasional yang tidak
hanya mendalami bagaimana parlemen memainkan perannya sebagai
lembaga legislatif di tengah pandemi tetapijuga menjadi wadah berbagi
pengalaman antar parlemen di sejumlah negara . dalam menangani
pandemi di negaranya (BKSAP, 2020; Media Indonesia, 2020).

Di Indonesia, peran serta parlemen dalam kerja sama multilateral
sudah lama terjadi, jauh sebelum pandemi COVID-19 mulai menyebar
di Indonesia sehingga kerja sama semacam ini bukanlah hal yang baru
bagi parlemen Indonesia. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri
bahwa berubahnya kebiasaan dan perilaku selama pandemi COVID-18
akan mengubah bentuk multilateralisme itu sendiri. Secara konsep,
hubungan kerja sama yarig terjadi tetap sama yaitu kerja sama antara
satu negara dengan beberapa negara lainnya. Perubahan terjadi pada
penggunaan teknologi sebagar penghubung antara satu negara dan
berbagai negara lainnya untuk menghadiri forum-forum multitateralisme
tersebut (IPU, 2020) Oleh karena itu, parlemen perlu mengadaptasi dan
mendalami kebiasaan baru ini sehingga parlemen dapat menjadi contoh
serta mendorong pemerintah dan pihak lainnya untuk juga mendalami
kebiasaan baru im.

KESIMPULAN

Pandemi tidak seharusnya dilihat sebagai penghambat
terlaksananya kerjasama multilateral Sebaliknya, pandemi seharusnya
dilihat sebagai dorongan bagi negara-negara di dunia untuk semakin
berkolaborasi satu sama lain Perlu disadari bahwa pemerintah tidak
akan dapat menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 sendiri,
Pemerintah perflu melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan pihak
terkait lainnya yang salah satunya yaitu parlemen

Parlemen dapat mendorong pemerintah untuk terus melakukary



Konsep demokrasi yang ditunjukkan oleh warga cenderung
mencerminkan suatu nila inli yang termaktub dalam Pasal 2 Universal
Decloration of Human Rights bahwa kehendak rakyat merupakan dasar
legitimas: dan kewenangan negara berdaulat. la menggabungkan suatu
keinginan yang umum dan universal untuk perdamaian. keamanan
dan keadilan. Demokrasi mencerminkan basis etik yang mendasar darj
kesetaraan dan martabat manusia, sehingga karenanya tidak dapat
dipisahkan dari HAM?

Selama pandemi, demgkrasi yang bertindak secara efeldif untuk
mengelola dampak kesehatan dapat menghindari pembatasan kejam
terhadap HAM. Korea Selatan, yang awalnya lerparah setelah Tiongkok,
mampu mengendalikannya dan membatasi kematian di bawah 300
hingga Juli 2020°% tanpa memperkenalkan undang-undang kekuatan
darurat. Korea Selalan bahkan mengadakan pemilihan parlemen pada
bulan Apri dangan jumlah pemiih 66 persen, tértinggi sejak tahun
1992% Parlemen Finlandia secara ketat meninjau legislasi kekuasaan
darurat dan memperbaikinya untuk meningkatkan perfindungan HAM™
Hingga kini, negara ini memiliki salah satu tingkat kematian Covid-19
terendah d Efopa. Pandemi Cowvid-19 juga sangat mempengaruhi
bagaimana kita diatur. Sebagai contoh, Parlemen Irlandia menambahkan
perlindungan dalam undang-undang darurat untuk orang-orang tanpa
rumah permanen, dan Senat Brasii memungkinkan warga negara untuk
membuat komentar dalam platform sesi online-nya

Contoh-contoh Ini menunjukkan bahwa di sinilah parlemen-
parlemen dunia memainkan peran pentingnya untuk tetap berdiri di
garis depan dalam menefapkan prinsip-prinsip demokrasi yang harus
beradaptasl & bawah tekanan ekstrem. Selama krisis, parlemen-
parlemen dunia dihadapkan padatiga opsi penting yang terkadang saling
pertentangan. Pertama, mereka harus membuat keputusan yang cepat
tetapi telah dipikirkan dengan matang, khususnya mengenai ketentuan
darurat apapun yang peflu d ambil Kedua, mereka periju memastikan
kelangsungan pemefintahan  konstitusional dan keseimbangan
kekuasaan yang dibutuhkan oleh demokrasi perwakilan. Ketiga, mereka

T United Nation The Universal Declaration of Human Rights {UDHR) https:/Avww
=l
o, frowtdie a
22 duh 2020
Hywng, 1L Apra2d 40 M TIang A
g itk £Een) b b M 1S PR R P BSOS M Clinkeay T
2020
© Manin Scheinin % Apnl 2020 The COVID-19 Emergency h Finlond: Best

Praclice and Problems nitpsiiverfassungshlog deithe-covid-19-emergency-in-finland-
best-practice-and-problems/ Diakses 23 Jub 2020




negara terdampak WHO sebagai institusi multilateral yang sangat
terkait dengan penanganan COVID-19 dilihat masin memiliki banyak
kekurangan untuk menangani pandemi COVID-19 sehingga kerja sama
multilaterar dibarapkan akan dapal membawa perubahan bagi WHO
uniuk dapat berkembang iebih balk ke depannya (Media Indonesia,
2020}

Kerja sama muitilateras memungkinkan adanya transfer
pengetahuan dan informasi antara satu negara dengan negara lainnya
{(IPU, 2020). Hai ini memungkinkan negara uniuk dapat belajar. dari
pengalaman -baik itu keberhasilan maupun kegagalan negara iam
daiam penanganan COVID-9, Seiain transfer pengetahuan penanganan
COVID-19, kerja sama muitiiateral diperkirakan akart mempermudah dan
mempercepat penyelesalan penelitian vaksin virus Corona. Tidak semua
negara melakukan penelitian secara mendaiam untuik: membuat anti
virus dari virus yang pertama kaii muncui di Wuhan ini: Qieh karena itu,
dengan adanya sharing informasi terkait perkembangan peneiitian ani
virus ini dilinat akan mempercepat penghentian penyebaran COVID-19
d dunia.

Seiain i, Menteri Luar Negeri Indonesia juga mengungkapkan
bahwa sistem muttilateralisme dapat memenuhi kebuituhan mendesak
masyarakat (Kementerian Luar Negeri, 2020) Prinsip muitilateraiisme
dapat menjadi modai bagi negara untuk menangani tantangan
global seperti COMVID-1 dan menjamin perindungan bag seluruh
warga negaranya (Pramudyani, 2020). Periu disadari bahwa dampak
penyebaran COVID-19 ini tidak hanya berdampak bagi aspek kesehatan
masyarakat tetopi juga akan berdampak pada aspek sosial dan
perekonomian masyarakat

PERAN PARLEMEN TERHADAP PELAKSANAAN
MULTILATERALISME SELAMA DAN PASCA PANDEMI COVID-19

Parlemen memiliki peran yang sangat penting untuk mempercepat
penanganan COVID-19 Sebagai iembaga iegisiatif, parlemen memiliki
tugas untuk merancang s.etu undang-undang. Daiam penanganan
COVID-19, pariemen memillal peran daiam menerjemahkan instrumen
internasional ke dalam undang-undang nasional yang dapat mema jukan
kesehatan nasionai (WHO, 2020). Meskipun tidak secara iangsung
menangani COVID-19, pariemen bekerja sama dengan Kementerian
atau Lembaga {K/L) terkait lainnya. Dalam hal inj, parlemen lebih banyak
melakukan pembahasan dengan berbagai Kementertan —seperti
Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, serta Gugus Tugas
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harus memberi contoh sebagai institusi metalui persyaratan kesehatan
seperti jarak sosial, d mana anggota parlemen memiliki hak dan
kewajiban untuk melindungl diri mereka sendiri.

Namun demikian, apapun opsi yang digunakan, mematuhi
prinsip-prinsip dasar demokrasi adalah hal yang sangat penting dalam
merespon Covid-19 Kepatuhan terhadap standar tata pemerintahan
demokratis yang baik sebagaimana diatur dalam 12 Prinsip Tata Kelola
Demokratis, sama pentingnya untuk memastikan bahwa warga negara
dan masyarakat sipil secara luas dapat terus mendapatkan manfaat dari
penyediaan layanan penting, dengan gangguan minimum, sehingga
kepercayaan dari warga kepada otorltas terus terjaga

PARLEMEN DAN PENDEKATAN MULTILATERALISME

Krisis Covid-19 menghantam dunia pada saat sistem internasional
dan keseimbangan kekuasaannya sudah menunjukkan tanda-tanda
kelemahan yang semakin meningkat, dengan meningkatnya ketegangan
yang terus-menerus, kepercayaan yang menyusut, dan tingkat kelelahan
kerja sama internasional yang menonjol pada masalah-masalah penting
yang menjadi perhatian bersama masyarakat dunia Sayangnya,
pandemi ini memperburuk krisis tersebut, krisis yang sebagian besar
disebabkan oleh kurangnya koordinasi internasional, terutama pada
tahap awal penyebaran Covid-19

Pandemi, entah itu Covid-19 atau lainnya, tidak mengenal batas la
menyebar ke seluruh dunia dengan cara yang sama dan memengaruhi
orang-orang dengan cara yang sama Ras, etnis, bahasa atau agama,
kekuasaan atau ketenaran, sama tidak relevannya dengan perbatasan
administratif, Pandemi ini adalah masalah global yang memeriukan
jawaban global pula. Respon darurat jangka pendek dan respon strategis
jangka panjang harus dikoordinasikan d antara negara-negara dunia.

Adanya pandemi Covid-19 bukanlah berartl akhir dari dunia yang
saling terhubung, namun ini membuktikan adanya interdependensi
bi sisi lain, beberapa wilayah di dumia membuktikan hahwa masih
ada harapan untuk adanya respon bersama untuk menghadapi
permasatahan ini, dimana dibutuhkan adanya kerjasama yang bersifat
multilateral dalam menghadapi krisis ini"" Hal tersebut diperkuat oleh
pendapat Lionel Laurent yang berpendapat bahwa penutupan wilayah
perbatasan bukanlah jawaban yang tepat dalam menghadapi krisis ni

" Shivshankar Menon 20 Maret 2020 This Pandemic Con Serve o Usefsd
Purpose https./foreignpolicy.com/202G/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/
Dlakses 20 Juh 2020




serta daging sapi (Amanta & Apribant), 2020; Suryanto, 2020) Selan
berkurangnya stok komoditas dengan terhambatnya perdagangan
impor, reaksf masyarakat yang metakukanpanic buying'dan penimbunan
barang serta terjadinya gagal panen d berbaga wilayah di Indonesia
menjadi salah Satu penyebab terjadinya kenakan harga berbagal
produk d Indonasia

Prinsip  proteksionisme imilah  yang dikhawatrkan  akan
berkembang selama dan setelah pandemi Cowid-19 berlangsung
dikarenakan prnsip Nl sangat bertolak belakang dengan prinsip
globalisasi dan multilateralisme. Meskipun di satu sisi proteksionisme
akan membantu negara memastikan ketersediaan produk dalam
neger, tetapl d sisi lain, keberadaan proteksionisme akan menghambat
penanganan COVID-19 (Busch, 2020} Proteksionisme dilihat akan
memperparah penanganan COVID-19 d negara tersebut (Broadman,
2020). Oleh karena 1tu, pemerintah dan parlemen perlu bekerja sama
menjaga dan memastikan bahwa multilateralisme akan tetap dilakukan,
terutama untuk mempercepat penanganan COVID-19

BAGAIMANA MULTILATERALISME DAPAT MEMBANTU
MEMPERCEPAT PENANGANAN COVID-19?

Harus disadan bahwa tidak ada satu negara pun d duria in yang
dapat hidup sendiri. Pandemi COVID-13 semakin menyadarkan kita
pentingnya multlateratisme. Berbagai pihak melihat bahwa kerja sama
antar negara akan menjadi langkah awal dan cara terpenting dalam
melawan penyebaran pandemi COVID-19, terutama karena virus ini
tidak mengenal batas dan dapat menyerang siapa pun dan di mana pun
orang itu berada (Qian, 2020)

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementenan Luar Negeri
Republk Indonesia menilai keberadaan ker jasama multlateralisme dilihat
akan memberkan ruang bagi negara untuk melakukan pengecekan
kesiapan negara dalam menghadapi knsis serta memberikan peluang
untuk mengevaluasi manajemen kesehatan global (Pinandita, 2020)
Dalam pandangan ini, kerja sama nternasional digunakan untuk
mengevaluasi keefektifan kebijakan pananganan COVID-13 d negara-

! Panmic buying merupakan upaya yang dilakukan seseorang uniuk membeli
berbagal produk dalem jumlah yang besar pada satu waktu sebagai reaksi alas terjadinya
suatu kejadian Sejak kasus pertama dan kedua Cowvid-12 dilemukan o Indonesia.
masyarakat Indonesla —khususnys Jakarta dan sekitarnya bereaksi dengan pergl membel
hahan pokok, masker dan fandsanitizer dalam jumlah yang banyak (Fajrin, 2020} Sebagai
hasiinya, siok beberapa komodilas mengalam penurunan yang sangat signifikan dan
membuat harga beberapa komodilas melonjak nak



Aksi kolektif antarnegara menjadi pendekatan yang lebih masuk akal
untuk diimplementasikan. Saling berbagi informasi antarnegara serta
pendekatan muhilateralisme seharusnya akan leblh memudahkan
koordinasi dalam menghadap: krisis ini'2.

Seluruh teori hubungan internasional mempelajarl kerja sama
dan jalan-jalannya, Di satu sisi, doktrin Modern seperti institutionalisme
mencatat bagaimana hubungan internasional telah berkembang
menjadi sistemn kerja sama™ Di sisi lain, realisme pefcaya bahwa kerja
sama internasional adalah alat belaka, untuk digunakan jika diperiukan
atau diabaikan™ [ mana kita berdini sekarang? Kita Mungkin berada
di antara keduanya, bergerak ke arah itu tetapi melewati medan
yang Sangat berbatu Di jalur ini, Covid-19 adalah haMbatan besar.
Kepentingan pribadi dan keuntungan jangka pendek terhadap sistem
kooperatif dan manfaatjangka panjang: Ini adalah ketegangan yang kita
bicarakan di sini, dan peran organisasi Multilateral saat ini adalah untuk
menghindari hubungan internasienal kembali ke “keadaan anarki”.
Organisasi internasionat memiliki tugas untuk membantu Negara-negara
bekerja sama dan menunjukkan bahwa dengan keputusan bersama kita
akan lebih balk menghadapi Musuh yang tak kasat Mata

Namun, organisasi internasional hanya berfungsi dengan baik
jka negara menyetujui pentingnya Kehadiran mereka. Harus diperjelas
bahwa kepentingan pribadi hari inl bertepatan dengan mempertahankan
sistem internasional yang kuat Sebuah organisasi iNternasionai harus
berusaha Keras untuk memastikan bahwa kondisi ini tefpenuhi. D¥ sisi
lain, harus juga ditekankan bahwa badan-badan internasional yang
disfungsionaljuga dapat merugikan dan menciptakan pusaran masalah,
terutama jika mereka lebih fokus memberikan batasan daripada
mengusulkan solusi. Dalam hal ini, para pemimpin hafus terlibat daiam
refleksi mendalam tentang apa yang benar-benar diperlukan untuk
menghidupkan kemball multilateralisme.

Untuk  mewujudkan  pendekatan  muitilateralisme  yang
mengutamakan kerja sama dan Koordinasi global, peran pariemen
adalah hal yang mutlak diperlukan Mengapa parleMen penting? Pertama,

2 Lionel Laurent 20 Maret 2020 Stop Shutttng Borders ond Stort Working
Together. Defeating o Virus That Respects MNo Boundonies Reguires Colfective Action
hitps /www.bloomberg com/opinion/arbicles/2020-0320/cornnawvirus-fight-stop-shutting-
eu-borders-and-worktogether?srnd=opinion-politics-and-poiicy, Diakses 21 Julh 2020

® Andaru Satnyoto, 2017 PerspektilTeori Institusicnallsme dan Teor( Krilis ternadap
Rezim Inernasional Lingkungan Jurnof Hubungon internasiong interdependence Vol 5
No 2 Him 97.

“ Azwar Asrudin 2074 Thomas Kuhn dan Teorl Hubungan Internasional: Realisme
sebagal Paradigma Jurnal Giobol South Review UGM Vol TNo 2 Him 109



tidak hanya memprioritaskan kepentingan nasionalnya, tetapi juga
mengoordinasikan kepentingan nasional seluruh negara dalam sebuah
institusi kolaborasi bersama (Fukushima, 1999). Berbeda dengan kerja
sama regional, kerja sama multilateral tidak memiliki batasan wilayah
kerja sama sehingga negara dapat melakukan hubungan kerja sama
dengan negara lain yang berada di kawasan ataupun wilayah yang
berbeda dengan negaranya Beberapa organisasi internasional yang
termasuk sebagal institusi multilateral sepertr Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB). Bank Dunia, International Monetary Fund {(IMF), serta
berbagai badan khusus PBB lainnya

Pada mulanya, banyak pihak khawatir jika multilateralisme
akan semakin memudar, terutama dengan meningkatnya kebijakan
proteksionisme di berbagai negara. Penutupan batas-batas negara dan
Pintu masuk negara (seperti bandara dan pelabuhan), serta kehijakan
negera untuk membatasi ekspor menjadi contoh kebijakan yang banyak
dilakukan oleh negara-negara di dunia, termasuk indonesia

Dengan peraturan vyang dikeluarkan oleh  Kementerian
Perdagangan (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020
dan Paraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020}, Indonesia
melakukan pembatasan ekspor sementara untuk beberapa peralatan
medis seperti masker, alat pelindung diri (APD), antiseptik, dan bahan
baku masker {Limenta, 2020). Dengan melihat situasi dan kondisi
yang terjadi di Indonesia sejak kasus Covid-19 pertama kali muncul di
Indonesia, kebijakan semacam ini dirasa perlu diterapkan, terutama
dengan kenaikan harga peralatan kesehatan yang mencapai 5 sampai
10 kali lipat dari harga sebelum pandemi teradi (Sandi, 2020).

Meskipun Indonesia tidak membuat kebijakan untuk membatasi
ekspor bahan pangan, tetapi beberapa negara ~seperti Rusia, Vietnam,
KambojJa, India, dan beberapa negara lainnya memilih untuk membatasi
dan menghentikan sementara ekspor bahan makanan ke negara
lan (Reuters, 2020). Kebijakan semacam ini sangat dikhawatirkan
cleh negara-negara yang keberlangsungan masyarakatnya masih
bergantung pada produk hasil mper. Pada dasarnya, proteksionisme
dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan barang di negara
tersebut cukup untuk memenuhi  kebutuhan warganya. Namun,
kebijekan ini telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi
negara pengimpor.

Oi negara yang bergantung pada impor, harga produk makanan di
berbagal negara mengalami kenaikan yang cUkup signifikan (Espitial et
al, 2020) i Indonesia, kenaikan harga pangan terjadi pada beberapa
komoditas pangan seperti beras, gula, bawang putih, bawang bombal,




anggota parlemen adalah perwakilan langsung yang dipilih oleh rakyat,
dan merekalah yang memastikan bahwa semua suara terwakili daiam
lembaga perwakilan Kedua, parlemen adalah yang mengusulkan
dan mengesahkan undang-undang. Ketiga, mereka menjalankan
fungsi pengawasan pada pemerintan dalam kemampuannya untuk
mengimplementasikan hukum dan komitmen internasional Dan
mengapa diptomasi parlemen penting? Karena diplomasi parlemen
memperkuat ketiga aset unik ini di panggung internasional: Oleh karena
itu, parlemen di seluruh dunia harus berusaha untuk belajar dan satu
sama lain.

PARLEMEN SEBAGAI MEDIATOR MULTILATERALISME DAN
DEMOKRASI

Dalam situasi seperti ini, barulah tampak bahwa negara-
negara demokrasi dunia sebenarnya mengarah pada pengabaian
multilateralisme. Mereka yang dulunya percaya bahwa kerja sama
multilateralisme adalah kunci kesejahteraan d tingkat global, kini melinat
bahwa negara mereka tidak lagi kompetitif bila terus mengedepankan
pendekatan multilateralisme  Implikasinya, ketika pandemi global
melanda seperti saat ini, korban yang pertama terkena dampaknya
adalah kelompok-kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin,
kelompok imigran, kelompok minoritas suku, ras, dan agama, dan
sebagainya Padahal, menjunjung tinggi hak-hak minoritas dan jaminan
HAM adalah salah satu prinsip demokrasi yang sangat penting

Di sinilah parlemen dapat berperan untuk membangun standar-
standar dan norma-norma internasional sebagai bagian dari aksi-
aksinya untuk memajukan sistem demokrasi suatu pemerintahan
Parlemen-parlemen dunia harus bersatu padu dan berperan aktif
sebagal mediator untuk mengikrarkan kembali komitmen kerja $ama
internasional {multilateralisme), dengan cara memperkenalkan dimensi
demgkrasi yang substansial ke dalam proses pengambilan keputusan
terkait kerja sama internasional.

Dengan menggunakan hak legislatif dan mandat demokrasi,
parlemen bisa menjadi “mimbar rakyat” septi terhadap batas-batas
tradisional Parlemen mempunyai peranan yang unik untuk dijalankan
guna membawa lembaga-lembaga global lebih dekat kepada rakyat
yang harus dilayani Akhirnya, jika pandemi Covid-19 menyebabkan
krisis pembangunan dan kemanusiaan dunia tidak dapat diselesaikan
sendiri-sendiri, maka peran parlemen untuk mendorong kerja sama
internasional {multilateralisme) menjadi sebuah keniscayaan Sebagai



LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 membuat banyaknya perubahan tatanan
kehidupan di dunia. Globalisas yang merebak secara luas sebelum
pandem terjadi seakan menjadi mati suri Banyak negara memutuskan
untuk membalasi pergerakan keluar masuk manusia dan barang dengan
menutup batas negara dan pintu masuk negara seperti bandara dan
pelabuhan. Rasa takut dan khawatir bahwa virus Corona akan menyebar
di negara tersebut menjadi salah satu alasan untuk pemerintah menutup
akses kaluar masuk negara Selain iy, kekhawatiran masyarakat
terhadap virus Corona juga telsh mengubah gaya hidup masyarakat
yang cenderung memilih untuk tidak bepergian dan menghindari
kerumunan sehingga pergerakan manusia mengaiami penurunan

Di sisi lain, penutupan batas-batas negara Juga terlihat
memberikan dampak pada pergerakan barang dan $atu negara ke
negara lain. Dengan adanya kecenderungan bahwa negara akan
menerapkan prinsip proteksionisme memunculkan kekhawatiran baru
bagi negara-negara yang keberlangsungan masyarakatnya tergantung
pada produk ekspor, Kekhawatiran tersebut tidaklah tanpa dasar karena
berbagai negara mulai membuat kebijakan untuk membatasi masuknya
produk impor ke negaranya.

Secara lebih luas, proteksionisme yang terjad dikhawatirkan akan
semakin berkembang dan menghilangkan multilateralisme. Padahal,
keberadaan muitilateralisme dinilai sangat penting untuk mempercepat
penanganan COVID-19, Pemerintah dinllai memiliki peran yang sangat
penting untuk memastikan keberlanjutan prinsip  muiltilateralisme
Meskipun begitu, perlu disadari bahwa pemerintah tidak dapat
melakukannya sendir, Periu adanya kolaborasi dengan pihak lain
seperti masyarakat, sektor usaha, akademisi serta parlemen. Esai ini
akan menyasar tema tersebut yaitu peran parlemen untuk memastikan
keberlajutan keriasama multilateralisme sehingga dapat mempercepat
penanganan COVID-19,

MULTILATERALISME DAN PROTEKSIONISME

Multilateralisme dapatdiartikan dengan penggunaan bahasa yang
berbeda antara satu pemikir hubungan internasional demgan pemikir
hubungan internasional lainnya. Secara garis besar, multilateralisme
dapat dipaham sebagai suatu bentuk hubungan kerja sama yang
dilakukan oleh beberapa negara yang jumiahnya lebih dari dua negara
untuk mencapai tujuan tertentu.  Dalam  mullilateralisme, negara
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warga negara Indonesla - yang delam konstitusinya menyebutian am
“ikut melaksanakan ketertiban dunla yang berdesarkan kemerdekaan,
perdemelan abadl dan keadlian soslal® - moka sudah sastnya kia

menyerukan” recover logether, recover stronger” .
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Bukan nuklir atau perang dagang yang kini meruntufikan tatanan
kehidupan manusia secara global. Virus mikroskopis melakukannya
dengian sempurna. SARS CoV-2 yang memicu pandeml| Coronovirus
arseqse (Covid-19) telah menghadirkan krisis kesehatan yang berdampak
secara multidimensi terhebat sepanjang sejarah Pandeml ini Mampu
rendikte duma untuk berjusng menyelamatkan peradaban. Covid-19
riemberil:an antitesis bagr seluruh adwkuasa yang mengatasnamakan
rpembangunan berlandaskan Superiorltas militer dan dominas ekonomi
dalam cakupan unilateralisme. Pembangunan kesehatan yang kerap
nmenjadi prioritas kelas dua, Nyatanya menungukan titik lemah yang
mengalakbikan sistem pertahanan terbaik dan ekonomi terkuat sekalipun.!

Covid-19 berkembang dafi persoslan krisis kesehatan masyarakat
menjadi krisis multidwnensi secara paralel dengan ancaman risiko yang
setara, Damnpaknya mampu mengekspos kerentanan, memperdaiam
kasenjangen dan kemiskinan, serta menghambat upaya pencapalan
kirse ahteraan. Seiring kebutuhan respon mitigasi bencana, krisis ini
sxat Nya merupakan momentumn tiap Negara menghadirkan kembali
pembangunan partlsipatif yang berfokus pada kemanusiaan, berbasis
hak  dasor seria diselenggarakan secara inkiusif sesuai cita-cita
pembangunan  berkelanjutan  Berbagal respon kebljakan nasiona
cain internasional akan sangat krusial dalam menentukan kemampuan
baingkit dari krisis serta pencapaian masa depan dunia.

Krisis, Cowd-19 tak hanya mengancam populasi, namun juga
tmtanan kehidupan masyarakat serta eksistensi negara Megara dituntut
niaresporn secara tanggap dan efektif tanggap, namun seringkali
kesuitan rengukur secara pasti dan menyeiuruh dampak dari pilihan
keébijakan yang terSedia 2 Kompieksnya permasalahan mmembuat
barbaga keputusan beserta konsekuensinya periu disinergikan secara
¢: -mat acar tak saling berdampak kontradiktif. Haiim acapkall dihadapi
kelika upaya mengurar krisis kesehatan masyarakat bertemall dengan
lerqhah penyatenatin Katieosoinn ekbnodl &0 pemenuan hak

epalan pengamblen kepuimean n Aken
manjadi pembeda antara kemampuan mengatasi gelombang  krisis
alau justry task berdaya membiarkan krisls mengalahkan kemampuart
pamerintah berfungsi secara efektif.?

Kondisi irisis menempatkan nNegara o antara ancaman,

Goosh. Arunabha 2020 This & what a perfact storm looks like Business
Siandid, 17 NMaret 2020
Murphy, Jonathan 2020 Parliaments and Crisis: Challenges and Innovatians
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harysiah bersepakst dalam skap dan tindakan bahwa: “Hanyo dengan
membangun dunia yong lebih berkelonjutan dan tongguh melalul
peninglkatan kefja sama interhasional, dta dopat mengatasl gneaman
terhodap kemanusiaon inl™
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kebuwhan respon mendesak dan  kondisi ketidakpastian yang
mencalarn.* Taitangan untuk merespon secara efektif berhadapan
dengan clinamika Covid-19 yang telah menyebar melintas batas-batas
geog afis, kebijakan, fungsi dan otoritas Kondisi mi memantik kesadaran
pertunya Jekerja bersama dalam semangat solidaritas untuk memerangi
pandemi. Maka dalam mengelola krisis menjadi peluang untuk bangkit
dibutubkan kapasltas manajemen krisis lintas batas secara kolektif,
Kapasitas dan ranajemen perlu diorganisasikan pada tingkatan lintas
batas melalui kerjasama antarnegara, kolaborasi internasional, peran
lembaria Internasional, penyatuan kekuatan nasional serta dorongan
solidanta; kerianusiaan yang dikolaborasikan

Krisis Cewvid-19 menjadi tantangan, bagi sistem pemerintahan
manapun, termasuk demokrasi Dalam mengatasi dampak krlsls yang
merus ik, peme intah dipaksa melakukan langkah-langkah kedaruratan
seper penutupan perbatasan, pembatasan sosial macpun karantina
wilaye 1+ Meskipun dilaksanakan atas dasar kedaruratan. tindakan- itu
harus :€lalu menjunjung prinsip demokrasi, menghormat hukum serta
hak ::asi manusia * Keterdesakan juga tidak membuat demokrasi
berhenti untuk memberi celah partisipasi, kebebasan berpendapat.
mendangar bavbagai kepentingan publik, serta menimbang berbagai
masu<an dan pendapat ahli. Mekanisme im mungkin meningkatkan
keragamonh dakungan dan bukti ilmiah terhadap berbagai alternatif
tindakin. Namun dengan hadimmya partisipasi dan keterwakilan
pandangan berbagai pihak  justru menjadi peluang terwujudnya
pendckatan yirg saling melengkapi.

%3 am demokrasi, parlemen merupakan institusi inti darl slstem
perwikilan. Kepasitasaya untuk berfungsi selama krisis merupakan ujian
kekual an dan daya tahan sistem demokrasi ® Parlemen mengemban
amanat. langsung unti.k mewu judkan perlindungan hak-hak dasar warga
secara adil dan inklusif ditengah krisis. Keterlibatan parlemen secara
efektit dibutuhkan untuk menjamin upaya pemanggulangan krisis yang
ditempuh perierintak mencapai hasil terbaik Parlemen memastikan

* ansell €, A Bmn, and A Keller. Managing wansboundary crises ldentifying
the builtling bloct s of an efecirve response system Jaurnal of Contingencies and Crisis
Managament B (4); 2010 195207

‘Resenthal, U, P % Har, and M T Charles 1989, The world of crises and crisis
manag *nem n Zoping with crises The management of disasters rnots and tefroerism,
eds U “osganlha, i3 1 Hait, ana M T Charle, 3-38 Springlield I Charles C Thomas
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semua pihak, men jadikan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai
misi dan mengambil pendekatan inovatif dalam kebliakan, regulasi dan
kemitraan. Dasar kerja sama multilateral kini harus diletakkan secara
praktis dan berorientasi masa depan uMuk menanggulangi dampak
krisis sekallgus mengurangi potensi masalah di masa depan ®

Parlemen perlu mengawal upaya penguatan  sistem
kesehatan global dengan memberikan penekanan pada pentingnya
memberikan akses Secara universal terhadap  upaya pengobatan
dan penemuan vaksin Covid-19 yang tengah diperjuangkan Kelak
penyediaan pengobatan dan vaksin ini diharapkan dapat disediakan
dan didistribusikan secara universal Sebagai barang publik global
Dalam fangka menguatkan sistem kesehatan global, forum parlemen
intefnasional secara akif memberikan dukungan pada WHO untuk
dapat bekerja secara efektif, akuntabel dan inklusif dalam menyikapi
menyikapi kesenjangan penanganan pandemi dengan membangun
inisiatif global tentang kesiapsiagaan dan respon pandemi. Inisiatif ini
dibutuhkan sebagar sistem yang berfungsi untuk menanggapi keadaan
darural Kesehatan masyarakat internasional ™

Mitigasi risikko pandemi Covid-19 membutuhkan tafggung jawab
bersama dan solidarltas global. Tidak cipungkirl resesi ekonomi semakir
memperbufuk ketahahan menghadapi pandemi. Untuk itu mobilisasi
inisiatif global yang terkoordinasi diperlukan untuk menyediakan
bantuan sumber daya keuangan guna membaniu upaya penanganan
kedaruratan kesehatan dan mitigasi krisis diberbagai bidang
terdampak. Pandemi inl juga menuntut seruan kerjasama internasional
yang diintensifkan untuk bangkit dan knsis dengan memberdayakan
pertukaran informasi, pengetahuan ilmlah dan praktik terbaik serta
penerapan pedoman relevan yang direkomendasikan oleh WHO.

Ditengah amuk pandemi yang memberi dampak kerusakan
mendalam bagi peradaban, harapan itu kini diciptakan melalui seruan
kepemimpinan, kerjasama dan solidaritas global dalam penanganan
pandemi Covid-19. Oleh sebab itu keharusan untuk bertindak secara
bersama-sama untuk menahan, melawan dan mencegah dampak lebih
luas menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk ity setiap negara

2 The Jakarta Post, T Juni 2020 COVID-19 pandemic a 'wake-up call' for
multilateralism, Indonesia's fop diplomat says, Tersedia pada bhttps://wwwihejakariapost
com/news/2020/06/12/ cavid-19-pandemic-a-wake-up-call-for-multllateralism-indonesias-
top-diplomat-says htnil , diskses 18 Juli 2020

“ Committee for Development Pollcy UN 2020 Development Polcy and
Multilaterallsm after COVID-19, United Nation Publication,



berbagai tindakan kedaruratan memiliki urgensl dan tujuan yang sah,
clilakukar cecara proporslonal, memilllkl jangka waktu, dan patuh pada
pengawasan berkala. Hal itu dilakukan melalul keterlibatan dalam
mergncang, menegosiasikan, mengambil keputusan dan mengawasi
be rbagai respon mitigasi krisis

Pa lemen perlu menunjukan kepemimpinan dan menjalankan
fungsi korstitusionalnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan
kenstitusi khususnya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat
d masa krisis.” 0i Indonesia hal tersebut diwujudkan dengan memacu
penyelenggaraan fungsl legislasi, anggaran dan pengawasan secara
berkesinambungan  ditengeh pandeml  Parlemen mendelegasikan
kekuasaan khusus kepada pemerintah untuk melakukan penanganan
rasalah yang diakibatkan krisis Covid-19 secara efektd. Hal il dilakukan
burdasarkan pad a konstitus! serta undang-undang terkait yakni UJ No.4
Tohun 1234 tentsng Wabah Penyakit Menular, UL Ne:24 Tahun 2007
tanténg Penanggulangan Bencana dan UU No6 Tshun 2018 tentang
Kekarantiniaan kesehatan

Pemerintah Indonesia menetapkan status Cowd-12 menjadi
kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaijalan masuk memberlakukan
kebijakar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan
PSBE merupakan salah satu bentuk karantina kesehatan dalam UU
Keckarantinean Kesehatan yang menjadi pilihan dengan membatasl
aktivitas nasyarokat melalui diliburkannya sekolah dan tempat kerja,
pembatasan  keglatan keagemaan serta pembatasan kegiatan di
ginpat umrum. Kebijakan i menjadl respon atas keselamatan dan
kesehatat tanpa mengesampingkan tanggung jawab terhadap dampak
penyerta lain df bidang politik, ekonomi, soslal, budaya, pertahanan dan
keanianan, serta kesejahtergan masyarakat d Indonesia®

Untuk mengatasi krisls dan mendukung tata kelold keadaan
dieruat, rarlemen mendukung langkah pemerintesh mengambil
kebijakar keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara
urtug pe yanganan Covid-19 melalui Perppu Nol Tahun 2020 Melalul
kebijekar ni pemerintah berupaya melakukan penyelamatan kesehatan
dan perekonomian nasional secara komprehensif dan simultan, dengan
fous pada belanja kesehatan,janng pengaman sosial. serta pemulihan

7 Aan Onsel=2n, P 2020 Ceronavirus: War couldn't stop parliament. 80 why should
COMBAI97, The Austalian, 24 March 2020, Tersedia pada: hitps2/fwww theausiralian com.
&. 'commentaryf coronavirus-austraha-war-coutdat-stop -partiament-so-why-now/ news-
sic iy 16b3e-a'0778¢267818142¢ 30 1e41b37 | diakses 18 Jui 2020

* Indeonesiagoid. 2020 Tiga Jurus Darurat Melawan Pandemi Covid-19
Tarsede  d niips/findonesia go id/narssi/indonesla-dalam-angka/ekonomi/tiga- jurus-
ki - Lirt-melavaan-pandemi-covid-19, diakses paga B Jull 2020.
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Dinamika penyebaran wabsh secara global membangun
hubungan erat dengan respon dormestik. Keterdesakan oleh ancaman
risiko yang dihadapi dunfa menunjukan kebutuhan untuk saling
bekerjasama dan saling ketergantungan secard giobal Pandemi ini
secara jelas menuntut respon global yang kooperatif, transparan,
berbasis ilmu pengetahuan dan terkoordinasl. Parlemen sebagai wadah
perwakilan berbagai kepentingan merupakan forum terbaik bag dialog,
negosiasi, dan legisiasi keputusan di setiap negara  Melalui pelibatan
partisipasi warga dan pendapat para ahli, parleinen memimpin langkah
perumusan konsensus, pemahaman dan solusi bersama di tingkat
nasional. Berbagai langkah tersebut dibawa ke tingkat internasional
melalui {nter-ParliomemtaryUnion (IPU) sebagai upaya saling mempelajarl
perencanaan mitigasi bencana dan respon terhadap krisis. Parlemen
hendaknya juga mendorong proses pengarsipan pengalaman pandeml
di berbagai negara sebagai permnbelajaran yang safing rmelengkapl bagl
dunia internasional.

Parlemen berperan strategis dalarn penguatan kerangka hukurm
internaslonaf dibidang kesehatan dan mitlgasi krisis yatu /internctionat
Heaith Reguiation (IHR) 2005 d bawah koordinasi WHO serta Sendai
Framework Disaster Risk Reduction 2015-2030 dibawah koordinasi
UNDRR Disamping itu, fungsi legislasi dan pengawasan parlemen perlu
dilakukan untuk menelaah pengarusutamaan hukurn dan konsensus
Internasionat tersebut pada wundang-undang nasional sekaligus
meilakukan evaluasi terhadap implementasi dan pencapaiannya
d tingkat nasional Upaya Parermen Indonesia secara konsisten
mendorong parlemen d dunia memfokuskan diri pada isu kesehatan
untuk pencapaian agenda permbangunan berkelanjutan 2030 perlu
terus dllakukan. Salah satunya dengan mendorong impiementasl
kesepakatan Sendai Framework, khususnya pada upaya memperkuat
integrasi manajermen bencana multisektoral

Indonesia berpegang teguh pada pentingnya pembangunan
multilateralisme  dengd3n memprakarsa] dorongan  solidaritas
global untuk memerangi Covid-19 bersmna Ghana, Liechtenstein,
Norwegia, Singapura dan Swiss.” Prakarsa ini telsh diadopsl menjadi
Resolusl Majells Umum PBB secara bulat dalam UNGA 74/270 untuk
dilaksanakan secara global. Kesempatan inl harus dirmanfaatkan setiap
negara untuk mernbuka diri terhadap upaya kerja sama dan kolaborasl|

QA5 2020 Alance for Multilaterslism: We need strong gobal ceoperation
and seidarity %o fight COVID-19 OAS org



perekonomian ? Kebyjakan ini kemudian diatur  meisaiuvi disahkannya
Undang-ndang No. 2 Tahun 2020 atas usul pemerintah. Dalam hal
ini, parlemen melakukan fungsinga melegisiasi aturan, memberikan
persetujLan pefubabhan anggaran serta meiaksanakan pengawasan
terhacap perubahan kebijskan keuvangan negara, diantaranya
perubihen balasan defisit anggaran, penyesuaian belanja wajib,
pergeseran znggaran, serta tindakan iainnya yang mempengaruhi
pelaksanaan fnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Patlemen secara aktif dan cermat melakukan inisiatif perubahan
undai j-undang terkait untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah
bertinzlak secara efe «tif sesuai kebutuhan dailam menghadapi krisis
Ini dilckukan parlemen dengan menyetujui usulan perubahan
Penar:gulancat Bencana menjadi RUU inisiatif DPR R dengan orientasi
jangka panjang Perubahan inf dilakukan agar penanganan bencana
dilaks: 1a<an secara profesional, terkoordinasi. dan sneningkatkan
sinercllas an:ara pemerintah dan daerah ¥ Perubahan —ini juga
mengusulkan penguatan anggaran penangguiangan bencana dengan
mengalokasikan anggaran sebesar dua persen dari APBN dan APBD
untuk nenanggulangan bencana Hal ini sebagal bentuk peran parlemen
memtangun strategi mitigasi bencana di tingkat nasional sekaligus
upaya rme mastikan strategi dan pemerintah siap dalam Peiaksanaannya.

l"erggunean kekuasaan oieh pemerintah dalam berbagai
langkal pena iggulangan krisis Covid-19 diawasi oieh publik serta
fungsi pengawasan vyang diseienggarakan pariemen Pengawasan
ini harus dilaksanakan pariemen secara tepat, efeltif dan konstruktif
untuk memperkuat respon pemerintah terhadap krisis  Parlemen
menyeliznijgarak an check and balonce agar penerapan langkah-langkah
darural terhind:r darl risiko penyaiahgunaan kekuasaan, anggaran, serta
potensi pelanggaran hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Oleh s:beb itu parlemen berhak meminta pertanggungjawaban atas
setiap lindakan yang dilakukan pemerintah dailam penangguiangan
krisis. IViek-anisme ini berfungsi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar
serta poerlindungan warga secara berkeadiian.

arl.2men berperan penting daiam mengkonsolidasi seluruh
kompcnen pemerintahan sefa mewujudkan akuntabilitas dan legitimasi

Sukretz niat Kabinet Rl 2020, s Perpu Kebijakan Kevangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Hadap) Covid-19 Tersedia pada https.//setkab go 1d/isi-perpu-
kebljakan ket 1anga - 1egara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadap-covid-19/ diakses
pada B8 1.1 2020
' Kompas com 2020, Baleg Selujul Harmonisasi RUU tentang Penangguldngén
Bencana T rsedia o hHpsi//nasional kompas com/read/2020/05/08/1910143Vbaleg-
setujurh:-Mmonfsasi ruu-tentang-penanggulangan-bencana Diakses pada 8 Jull 2020.



ke hadapan masyarakat. Sebagai upaya bersama melawan Covid-19,
langkah-langkah parlemen menjadi contoh dan keteladanan dalam
mengkampanyekan, mematuhi dan melaksanakan berbagai kebijakan
dan protokol kesehatan yang diambil pemerintah Kerjakerja parlemen
perlu beradaptasi agar tetap berfungsi efektif sekaligus memberi
perlindungan bagi anggota parlemen berikut interaksi sosialnya Hal ini
dilaksanakan melalui mekanisme kerja inovatifyang bersesuaian dengan
protokol kesehatan Cowvid-19 bagi parlemen menjalankan tugasnya di
tengah pandemi. Menerapkan physical distancing dan mengakomodir
pelaksanaan work from home adalah beberapa hal yang dilakukan

Parlemen di Indonesia melakukan penyesuaian mekanisme kerja
tanpa meninggalkan keabsahan unsur musyawarah untuk mufakat dan
unsur perwakilan. Misalnya dalam pelaksanaan rapal paripurna DPR
Rl. Dimasa normal, tata tertib persidangan mensyaratkan keharusan
kehadiran fisik tiga pimpinan DPR Rl dan separuh Jebih anggota untuk
dapat memenuhi kuorum. Di masa pandemi-hal ini disesuaikan dengan
hanya menghadirkan tiga pimpinan DPR Rl, sembilan ketua fraksi dan
ketua Alat Kelengkapan Dewan! Adapun para anggota menglkuti
rapat secara virtual menggunakan fasilitas tefeconference. Mekanisme
ni memungkinkan dialog dan musyawarah dalam forum pengambilan
keputusan terlaksana secara sah. Kedepan, inovasi in dapat diterapkan
dan dikembangkan sebagal ruang komunikasi, wadah kepentingan
perwakilan dan forum dialog bagi anggota parlemen dengar konstituen,
parlemen dengan pemenntah serta forum rmultilateral,

Keteladanan yang patut ditunjukkan oleh parlemen tidak hanya
pada tataran praktis, namun juga menyangkut etis, Parlermen harus
mampu menunjukan keberplhakan terhadap kepentingan masyarakat
dan memillki perasaan yang sama d tengah krisis. ltu sebabnya & masa
kedaruratan ini parlemen harus menghindari keputusan legislast yang
kontroversial atau metoloskan peraturan yang mencederai kepentingan
publik. Keberpihakan itu dapat dilakukan dengan menunda pembahasan
aturan yang berpolemik dengan tuntutan publik, menempuh langkah
prioritas undang-undang dengan berfokus pada penanganan pandemi
serta mengkhususkan agenda legislasi pada urusan kedaruratan dan
perlindungan hajat hidup rakyat. Parlemen perlu menjaga instltusl
demokrasi ini tetap bekerja Secara transparan, partisipatf dan
berkeadilan mewakili kepercayaan rakyat dan wibawa negara.

" DPRgo)d 2020 Akhiri Reses, DPR Fokus Penanganan Dampak
Covid-13. Tersedia pada hitp://www dpr.go id/berita/detan/id/28213 Af
Akhin+Reses%2C+DPR+Fokus+Penanganan+dan+Dampak+Covid-19, diakses pada 18 Jull
2020
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PENANGANGAN PANDEM!

GLOBAL COVID-19"

DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HAR) DEMOKRAS| INTERNASIONAL TAHUN 2020

Pemenang Kategorl Muda:

JUARA 1.

Eisabeth Felita Silalahi
JUARE 2

Rigke Nur Ard Windayanto
JuApa 3

Adt Rachmat Nugraha
JUARA HARAFAN 1:

Re sty

JUARA HARAPAN 3 :
Novanda Fatih

Finalls Kategorl Muda:

Dwi Wulan Isro'tullaila

Galang Ramadhan

Hidayat Chusnut Chatimah
Kavllaningrum

Laurensia Pratama Chandra
Luh Gede Pratiwi Arsam Wijaya
Reza Fajar Raynaidi

Rizki Zakariya

Pemenang. Kategor Umumy

JUAR K-t
Alexander-ArlgSanata Dyiarma
JUARA I:

Dias Khagljah Kinanthi

JUARA 3:

Rangga A Akhi

JUARA HARAPAN ¢ :

Zulfikar Dilahwangsa

JUAR A HARAPAN 2 :

Anniza Cshya Kusume

Finalls Kategori Umum:
Arief Maulana

Bernadefte Christi Paramitha
Martino
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TEINTANG B.K.S.A.P.

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk
menjac  Ljung tombax diplomasi parlemen. Sesuai amanat Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakya Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwalilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah beberapa
kali dubah terakhir cengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019,
BKSA® mempunyal fungsi untuk membina, mMengembangkan, dan
meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja- sama antara DPR dan
parlerr2n negara 1ain, Saik secara bilateral maupun multilateral, termasuk
berba jai organisasi internasional yang menghimpun_ patlemen dan
anggota parleman. BkSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi
kepat. 3 Pimpinz n DPR terkait masailah kerja sama antar-parlemen.

IDalam mznjalankan peran diplomasi partemen ini, BKSAP selalu
By Wik berperan aktif daiam forum antar-pariemen baik regionat
modgin mulidsteral yang dikuti serta mengupayakan untuk dapat
peemes okl barbagai posisi strategis di Organisasi pa@riemen regional/
imults iEenl spria mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan
mene nackit  sidang/pertemuan  intemasional  BKSAP  adaiah  pintu
DPR ke duniz internasional yang dapat memberikan perspektif baru
dari sisi aspitasi Konstituen yang diawali oleh anggota pariemen dan
mem aetikan 1uang bagi peningkatan fungs: parlemen d bidang legislasi,
pengawasan, can anggaran dalam menghadapi tantangan global yang
bers fat lintas tatas

BADAN KERJ:A SAMA ANTAR-PARLEMEN
DEWIIN PERWAKILAM RAKYAT
REPLILIK INIJONESIA

TAHLIN 2020

Seki: ar ol Kerp Same Organisasi Regiona

Ggerimp Husnsaes W Earind [
I Jxel Gy Gubeetn, Soreye - Jakarta 10270
T AR Far 652 TW5715294

1 ben_lig piipr g Wl agd_wsr@dpr go o
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